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Kata Pengantar 

 

 

uji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga buku berjudul “Global Sustainable HRM: 

Strategi Pengelolaan SDM Berkelanjutan di Era Global” ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Perubahan lingkungan bisnis global yang semakin dinamis, 

perkembangan teknologi, serta meningkatnya tuntutan terhadap 

praktik bisnis yang berkelanjutan telah membawa tantangan baru 

dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Organisasi tidak lagi 

hanya dituntut mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga 

bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan. Dalam 

konteks tersebut, konsep Sustainable Human Resource Management 

(Sustainable HRM) menjadi pendekatan strategis yang penting dalam 

membangun organisasi yang adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan. 

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman 

mengenai konsep, prinsip, dan praktik Global Sustainable HRM dalam 

menghadapi tantangan organisasi modern. Materi yang disajikan 

membahas berbagai strategi pengelolaan SDM berkelanjutan, mulai 

dari perencanaan tenaga kerja, pengembangan talenta, kepemimpinan 

global, kesejahteraan karyawan, keberagaman dan inklusi, hingga 

integrasi teknologi dan tanggung jawab sosial organisasi dalam 

pengelolaan SDM. 

Harapannya, buku ini dapat menjadi sumber referensi yang 

bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi SDM, serta para 

pemimpin organisasi yang ingin memahami dan menerapkan strategi 

SDM berkelanjutan dalam konteks global. Selain memperkaya 

wawasan akademik, buku ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi praktis dalam menciptakan organisasi yang tidak hanya 

P 
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unggul secara kinerja, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan 

jangka panjang. 

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi 

salah satu kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen sumber 

daya manusia yang relevan dengan tuntutan global dan prinsip 

keberlanjutan. 
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lobal Sustainable HRM adalah pendekatan pengelolaan sumber 

daya manusia yang menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip 

desain organisasi, bukan sekadar program tambahan. Dalam pen-

dekatan ini, keputusan tentang rekrutmen, pengembangan, kinerja, 

kompensasi, hubungan kerja, kesehatan, keselamatan, teknologi, dan 

budaya kerja dipertimbangkan melalui dampaknya terhadap pekerja, 

organisasi, masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. Kajian 

terbaru menegaskan bahwa Sustainable HRM menggabungkan 

efektivitas ekonomi, kesejahteraan pekerja, etika, pengembangan 

jangka panjang, dan akuntabilitas sosial-lingkungan (Hronova & 

Spacek, 2021; Ramgolam et al., 2025). 

Definisi Global Sustainable HRM 

Global Sustainable HRM dapat didefinisikan sebagai sistem 

kebijakan, praktik, dan proses HR yang dirancang untuk menciptakan 

kinerja organisasi jangka panjang sekaligus melindungi kualitas kerja, 

hak pekerja, keberagaman, kesejahteraan, pembelajaran, dan kontri-

busi lingkungan di berbagai negara operasi. Istilah global menunjuk-

kan bahwa organisasi tidak hanya menghadapi satu konteks hukum 

dan budaya, tetapi jaringan regulasi, norma sosial, pasar tenaga kerja, 

dan ekspektasi pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Karena 

itu, HR perlu memadukan standar global dengan adaptasi lokal. 

Global Sustainable Human Resource Management (HRM) dapat 

didefinisikan sebagai sistem kebijakan, praktik, dan proses HR yang 

dirancang untuk menciptakan kinerja organisasi jangka panjang 

sambil melindungi kualitas kerja, hak pekerja, kberagaman, ke-

sejahteraan, pembelajaran, dan kontribusi lingkungan di berbagai 

negara operasi. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hasil finansial, 

tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari pengelolaan 

talenta (Hronova & Spacek, 2021). 

Istilah "global" menunjukkan kompleksitas konteks yang di-

hadapi organisasi. Organisasi harus menavigasi jaringan regulasi, 

norma sosial, pasar tenaga kerja, dan ekspektasi pemangku ke-

pentingan yang berbeda-beda di setiap negara, sehingga kebijakan HR 

G 
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perlu memadukan standar global dengan adaptasi lokal (Rodriguez & 

Chen, 2023). Sustainable HRM berbeda dari program CSR yang ter-

pisah dari proses kerja sehari-hari. Fokusnya adalah integrasi keber-

lanjutan ke dalam keputusan inti tentang manusia: siapa yang di-

rekrut, kompetensi apa yang dikembangkan, perilaku apa yang di-

hargai, risiko kerja apa yang dicegah, bagaimana pekerja dilibatkan, 

dan bagaimana data tenaga kerja dilaporkan (World Economic Forum, 

2025). 

Model praktik Sustainable HRM dalam pelaporan korporasi 

mencakup pengembangan dan evaluasi karyawan, kesehatan dan 

keselamatan kerja, hubungan kerja dan etika, kesejahteraan, ke-

setaraan dan non-diskriminasi, keberlanjutan lingkungan karyawan, 

kemitraan eksternal, serta orientasi jangka panjang (Hronova & 

Spacek, 2021). Pengembangan dan evaluasi karyawan dalam kerangka 

berkelanjutan menekankan pembelajaran sepanjang karier, rotasi 

kerja, mentoring, coaching, dan pemberian kesempatan bagi setiap 

individu untuk berkembang. Tujuannya adalah membangun workf-

orce yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi perubahan global 

(World Economic Forum, 2025).  

Hubungan kerja dan etika menekankan transparansi, keadilan, 

kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan hak pekerja, serta praktik 

non-diskriminatif. HR bertanggung jawab memastikan bahwa ke-

bijakan global diterapkan secara konsisten sambil tetap mem-

pertimbangkan konteks lokal (Deloitte, 2023). Kesejahteraan pekerja 

mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Program HR berkelanjutan 

harus menyeimbangkan target bisnis dengan kesejahteraan karyawan, 

termasuk workload review, fleksibilitas kerja, program kesehatan, dan 

dukungan bagi kelompok rentan (Gonzalez et al., 2022). Keber-

lanjutan lingkungan karyawan menekankan green skills, green 

behavior, dan budaya kerja yang mendukung strategi ESG. HR 

memfasilitasi pelatihan, pengembangan kompetensi, dan reward yang 

mendorong kontribusi lingkungan dari setiap peran (Rodriguez & 

Chen, 2023). 
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Kemitraan eksternal menjadi bagian dari model berkelanjut-an, 

termasuk hubungan dengan pemasok, vendor, serikat pekerja, dan 

komunitas. HR berperan memastikan rantai nilai talenta mengikuti 

prinsip keberlanjutan, etika, dan kepatuhan sosial (World Economic 

Forum, 2025). Orientasi jangka panjang menekankan bahwa 

Sustainable HRM bukan proyek sementara. HR harus memastikan 

praktik keberlanjutan diintegrasikan ke dalam strategi bisnis, 

pengambilan keputusan manajerial, reward, dan manajemen risiko, 

sehingga kemampuan organisasi untuk beradaptasi, berinovasi, dan 

bertahan di pasar global meningkat (Hronova & Spacek, 2021). 

Perbedaan HRM konvensional dan Sustainable HRM 

Human Resource Management atau HRM konvensional merupa-

kan pendekatan pengelolaan sumber daya manusia yang berfokus 

pada bagaimana organisasi dapat memperoleh, mengembangkan, 

mengelola, dan mempertahankan karyawan agar tujuan organisasi 

tercapai. Fokus utamanya adalah peningkatan produktivitas, efisiensi 

kerja, pencapaian target, pengelolaan kinerja, pelatihan, kompensasi, 

dan retensi karyawan. Dalam pen-dekatan ini, karyawan dipandang 

sebagai sumber daya penting untuk mendukung keberhasilan orga-

nisasi, terutama dari sisi kinerja dan pencapaian tujuan bisnis. HRM 

konvensional umumnya mencakup fungsi seperti rekrutmen dan 

seleksi, manajemen kinerja, pembelajaran dan pengembangan, kom-

pensasi, serta pengelolaan data SDM (Van Vulpen & Verlinden, 2026).  

Sustainable HRM atau manajemen sumber daya manusia ber-

kelanjutan adalah pengembangan dari HRM konvensional yang tidak 

hanya memperhatikan kepentingan ekonomi perusahaan, tetapi juga 

memperhatikan kesejahteraan karyawan, dampak sosial, dan 

tanggung jawab lingkungan. Sustainable HRM menekankan bahwa 

praktik SDM harus mendukung pencapaian tujuan jangka panjang 

organisasi tanpa mengabaikan aspek manusia dan lingkungan. Pe-

nelitian terbaru menjelaskan bahwa Sustainable HRM mengarah pada 

pencapaian tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, 
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serta mendukung keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang 

(Ramgolam et al., 2025).  

a. Perbedaan dari Segi Tujuan 

HRM konvensional bertujuan memastikan organisasi me-

miliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, se-

hingga produktivitas dan target organisasi dapat tercapai. Tujuan 

ini biasanya berkaitan dengan efisiensi biaya tenaga kerja, 

peningkatan output, penilaian kinerja, dan pencapaian sasaran 

perusahaan. Sementara itu, Sustainable HRM memiliki tujuan 

yang lebih luas, yaitu menciptakan keseimbangan antara keber-

hasilan ekonomi, kesejahteraan karyawan, dan tanggung jawab 

terhadap lingkungan. Dengan demikian, Sustainable HRM tidak 

hanya bertanya “bagai-mana karyawan membantu perusahaan 

mencapai target,” tetapi juga “bagaimana perusahaan dapat 

mencapai target tanpa merugikan karyawan, masyarakat, dan 

lingkungan.” Perubahan orientasi ini sejalan dengan pandangan 

bahwa Sustainable HRM menantang HRM strategis yang terlalu 

berfokus pada nilai ekonomi semata dan mengarah pada triple 

bottom line: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Kainzbauer et al., 

2021).  

Contoh: HRM konvensional mendorong lembur agar target 

produksi tercapai. Sustainable HRM tetap mengejar target 

produksi, tetapi juga mempertimbangkan kelelahan karyawan, 

keselamatan kerja, keseimbangan kerja-hidup, dan risiko pe-

nurunan kesehatan. 

b. Perbedaan dari Segi Cara Memandang Karyawan 

Dalam HRM konvensional, karyawan sering dipandang se-

bagai sumber daya organisasi yang harus dikelola agar dapat 

menghasilkan kinerja optimal. Penilaian terhadap karyawan lebih 

banyak dikaitkan dengan produktivitas, disiplin, keterampilan 

teknis, dan pencapaian target kerja. Pada Sustainable HRM, 

karyawan dipandang sebagai aset jangka panjang yang harus 

dijaga keberlanjutannya, baik dari sisi fisik, mental, sosial, 

maupun pengembangan karier. Penelitian Qamar et al. me-
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nunjukkan bahwa Sustainable HRM memiliki hubungan dengan 

well-being atau kesejahteraan kerja, sehingga praktik SDM tidak 

hanya berdampak pada organisasi, tetapi juga pada kualitas hidup 

karyawan (Qamar et al., 2024).  

Contoh: Dalam HRM konvensional, karyawan terbaik adalah 

yang mencapai target tertinggi. Dalam Sustainable HRM, 

karyawan terbaik adalah yang mencapai target dengan tetap men-

jaga keselamatan, etika kerja, kerja sama tim, dan kepedulian 

terhadap lingkungan kerja. 

c. Perbedaan dari Segi Indikator Keberhasilan 

HRM konvensional biasanya mengukur keberhasilan melalui 

indikator seperti produktivitas, absensi, turnover, hasil penilaian 

kinerja, biaya pelatihan, dan pencapaian KPI. Sustainable HRM 

menggunakan indikator yang lebih luas, seperti kesejahteraan 

karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja, keterlibatan 

karyawan, keberagaman dan inklusi, perilaku ramah lingkungan, 

serta kontribusi terhadap tujuan keberlanjutan organisasi. 

Madero-Gómez et al. menyatakan bahwa praktik keberlanjutan di 

tempat kerja dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, 

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan tetap 

memberi manfaat bagi keberlangsungan perusahaan (Madero-

Gómez et al., 2023).  

Contoh: HRM konvensional menganggap pelatihan berhasil 

jika peserta lulus tes dan produktivitas meningkat. Sustainable 

HRM menilai pelatihan berhasil jika selain produktivitas 

meningkat, angka kecelakaan kerja menurun, penggunaan energi 

lebih efisien, dan karyawan lebih sadar terhadap keselamatan 

serta lingkungan. 

d. Perbedaan dari Segi Praktik Rekrutmen, Pelatihan, dan 

Reward 

Dalam HRM konvensional, rekrutmen lebih menekankan 

kesesuaian antara kompetensi kandidat dengan kebutuhan 

jabatan. Pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 
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teknis, sedangkan reward diberikan berdasarkan pencapaian 

target kerja. Pada Sustainable HRM, rekrutmen tidak hanya 

melihat kemampuan teknis, tetapi juga nilai, etika, kesadaran 

keselamatan, kepedulian sosial, dan kepedulian terhadap 

lingkungan. Pelatihan juga diperluas ke aspek keberlanjutan, 

seperti K3, efisiensi energi, pengurangan limbah, kesehatan 

mental, dan kepemimpinan etis. Liang dan Li menjelaskan bahwa 

Sustainable HRM merupakan pendekatan yang holistik dan 

berorientasi ke depan dalam mengelola tenaga kerja agar selaras 

dengan tujuan keberlanjutan yang lebih luas (Liang & Li, 2025).  

Contoh: HRM konvensional memberi bonus kepada tim 

dengan produksi tertinggi. Sustainable HRM memberi bonus 

kepada tim yang mencapai produksi tinggi tanpa kecelakaan 

kerja, tanpa pelanggaran lingkungan, dan dengan penggunaan 

sumber daya yang lebih efisien. 

e. Perbedaan dari Segi Dampak Jangka Panjang 

HRM konvensional cenderung berfokus pada kebutuhan 

organisasi saat ini, seperti pemenuhan tenaga kerja, pencapaian 

target, dan efisiensi biaya. Sustainable HRM berorientasi lebih 

panjang karena mempertimbangkan keberlanjutan organisasi, 

kesejahteraan karyawan, hubungan dengan masyarakat, dan 

tanggung jawab terhadap lingkungan. Ramgolam et al. men-

jelaskan bahwa penerapan Sustainable HRM dapat membantu 

organisasi menjadi lebih efisien, produktif, dan kompetitif, 

sekaligus memastikan hasil ekonomi, sosial, dan lingkungan tetap 

diperhatikan (Ramgolam et al., 2025).  

Contoh: HRM konvensional mungkin fokus pada pe-

ngurangan biaya tenaga kerja. Sustainable HRM akan memper-

timbangkan apakah pengurangan biaya tersebut berdampak pada 

beban kerja berlebih, stres, turnover, penurunan motivasi, atau 

risiko keselamatan. 
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Hubungan HRM dengan ESG, SDGs, dan keberlanjutan 

bisnis 

Human Resource Management (HRM) memiliki peran strategis 

dalam kerangka keberlanjutan, karena praktik SDM memengaruhi 

kinerja sosial, tata kelola, dan bahkan aspek lingkungan dalam orga-

nisasi. Secara spesifik, HRM beririsan dengan ESG (Environmental, 

Social, and Governance) dan SDGs (Sustainable Development Goals) 

dalam beberapa cara penting: 

a. HRM dan ESG 

ESG memberikan bahasa akuntabilitas yang jelas bagi 

investor dan regulator. Pilar sosial (S) dan tata kelola (G) memiliki 

hubungan langsung dengan praktik HRM, misalnya dalam hal 

keadilan upah, kesejahteraan karyawan, keberagaman, inklusi, 

etika kerja, dan tata kelola sumber daya manusia. Selain itu, HRM 

juga mendukung pilar lingkungan (E) melalui pengembangan 

green skills, perilaku ramah lingkungan (green behavior), dan 

perubahan budaya kerja yang lebih berkelanjutan (UNSD, 2024; 

ILO, 2026). 

b. HRM dan SDGs 

Dalam kerangka SDGs, praktik HRM terkait erat dengan 

tujuan pembangunan global yang menyentuh aspek manusia. 

Contohnya meliputi: 

1. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8)  

2. Kesetaraan gender (SDG 5)  

3. Pengurangan ketimpangan (SDG 10)  

4. Kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3)  

5. Pendidikan berkualitas (SDG 4)  

6. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab (SDG 12)  

7. Aksi iklim (SDG 13)  

Melalui praktik SDM yang inklusif, aman, adil, dan berfokus 

pada pengembangan kapasitas karyawan, HRM berkontribusi 
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pada pencapaian tujuan SDGs sekaligus memperkuat tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

c. HRM dan keberlanjutan bisnis 

Risiko yang terkait dengan sumber daya manusia adalah 

risiko bisnis. Kekurangan keterampilan, konflik hubungan 

industrial, diskriminasi, kekerasan atau pelecehan, masalah 

kesehatan mental, ketidakadilan upah, atau penggunaan AI yang 

bias dapat merusak reputasi, produktivitas, kepatuhan hukum, 

dan kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan kata lain, 

praktik HRM yang buruk berdampak langsung pada risiko 

operasional dan strategis perusahaan. 

d. Standar pengungkapan keberlanjutan 

Standar internasional modern menekankan pentingnya 

transparansi dalam mengelola risiko dan peluang keberlanjutan. 

IFRS S1 menekankan pengungkapan risiko dan peluang yang 

dapat memengaruhi prospek entitas, sementara ESRS S1 meminta 

perusahaan menilai dampak, risiko, dan peluang terkait tenaga 

kerja sendiri. HRM berperan dalam menyediakan data, praktik, 

dan mitigasi risiko terkait tenaga kerja yang menjadi dasar 

pengungkapan ESG dan keberlanjutan bisnis (IFRS Foundation, 

2023; EFRAG, 2023). 

HRM bukan sekadar fungsi administratif, tetapi menjadi jembat-

an strategis antara praktik SDM, tanggung jawab sosial, tata kelola, 

keberlanjutan lingkungan, dan pencapaian tujuan bisnis. Melalui 

pengelolaan SDM yang berkelanjutan, perusahaan dapat menurunkan 

risiko manusia, meningkatkan keterlibatan dan produktivitas, serta 

memenuhi ekspektasi investor dan regulator terkait ESG dan SDGs. 
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Tantangan SDM global di era perubahan iklim, 

digitalisasi, dan ketimpangan sosial 

Perubahan iklim membawa tantangan signifikan bagi manajemen 

sumber daya manusia (SDM) di tingkat global. Risiko keselamatan 

kerja meningkat karena panas ekstrem, banjir, badai, dan bencana 

alam lainnya. Perubahan lokasi kerja menjadi relevan, terutama bagi 

pekerja lapangan, pekerja migran, dan komunitas berpenghasilan 

rendah yang lebih rentan terhadap dampak fisik lingkungan (ILO, 

2023). Kebutuhan keterampilan hijau meningkat seiring dengan 

transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pekerja perlu dilatih untuk 

memahami efisiensi energi, pengelolaan limbah, audit lingkungan, 

desain sirkular, dan penggunaan teknologi bersih. Hal ini memerlukan 

program upskilling dan reskilling yang sistematis dan inklusif 

(Rodriguez & Chen, 2023). 

Just transition menjadi prinsip penting untuk memastikan 

transisi hijau menciptakan pekerjaan layak tanpa meninggalkan 

kelompok pekerja rentan. Dialog sosial, pelibatan pemangku 

kepentingan, dan penghormatan terhadap hak dasar pekerja menjadi 

landasan dalam mengelola perubahan ini (ILO, 2023). Transisi 

ekonomi juga menimbulkan risiko sosial. Pekerja informal, kontrak, 

atau migran sering menghadapi ketidakpastian pekerjaan, pengurang-

an pendapatan, dan kurangnya akses pelatihan. HR global perlu 

merancang strategi proteksi sosial dan peluang pengembangan 

kompetensi untuk mengurangi dampak negatif (World Economic 

Forum, 2025). 

Digitalisasi dan AI menawarkan peluang efisiensi operasional, 

personalisasi pembelajaran, monitoring real-time melalui people 

analytics, dan fleksibilitas kerja jarak jauh. Organisasi dapat 

mempercepat distribusi pengetahuan, meningkatkan keterlibatan 

karyawan, dan mengoptimalkan alokasi talenta (Deloitte, 2023). 

Teknologi membawa risiko yang perlu dikelola secara etis. Bias 

algoritmik dapat terjadi jika data historis, desain model, atau tata 

kelola AI tidak mempertimbangkan DEIB. Hal ini dapat memperkuat 
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ketimpangan, misalnya dalam rekrutmen, promosi, atau penilaian 

kinerja (Naoum et al., 2026). 

Pengawasan berlebihan dan kebocoran data menjadi risiko lain. 

AI dan sistem digital HR yang tidak aman atau tidak transparan dapat 

menimbulkan ketidakpercayaan karyawan, risiko hukum, dan 

masalah reputasi. Perlindungan data, audit berkala, dan human 

oversight menjadi mekanisme mitigasi penting (OECD, 2023). 

Ketimpangan akses digital juga menjadi isu. Tidak semua karyawan 

memiliki perangkat, koneksi, literasi digital, atau waktu untuk 

memanfaatkan platform digital HR. HR perlu memastikan inklusi 

dengan menyediakan alternatif akses, panduan penggunaan, dan 

dukungan bagi kelompok rentan (Rodriguez & Chen, 2023). 

Digitalisasi yang berlebihan berisiko mendekatkan dehumanisasi 

pekerjaan. Karyawan bisa merasa dikontrol oleh algoritma, kehilangan 

otonomi, atau mengalami isolasi sosial. HR perlu menyeimbangkan 

efisiensi teknologi dengan interaksi manusia, coaching, dan 

pembelajaran berbasis tim. Transisi hijau dan digital juga menuntut 

integrasi strategi HR dengan ESG dan SDGs. Green skills, praktik 

keberlanjutan, inklusi, dan keselamatan harus menjadi bagian dari 

indikator kinerja, reward, dan pelatihan. HR menjadi penghubung 

antara strategi bisnis, keberlanjutan, dan pengembangan talenta 

(Rodriguez & Chen, 2023). 

Monitoring risiko, evaluasi efektivitas, dan feedback karyawan 

menjadi kunci untuk adaptasi berkelanjutan. Survei, forum karyawan, 

wawancara exit, dan mekanisme pengaduan membantu HR me-

mahami dampak perubahan iklim dan teknologi pada pengalaman 

pekerja, terutama kelompok rentan (Naoum et al., 2026). 

Secara keseluruhan, tantangan SDM global di era perubahan 

iklim, digitalisasi, dan ketimpangan sosial memerlukan strategi HR 

yang holistik. HR harus mengelola risiko fisik, kompetensi, inklusi, 

data, dan etika teknologi agar transisi menuju ekonomi hijau dan 

digital dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, produktivitas, 

dan keberlanjutan bisnis (ILO, 2023; Naoum et al., 2026). 
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Peran strategis HR dalam menciptakan organisasi 

berkelanjutan 

Peran strategis HR dalam menciptakan organisasi berkelanjutan 

adalah mengubah komitmen keberlanjutan menjadi kemampuan 

organisasi yang nyata. Keberlanjutan tidak cukup berhenti pada visi, 

laporan tahunan, atau pernyataan ESG, tetapi harus diterjemahkan ke 

dalam cara organisasi merancang pekerjaan, mengembangkan kom-

petensi, memilih pemimpin, membentuk budaya, memberi insentif, 

dan menggunakan data. Dalam hal ini, HR menjadi fungsi yang 

memastikan bahwa strategi keberlanjutan hidup dalam perilaku 

sehari-hari, bukan hanya menjadi dokumen formal. 

HR berperan menerjemahkan strategi ESG menjadi arsitektur 

pekerjaan yang jelas. Artinya, setiap peran perlu memiliki kontribusi 

terhadap tujuan bisnis dan keberlanjutan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Misalnya, fungsi produksi berkontribusi pada 

efisiensi energi dan pengurangan limbah, fungsi pengadaan berkontri-

busi pada pemasok yang bertanggung jawab, fungsi penjualan ber-

kontribusi pada etika pelanggan, dan fungsi HR sendiri berkontribusi 

pada kesejahteraan, kompetensi, inklusi, serta keadilan kerja. IFRS S1 

menekankan bahwa organisasi perlu mengungkapkan risiko dan 

peluang keberlanjutan yang berguna bagi pengguna laporan dalam 

menilai prospek entitas, sehingga isu manusia dan organisasi menjadi 

bagian dari pengelolaan risiko strategis.  

Peran HR juga penting dalam membangun kompetensi yang 

dibutuhkan untuk keberlanjutan. Perubahan teknologi, transisi hijau, 

fragmentasi ekonomi, dan perubahan demografi diperkirakan terus 

membentuk pasar kerja hingga 2030, sehingga organisasi membutuh-

kan tenaga kerja yang mampu belajar ulang, beradaptasi, dan 

mengembangkan keterampilan baru. World Economic Forum (2025) 

menempatkan transformasi teknologi dan transisi hijau sebagai 

pendorong utama perubahan pekerjaan, sehingga HR perlu memasti-

kan program upskilling, reskilling, dan green skills berjalan secara 

terencana, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan bisnis.  
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Selain kompetensi teknis, HR perlu memasukkan sustainability 

competencies ke dalam model kepemimpinan. Pemimpin tidak cukup 

dinilai dari pencapaian target finansial, tetapi juga dari cara mereka 

mencapai target tersebut. Pemimpin berkelanjutan harus mampu 

menjaga keselamatan, membangun tim yang sehat, mengembangkan 

orang, menghormati keberagaman, menggunakan data secara 

berintegritas, dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan 

dampak jangka panjang. Dengan demikian, kepemimpinan menjadi 

sarana utama untuk mengubah strategi ESG menjadi budaya kerja. 

HR juga berperan membangun budaya organisasi yang men-

dukung keberlanjutan. Budaya ini terlihat dari cara manajer memberi 

target, cara tim berdiskusi, cara konflik diselesaikan, cara kesalahan 

dilaporkan, dan cara karyawan diberi ruang untuk berinovasi. Jika 

organisasi menyatakan peduli pada keselamatan tetapi target produksi 

mendorong orang mengabaikan prosedur, maka budaya belum selaras 

dengan keberlanjutan. Sebaliknya, jika manajer menghargai pelaporan 

risiko, pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan, maka keberlanjut-

an menjadi praktik nyata. 

Dalam sistem manajemen kinerja, HR perlu memastikan bahwa 

indikator bisnis diseimbangkan dengan indikator perilaku, manusia, 

dan lingkungan. Target produksi, penjualan, atau efisiensi tidak boleh 

berdiri sendiri tanpa memperhatikan keselamatan, kualitas, etika, 

kesejahteraan, kepatuhan, dan kontribusi ESG. Pendekatan ini 

mencegah moral hazard, yaitu kondisi ketika karyawan terdorong 

mengejar hasil jangka pendek dengan mengorbankan nilai organisasi. 

Sustainable HRM membantu memastikan bahwa “kinerja baik” berarti 

hasil yang baik dicapai dengan cara yang benar. 

HR juga berperan dalam merancang insentif dan reward yang 

mendukung perilaku berkelanjutan. Insentif dapat dikaitkan dengan 

pengurangan limbah, efisiensi energi, keselamatan, pengembangan 

tim, inklusi, atau kontribusi terhadap inovasi hijau. Namun, indikator 

reward harus dapat diverifikasi dan tidak mendorong manipulasi data. 

Misalnya, insentif penurunan kecelakaan perlu dilengkapi dengan 
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indikator pelaporan near miss dan penyelesaian tindakan korektif agar 

pekerja tidak takut melaporkan insiden. 

Dalam organisasi global, HR menjadi penjaga keseimbangan 

antara standardisasi dan lokalisasi. Kebijakan global tentang non-

diskriminasi, kesehatan dan keselamatan, upah layak, privasi data, 

anti-pelecehan, dan hak pekerja perlu berlaku sebagai prinsip mini-

mum di semua negara. Prinsip UN Global Compact terkait ketenaga-

kerjaan menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, 

kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa, penghapusan pekerja 

anak, dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan, sehingga HR 

global perlu memastikan standar minimum tersebut tidak ditawar 

oleh perbedaan lokasi.  

Meskipun prinsip global penting, implementasi harus memper-

timbangkan hukum, budaya, struktur pasar tenaga kerja, dan 

kapasitas tiap negara. Kebijakan feedback, fleksibilitas kerja, pe-

ngumpulan data DEI, sistem kompensasi, atau pendekatan hubungan 

industrial dapat berbeda antarwilayah. Karena itu, HR global perlu 

menggunakan pendekatan global principles, local execution. 

Organisasi menetapkan batas minimum dan indikator inti, sedangkan 

unit lokal menyesuaikan cara penerapan agar sesuai dengan regulasi 

dan budaya setempat. 

HR juga memiliki peran penting dalam human capital reporting 

dan sustainability reporting. Data tentang tenaga kerja, keselamatan, 

keterampilan, turnover, inklusi, kompensasi, pelatihan, dan hubungan 

industrial semakin menjadi perhatian investor, regulator, dan pe-

mangku kepentingan. ESRS S1 secara khusus membahas tenaga kerja 

sendiri dan meminta perusahaan mengungkap dampak, risiko, 

peluang, kebijakan, tindakan, target, serta metrik yang terkait dengan 

pekerja.  

Dalam pelaporan keberlanjutan, HR harus memastikan data yang 

disajikan material, akurat, seimbang, dan tidak bersifat social washing. 

Laporan yang hanya menampilkan keberhasilan tanpa menjelaskan 

tantangan, gap, atau rencana perbaikan dapat menurunkan kredi-

bilitas. Bila perusahaan mengklaim inklusif tetapi tidak menunjukkan 
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data promosi, representasi, pay equity, atau tindakan korektif, maka 

pesan keberlanjutan akan mudah dipertanyakan. Karena itu, HR perlu 

menggabungkan data kuantitatif, bukti kualitatif, dan evaluasi 

dampak. 

Peran strategis HR juga terlihat dalam pengelolaan risiko manusia 

sebagai risiko bisnis. Kekurangan keterampilan dapat menghambat 

transformasi digital, burnout dapat menurunkan produktivitas, 

diskriminasi dapat merusak reputasi, upah tidak adil dapat memicu 

konflik, dan penggunaan AI yang bias dapat menimbulkan risiko 

hukum serta etika. Dengan people analytics yang etis, HR dapat 

mendeteksi risiko lebih awal, seperti turnover kelompok tertentu, 

ketimpangan promosi, beban kerja berlebihan, atau kesenjangan 

green skills. 

Secara keseluruhan, HR berkelanjutan bukan hanya fungsi 

pendukung, tetapi penggerak kemampuan organisasi untuk bertahan 

dan tumbuh secara bertanggung jawab. HR menghubungkan strategi 

ESG dengan pekerjaan, kompetensi, kepemimpinan, budaya, insentif, 

data, dan pelaporan. Keunggulan HR berkelanjutan bukan hanya 

terletak pada kemampuan merancang kebijakan, tetapi pada 

kemampuan mengeksekusi prinsip global secara adil, manusiawi, dan 

kontekstual. Dengan HR yang kuat, keberlanjutan tidak berhenti 

sebagai komitmen formal, tetapi menjadi cara organisasi bekerja, 

mengambil keputusan, memperlakukan manusia, dan menciptakan 

nilai jangka panjang. 
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volusi HRM mencerminkan perubahan cara organisasi memahami 

manusia. Pada tahap awal, pengelolaan tenaga kerja banyak ber-

fokus pada administrasi, disiplin, dan hubungan industrial. Kemudian 

HR berkembang menjadi strategic partner yang mendukung strategi 

bisnis. Kini, tekanan iklim, digitalisasi, regulasi keberlanjutan, dan 

ketimpangan sosial mendorong HR berevolusi menjadi penggerak 

nilai berkelanjutan. 

Sejarah perkembangan HRM 

Sejarah perkembangan Human Resource Management atau HRM 

dapat dipahami sebagai perjalanan panjang dari fungsi administratif 

sederhana menuju fungsi strategis dan berkelanjutan dalam orga-

nisasi. Pada tahap awal, pengelolaan tenaga kerja lebih dikenal sebagai 

personnel administration, yaitu kegiatan yang berfokus pada pen-

catatan pegawai, pengupahan, absensi, kedisiplinan, dan pemenuhan 

aturan ketenagakerjaan. Dalam tahap ini, pekerja lebih banyak 

dipandang sebagai faktor produksi yang harus diatur agar kegiatan 

organisasi berjalan tertib dan efisien. Fokus utamanya bukan pada 

pengembangan manusia, melainkan pada kepatuhan administratif 

dan kontrol kerja. 

Pada masa personnel administration, fungsi kepegawaian 

cenderung bersifat reaktif. Artinya, bagian kepegawaian baru 

bertindak ketika muncul kebutuhan administratif, seperti penerimaan 

pekerja, pembayaran upah, penyelesaian konflik, atau pelanggaran 

disiplin. Peran ini penting karena organisasi membutuhkan sistem 

kerja yang tertib, tetapi masih terbatas dalam melihat potensi manusia 

sebagai sumber daya bernilai. Dalam pendekatan ini, hubungan antara 

organisasi dan pekerja lebih banyak dipahami melalui kontrak kerja 

formal, bukan melalui pengembangan kompetensi, keterlibatan, dan 

kesejahteraan jangka panjang. 

Perubahan lingkungan bisnis, perkembangan teknologi, me-

ningkatnya persaingan, serta semakin kompleksnya hubungan 

industrial mendorong organisasi untuk melihat pekerja secara lebih 

luas. Dari sinilah muncul konsep Human Resource Management atau 

E 
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HRM. HRM tidak hanya mengurus administrasi pegawai, tetapi juga 

mencakup rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, kompen-

sasi, hubungan kerja, komunikasi organisasi, serta pengembangan 

karier. Dalam HRM, pekerja mulai dipandang sebagai aset organisasi 

yang memiliki pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan kemampuan 

untuk menciptakan nilai bagi organisasi. 

Perkembangan HRM juga dipengaruhi oleh pemikiran bahwa 

kebijakan SDM harus terintegrasi dengan kebutuhan organisasi secara 

menyeluruh. Salah satu karya penting dalam perkembangan HRM 

adalah Managing Human Assets yang menekankan bahwa kebijakan 

SDM perlu menjadi bagian integral dari strategi organisasi, bukan 

sekadar fungsi administratif terpisah (Beer et al., 1984). Pandangan ini 

memperkuat pemahaman bahwa pengelolaan manusia harus mem-

perhatikan kepentingan organisasi dan pekerja secara bersamaan. 

Dengan demikian, HRM mulai bergerak dari pendekatan kontrol 

menuju pendekatan pengembangan dan keterlibatan.  

Pada tahap berikutnya, HRM berkembang menjadi Strategic 

Human Resource Management atau SHRM. Strategic HRM me-

nempatkan fungsi SDM sebagai mitra strategis organisasi. Artinya, 

praktik SDM seperti rekrutmen, pelatihan, sistem penghargaan, dan 

manajemen kinerja harus diselaraskan dengan tujuan kompetitif 

organisasi. Wright dan McMahan (1992) menjelaskan bahwa SHRM 

berkaitan dengan pola penyebaran sumber daya manusia dan aktivitas 

yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. 

Dengan pendekatan ini, HR tidak lagi hanya menjalankan tugas 

operasional, tetapi juga ikut menentukan arah keberhasilan 

organisasi.  

Strategic HRM memperkenalkan konsep alignment atau ke-

selarasan antara strategi bisnis dan praktik SDM. Misalnya, organisasi 

yang ingin unggul melalui inovasi harus membangun sistem SDM 

yang mendorong kreativitas, pembelajaran, kolaborasi, dan toleransi 

terhadap perubahan. Sebaliknya, organisasi yang berfokus pada 

efisiensi biaya perlu merancang sistem kerja, pelatihan, dan 

kompensasi yang mendukung produktivitas serta pengendalian biaya. 
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Oleh karena itu, SHRM memandang bahwa tidak ada satu model HR 

yang cocok untuk semua organisasi, karena praktik SDM harus 

disesuaikan dengan strategi, industri, budaya, dan kondisi lingkungan 

organisasi. 

Peran HR sebagai mitra strategis semakin kuat melalui pemikiran 

Ulrich tentang transformasi fungsi HR. Ulrich menjelaskan bahwa 

profesional HR perlu menjalankan beberapa peran sekaligus, yaitu 

sebagai mitra strategis, ahli administrasi, pendukung pekerja, dan 

agen perubahan (Ulrich, 1997). Pandangan ini memperluas posisi HR 

dalam organisasi karena HR tidak hanya mengurus dokumen dan 

prosedur, tetapi juga membantu organisasi menghadapi perubahan, 

membangun kapabilitas, serta meningkatkan kontribusi pekerja. 

Dengan demikian, HR mulai memiliki posisi yang lebih dekat dengan 

manajemen puncak dan proses pengambilan keputusan.  

Meskipun Strategic HRM memberikan kemajuan besar, pen-

dekatan ini masih banyak dikritik karena terlalu berorientasi pada 

pencapaian kinerja organisasi. Dalam praktiknya, keselarasan SDM 

dengan strategi bisnis sering kali lebih menekankan produktivitas, 

efisiensi, fleksibilitas, dan keuntungan. Akibatnya, aspek kesejahtera-

an pekerja, keadilan sosial, kesehatan kerja, keseimbangan kehidupan 

kerja, dan dampak sosial organisasi kadang kurang mendapat per-

hatian. Kritik ini semakin kuat ketika organisasi dihadapkan pada 

tuntutan baru dari investor, regulator, pekerja, pelanggan, dan 

masyarakat sipil. 

Perubahan tersebut membuat organisasi tidak cukup hanya 

bertanya apakah praktik SDM mendukung pertumbuhan bisnis. 

Organisasi juga harus bertanya apakah pertumbuhan tersebut men-

ciptakan pekerjaan layak, menghormati hak asasi manusia, me-

ngurangi risiko sosial, menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja, 

serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks inilah 

Sustainable Human Resource Management muncul sebagai evolusi 

berikutnya. Kramar (2014) menjelaskan bahwa Sustainable HRM 

berkembang sebagai pendekatan yang menghubungkan HRM dengan 
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isu keberlanjutan, termasuk dampak positif dan negatif praktik HR 

terhadap berbagai pemangku kepentingan.  

Sustainable HRM memandang pekerja bukan hanya sebagai 

sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis, tetapi juga sebagai 

manusia yang memiliki hak, kebutuhan, kesehatan, martabat, dan 

masa depan. Pendekatan ini berusaha menyeimbangkan kepentingan 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ehnert (2009) menekankan bahwa 

keberlanjutan menjadi isu penting dalam HRM karena organisasi 

perlu mempertahankan, mengembangkan, dan menggunakan sumber 

daya manusia tanpa merusak kapasitas manusia itu sendiri dalam 

jangka panjang. Dengan kata lain, organisasi tidak boleh mengejar 

produktivitas dengan cara yang menyebabkan kelelahan, ketidak-

adilan, atau kerusakan sosial.  

Sustainable HRM dapat diterapkan melalui berbagai kebijakan, 

seperti rekrutmen yang adil, pelatihan berkelanjutan, perlindungan 

kesehatan dan keselamatan kerja, sistem kompensasi yang layak, 

pengembangan karier, kesetaraan kesempatan, keterlibatan pekerja, 

serta budaya organisasi yang etis. Selain itu, Sustainable HRM juga 

berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan. Ehnert, Parsa, Roper, 

Wagner, dan Müller-Camen (2016) menunjukkan bahwa aspek HRM 

menjadi bagian penting dalam laporan keberlanjutan perusahaan 

besar, terutama karena isu pekerja, hak sosial, dan praktik ketenaga-

kerjaan semakin menjadi perhatian publik.  

Sejarah perkembangan HRM menunjukkan adanya pergeseran 

bertahap dari administrasi personalia, menuju HRM, kemudian 

Strategic HRM, dan akhirnya Sustainable HRM. Personnel adminis-

tration menekankan keteraturan administrasi, HRM menekankan 

pengelolaan dan pengembangan manusia, Strategic HRM menekan-

kan keselarasan SDM dengan strategi organisasi, sedangkan Sustai-

nable HRM menekankan keseimbangan antara kinerja organisasi, 

kesejahteraan pekerja, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. 

Evolusi ini menunjukkan bahwa fungsi HR semakin penting karena 

organisasi modern tidak hanya dinilai dari keuntungan ekonomi, 

tetapi juga dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutannya. 
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Dari Strategic HRM ke Sustainable HRM 

Strategic Human Resource Management (Strategic HRM) me-

rupakan tahap penting dalam perkembangan manajemen sumber 

daya manusia karena menempatkan HR sebagai bagian dari strategi 

organisasi. Pada tahap ini, HR tidak lagi dipahami hanya sebagai 

fungsi administratif, tetapi sebagai mitra strategis yang membantu 

organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Praktik HR seperti 

rekrutmen, pelatihan, kompensasi, penilaian kinerja, dan pe-

ngembangan karier dirancang agar selaras dengan arah bisnis 

perusahaan (Wright & McMahan, 1992). Dengan demikian, Strategic 

HRM menekankan bahwa kualitas manusia, budaya kerja, dan 

perilaku pekerja dapat menjadi sumber keunggulan yang sulit ditiru 

oleh pesaing. 

Keberhasilan organisasi banyak dikaitkan dengan kemampuan 

HR dalam membangun kapabilitas internal. Kapabilitas tersebut 

mencakup pengetahuan, keterampilan, komitmen, motivasi, dan 

perilaku pekerja yang mendukung strategi bisnis (Beer, Spector, 

Lawrence, Mills, & Walton, 1984). Misalnya, perusahaan yang ingin 

unggul melalui inovasi membutuhkan sistem HR yang mendorong 

kreativitas, pembelajaran, kolaborasi, dan keberanian mengambil 

risiko. Sementara itu, perusahaan yang berorientasi pada efisiensi 

membutuhkan sistem kerja yang menekankan produktivitas, 

pengendalian biaya, dan disiplin operasional. Strategic HRM juga 

menekankan pentingnya budaya organisasi sebagai alat untuk 

mencapai keunggulan kompetitif. Budaya kerja yang kuat dapat 

membentuk cara pekerja berpikir, bertindak, dan mengambil 

keputusan. Apabila budaya organisasi mendukung strategi 

perusahaan, maka pekerja akan lebih mudah bergerak ke arah tujuan 

yang sama (Ulrich, 1997). Oleh karena itu, Strategic HRM tidak hanya 

mengelola individu, tetapi juga membentuk sistem, nilai, norma, dan 

perilaku kolektif dalam organisasi. 

Perkembangan lingkungan bisnis menunjukkan bahwa ke-

berhasilan organisasi tidak lagi cukup diukur hanya dari produktivitas, 

profitabilitas, dan pertumbuhan. Organisasi saat ini berada dalam 
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pengawasan yang lebih luas dari investor, regulator, pekerja, 

pelanggan, komunitas, media, dan masyarakat sipil. Para pemangku 

kepentingan tidak hanya menilai apakah perusahaan mampu meng-

hasilkan keuntungan, tetapi juga apakah perusahaan menjalankan 

bisnis secara adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan (Kramar, 

2014). Kondisi inilah yang mendorong munculnya Sustainable HRM 

sebagai perluasan dari Strategic HRM. Sustainable HRM tetap 

mempertahankan logika dasar Strategic HRM, yaitu bahwa praktik HR 

harus mendukung keberhasilan organisasi. Akan tetapi, Sustainable 

HRM memperluas definisi keberhasilan tersebut. Keberhasilan tidak 

hanya dilihat dari kinerja ekonomi, tetapi juga dari kualitas pekerjaan, 

keberlanjutan keterampilan, keadilan, kesejahteraan pekerja, dampak 

lingkungan, dan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan 

(Ramgolam, Ramphul, & Chittoo, 2025). 

Perbedaan utama antara Strategic HRM dan Sustainable HRM 

terletak pada ruang lingkup tanggung jawabnya. Strategic HRM 

berfokus pada bagaimana HR membantu organisasi memenangkan 

persaingan, sedangkan Sustainable HRM mempertanyakan apakah 

cara organisasi mencapai keunggulan tetap menjaga martabat 

manusia, kesejahteraan pekerja, dan keberlanjutan lingkungan 

(Ehnert, 2009). Dengan kata lain, Sustainable HRM tidak menolak 

tujuan bisnis, tetapi menempatkannya dalam kerangka tanggung 

jawab sosial dan keberlanjutan jangka panjang. 

erubahan dari Strategic HRM menuju Sustainable HRM membuat 

HR perlu mengelola berbagai paradoks. Organisasi membutuhkan 

efisiensi biaya, tetapi pada saat yang sama dituntut menyediakan upah 

layak, jaminan sosial, dan benefit yang mendukung kehidupan pekerja 

serta keluarganya. Perusahaan membutuhkan fleksibilitas tenaga 

kerja agar mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, tetapi juga 

perlu menjaga keamanan kerja dan mencegah eksploitasi (Ramgolam 

et al., 2025). Di sinilah Sustainable HRM berperan untuk mencari 

keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan manusia. 

Paradoks lain muncul dalam penggunaan teknologi. Teknologi digital, 

otomatisasi, dan analitik HR dapat meningkatkan produktivitas, 
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efisiensi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Namun, teknologi 

juga dapat memperbesar ketimpangan apabila hanya menguntungkan 

pekerja dengan keterampilan tertentu dan menggeser pekerja lain 

yang kurang siap. Sustainable HRM perlu memastikan transformasi 

teknologi disertai dengan pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, 

perlindungan data pekerja, serta kebijakan yang adil bagi kelompok 

yang terdampak perubahan (Ehnert et al., 2016). 

Sustainable HRM juga menekankan pentingnya kualitas pe-

kerjaan. Pekerjaan yang baik bukan hanya pekerjaan yang meng-

hasilkan upah, tetapi juga pekerjaan yang aman, sehat, bermakna, adil, 

dan memberi ruang bagi pengembangan diri. Apabila organisasi hanya 

mengejar produktivitas tanpa memperhatikan beban kerja, kelelahan, 

kesehatan mental, dan keseimbangan kehidupan kerja, maka kinerja 

jangka pendek mungkin meningkat, tetapi keberlanjutan tenaga kerja 

akan menurun (Kramar, 2014). Selain itu, Sustainable HRM mem-

perluas perhatian HR terhadap isu lingkungan. HR dapat mendukung 

keberlanjutan lingkungan melalui praktik Green HRM, seperti 

pelatihan kesadaran lingkungan, sistem kerja hemat energi, budaya 

kerja ramah lingkungan, pengurangan limbah, serta penghargaan 

terhadap perilaku kerja yang mendukung keberlanjutan (Ehnert, 

2009). Dalam konteks ini, HR tidak hanya mengelola manusia untuk 

kepentingan organisasi, tetapi juga membantu organisasi membangun 

perilaku kolektif yang mendukung tanggung jawab ekologis. 

Sustainable HRM juga memperkuat prinsip akuntabilitas. HR 

perlu mampu menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan orga-

nisasi tidak menimbulkan dampak negatif bagi pekerja, masyarakat, 

dan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelaporan keber-

lanjutan, pengukuran kesejahteraan pekerja, audit praktik ketenaga-

kerjaan, serta keterlibatan pemangku kepentingan (Ehnert et al., 

2016). Dengan demikian, HR memiliki peran penting dalam 

memastikan bahwa keberhasilan bisnis tidak diperoleh melalui 

praktik kerja yang merugikan manusia atau lingkungan. 

Dengan demikian, pergeseran dari Strategic HRM ke Sustainable 

HRM menunjukkan perubahan cara pandang terhadap keberhasilan 
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organisasi. Strategic HRM menempatkan HR sebagai sumber 

keunggulan kompetitif, sedangkan Sustainable HRM menempatkan 

HR sebagai penggerak keberhasilan yang bertanggung jawab dan 

berkelanjutan. Sustainable HRM tidak sekadar bertanya bagaimana 

pekerja dapat membantu perusahaan tumbuh, tetapi juga bagaimana 

perusahaan dapat tumbuh tanpa mengorbankan kesejahteraan 

pekerja, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan (Ramgolam et al., 

2025; Ehnert, 2009). 

Triple Bottom Line: People, Planet, Profit 

Triple Bottom Line mengajak organisasi melihat keberhasilan 

melalui tiga dimensi: people, planet, dan profit. Dalam konteks HR, 

people berarti pekerjaan layak, kesehatan, keselamatan, pengembang-

an, keterlibatan, kesetaraan, dan hak pekerja. Planet berarti perilaku 

kerja yang mengurangi dampak lingkungan, green skills, efisiensi 

sumber daya, serta pelibatan karyawan dalam inovasi hijau. Profit 

berarti produktivitas, inovasi, reputasi, resiliensi, dan keberlanjutan 

finansial. 

Ketiga dimensi ini saling memengaruhi. Program efisiensi energi 

akan lebih berhasil bila karyawan memahami alasan dan cara 

melakukannya. Strategi dekarbonisasi memerlukan reskilling. 

Komitmen DEI dapat memperluas basis talenta dan meningkatkan 

legitimasi organisasi. Namun, triple bottom line juga bisa menimbul-

kan ketegangan, misalnya ketika target produksi bertabrakan dengan 

beban kerja sehat. Karena itu, HR perlu membangun mekanisme 

dialog, data, dan pengambilan keputusan yang transparan. 

Globalisasi dan perubahan ekspektasi terhadap HR 

Konsep Triple Bottom Line (TBL) memperluas definisi ke-

berhasilan organisasi dari sekadar profitabilitas menjadi tiga dimensi: 

people, planet, dan profit (Elkington, 1997). TBL mendorong organisasi 

untuk melihat kinerja tidak hanya melalui angka keuangan, tetapi juga 

melalui dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, keberhasil-
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an bisnis diukur secara holistik, termasuk kesejahteraan pekerja, 

dampak ekologi, serta stabilitas dan pertumbuhan finansial. 

Dimensi people dalam TBL menekankan pentingnya kualitas 

pekerjaan bagi pekerja. HR berperan dalam memastikan pekerja 

memperoleh pekerjaan layak, upah yang adil, keamanan dan ke-

sehatan kerja, kesempatan pengembangan, keterlibatan, kesetaraan, 

serta penghormatan terhadap hak-hak pekerja (Kramar, 2014; 

Ramgolam, Ramphul, & Chittoo, 2025). Fokus ini sejalan dengan 

prinsip Sustainable HRM yang menempatkan kesejahteraan pekerja 

sebagai bagian dari strategi organisasi. 

Selain aspek sosial, TBL menekankan dimensi planet yang ber-

kaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Perilaku kerja yang ramah 

lingkungan, keterampilan hijau (green skills), efisiensi penggunaan 

sumber daya, dan pelibatan karyawan dalam inovasi hijau menjadi 

fokus HR. Hal ini mencakup pelatihan, insentif, dan budaya organisasi 

yang mendorong praktik ramah lingkungan di semua level operasional 

(Ehnert, 2009; Ehnert et al., 2016). 

Dimensi profit dalam TBL tetap menekankan pentingnya kinerja 

finansial organisasi. Produktivitas, inovasi, reputasi, resiliensi, dan 

keberlanjutan finansial menjadi indikator keberhasilan ekonomi. TBL 

menegaskan bahwa pencapaian profit tidak boleh mengorbankan 

kesejahteraan pekerja maupun kelestarian lingkungan, melainkan 

harus dicapai melalui praktik yang berkelanjutan (Elkington, 1997). 

Ketiga dimensi TBL saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. 

Misalnya, program efisiensi energi akan lebih efektif bila pekerja 

memahami tujuan dan metode pelaksanaannya. Dengan melibatkan 

pekerja, organisasi dapat meningkatkan kepatuhan, kreativitas, dan 

inovasi dalam praktik ramah lingkungan (Ehnert, 2009). 

Strategi dekarbonisasi atau pengurangan jejak karbon perusahaan 

memerlukan pengembangan keterampilan baru bagi pekerja 

(reskilling). Karyawan perlu dilatih dalam teknologi hijau, manajemen 

energi, atau inovasi proses produksi yang lebih ramah lingkungan. HR 

berperan sebagai penghubung antara strategi lingkungan dan pe-

ngembangan kapabilitas manusia (Ramgolam et al., 2025). Komitmen 
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terhadap DEI (Diversity, Equity, Inclusion) dapat memperluas basis 

talenta, meningkatkan legitimasi organisasi, dan mendukung inovasi. 

Dimensi people yang kuat membantu organisasi menarik dan mem-

pertahankan pekerja berkualitas, yang pada gilirannya mendukung 

profitabilitas dan praktik lingkungan yang efektif (Kramar, 2014). 

Penerapan TBL juga bisa menimbulkan ketegangan. Misalnya, 

target produksi yang tinggi dapat bertabrakan dengan prinsip pe-

kerjaan sehat (healthy workload). Tekanan untuk meningkatkan 

produktivitas kadang memengaruhi keselamatan, kesejahteraan, atau 

keterlibatan pekerja. HR perlu merancang mekanisme pengambilan 

keputusan yang seimbang dan berbasis data untuk mengelola konflik 

antara profit, people, dan planet (Ehnert et al., 2016). HR dapat 

membangun mekanisme dialog, forum partisipatif, dan komunikasi 

transparan untuk menyelesaikan ketegangan TBL. Misalnya, pekerja 

dapat dilibatkan dalam penentuan target produksi, jadwal kerja, dan 

program keberlanjutan sehingga tercipta kompromi yang adil bagi 

semua pihak. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip 

Sustainable HRM (Ehnert, 2009). 

Pengukuran kinerja TBL memerlukan indikator multidimensi. 

Untuk people, dapat digunakan tingkat kepuasan pekerja, kesehatan, 

keselamatan, dan retensi. Untuk planet, indikator meliputi konsumsi 

energi, emisi karbon, penggunaan limbah, dan jumlah inisiatif hijau. 

Untuk profit, indikator mencakup laba, produktivitas, dan per-

tumbuhan jangka panjang (Elkington, 1997; Ramgolam et al., 2025). 

HR berperan dalam memastikan integrasi ketiga dimensi melalui 

pelatihan, sistem insentif, budaya kerja, dan praktik manajemen 

kinerja. Misalnya, program green HRM yang memotivasi pekerja 

berperan penting dalam mencapai efisiensi energi sekaligus menjaga 

kesehatan dan kesejahteraan mereka (Ehnert et al., 2016). 

Penerapan Triple Bottom Line mengajarkan organisasi untuk 

menyeimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi secara 

bersamaan. HR menjadi kunci dalam mengelola interaksi ketiga 

dimensi ini, memastikan organisasi tidak hanya mencapai profita-

bilitas, tetapi juga menghasilkan pekerjaan layak dan mengurangi 
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dampak lingkungan. TBL memperkuat prinsip bahwa keberhasilan 

organisasi modern harus berkelanjutan dan bertanggung jawab 

(Elkington, 1997; Ramgolam et al., 2025). 

Sustainable HRM sebagai keunggulan kompetitif 

Sustainable Human Resource Management (Sustainable HRM) 

dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif karena kapabilitas 

manusia sulit ditiru oleh pesaing (Ehnert, 2009). Keunggulan 

kompetitif ini muncul ketika organisasi mampu membangun sistem 

HR yang mendukung pengembangan talenta, kesehatan, keterlibatan, 

pembelajaran berkelanjutan, keberagaman, dan inovasi hijau secara 

konsisten. Sistem HR yang efektif tidak hanya menekankan satu 

aspek, seperti rekrutmen atau kompensasi, tetapi mengintegrasikan 

seluruh praktik secara sinergis. Misalnya, program pelatihan yang 

mendukung inovasi hijau akan lebih efektif jika dikombinasikan 

dengan budaya organisasi yang mendorong kreativitas dan keter-

libatan karyawan (Ramgolam, Ramphul, & Chittoo, 2025). 

Keunggulan kompetitif Sustainable HRM muncul dari konsistensi 

praktik HR yang saling memperkuat. Tidak ada satu program tunggal 

yang cukup; praktik HR harus membentuk ekosistem yang 

mendukung pertumbuhan, adaptasi, dan inovasi. HR yang konsisten 

dan holistik mampu membuat pekerja lebih loyal, kreatif, dan siap 

menghadapi perubahan pasar (Kramar, 2014). Dalam perspektif bisnis, 

Sustainable HRM membantu mengurangi biaya tersembunyi yang 

sering muncul akibat turnover, konflik, absensi, cedera kerja, burnout, 

reputasi buruk, litigasi, dan kegagalan transformasi organisasi (Ehnert 

et al., 2016). Dengan kata lain, HR yang berfokus pada keberlanjutan 

mampu menekan risiko finansial dan operasional yang sulit diukur 

secara langsung. 

Praktik HR yang mendukung keterlibatan dan kesejahteraan 

pekerja meningkatkan produktivitas dan retensi. Pekerja yang merasa 

dihargai dan sehat cenderung lebih termotivasi, inovatif, dan 

berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis jangka panjang (Beer, 

Spector, Lawrence, Mills, & Walton, 1984). Sustainable HRM ber-
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kontribusi menciptakan pekerjaan yang lebih bermartabat. Pekerja 

memperoleh upah yang adil, perlindungan kesehatan dan keselamat-

an kerja, kesempatan pengembangan, dan lingkungan kerja yang 

inklusif dan adil (Kramar, 2014; Ramgolam et al., 2025). Hal ini tidak 

hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga membangun 

legitimasi sosial dan reputasi organisasi. 

Perspektif lingkungan dalam Sustainable HRM melibatkan peng-

aktifan perilaku hijau dalam operasi sehari-hari. HR dapat mendorong 

pelatihan green skills, penghargaan terhadap praktik ramah 

lingkungan, pengurangan limbah, efisiensi energi, dan inovasi 

produk/layanan yang berkelanjutan (Ehnert, 2009). Dengan 

demikian, HR menjadi penggerak transformasi organisasi menuju 

bisnis berkelanjutan. Sustainable HRM membantu organisasi menjadi 

lebih adaptif terhadap perubahan eksternal, termasuk tekanan 

regulasi, tuntutan pelanggan, dan dinamika pasar global. Organisasi 

yang memiliki kapabilitas manusia yang kuat dan berkelanjutan 

mampu menanggapi perubahan lebih cepat dibandingkan pesaing 

yang hanya fokus pada profit jangka pendek (Ulrich, 1997). 

Keunggulan kompetitif Sustainable HRM juga terlihat dari 

kemampuan organisasi menarik dan mempertahankan talenta 

berkualitas. Praktik HR yang berkelanjutan, termasuk kesejahteraan, 

keterlibatan, dan pengembangan karier, menjadi faktor penting bagi 

pekerja dalam memilih dan tetap bekerja di organisasi tertentu 

(Ramgolam et al., 2025). Organisasi dengan Sustainable HRM mampu 

meningkatkan inovasi hijau, yaitu inovasi yang memperhatikan 

keberlanjutan lingkungan. HR memainkan peran penting dalam 

mendorong budaya inovasi, memberikan insentif, dan melatih pekerja 

agar inovasi ini dapat diterapkan secara efektif dalam proses produksi 

dan layanan (Ehnert et al., 2016). Praktik Sustainable HRM yang 

konsisten juga meningkatkan reputasi organisasi di mata investor, 

pelanggan, dan masyarakat. Reputasi ini tidak hanya berdampak pada 

brand dan loyalitas pelanggan, tetapi juga memperkuat posisi 

perusahaan dalam negosiasi, kolaborasi bisnis, dan daya tarik bagi 

pekerja berkualitas (Kramar, 2014). 
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Sustainable HRM merupakan sumber keunggulan kompetitif 

yang sulit ditiru karena menggabungkan praktik HR yang konsisten, 

berfokus pada manusia, sosial, dan lingkungan, serta mendukung 

profitabilitas. Organisasi yang menjadikan HR sebagai penggerak 

keberlanjutan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan 

berkembang dalam tekanan global, sekaligus memenuhi tanggung 

jawab sosial dan lingkungan (Ramgolam et al., 2025; Ehnert, 2009). 
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erangka teoritis diperlukan agar Sustainable HRM tidak dipahami 

sebagai daftar program terpisah. Teori membantu menjelaskan 

mengapa praktik HR tertentu dapat menciptakan nilai, bagaimana 

organisasi merespons tekanan eksternal, dan mengapa hubungan 

antara organisasi dan pekerja menentukan keberhasilan keberlanjut-

an. Bab ini menyajikan teori utama yang relevan dengan Sustainable 

HRM global. 

Stakeholder Theory 

Stakeholder Theory menempatkan organisasi sebagai bagian dari 

ekosistem pemangku kepentingan, bukan entitas yang hanya ber-

tanggung jawab kepada pemegang saham. Dalam Sustainable HRM, 

pekerja adalah stakeholder utama sekaligus agen perubahan. Kebijak-

an HR harus mempertimbangkan dampak pada pekerja tetap, pekerja 

kontrak, pekerja pemasok, komunitas lokal, pelanggan, regulator, 

investor, dan generasi mendatang. 

Implikasinya, HR tidak boleh merancang kebijakan hanya ber-

dasarkan kebutuhan internal. Misalnya, keputusan outsourcing harus 

mempertimbangkan standar kerja pemasok; keputusan restruck-

turisasi harus mempertimbangkan dampak sosial; keputusan rekrut-

men global harus mempertimbangkan non-diskriminasi dan hak 

pekerja migran. Kajian Hronova dan Spacek (2021) menunjukkan 

bahwa Sustainable HRM dalam pelaporan korporasi terkait erat 

dengan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, terutama 

karyawan. 

Penerapan Stakeholder Theory dalam Human Resources 

a. Memetakan stakeholder internal dan eksternal yang terdampak 

oleh kebijakan Human Resources. 

b. Melibatkan pekerja dalam konsultasi perubahan kerja, 

transformasi digital, dan program keberlanjutan. 

c. Memastikan pemasok dan kontraktor memenuhi standar kerja 

layak, keselamatan, dan etika. 

K 
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d. Menyediakan kanal pengaduan, perlindungan pelapor, dan 

mekanisme penyelesaian konflik. 

e. Mengubah pelaporan Human Resources dari sekadar angka 

headcount menjadi informasi dampak sosial dan kualitas kerja. 

 

Tabel 1. Pemetaan Stakeholder dan Isu HR Berkelanjutan 

Stakeholder Isu utama 

Respons 

Human 

Resources 

yang 

disarankan 

Indikator data 

Pekerja tetap 

Kesejahteraan, 

karier, 

keselamatan, 

beban kerja. 

Program 

wellbeing, 

career path, 

pelatihan, 

dialog kerja. 

Turnover, 

absensi, jam 

pelatihan, skor 

engagement, 

TRIR. 

Pekerja 

kontrak 

Perlakuan adil, 

kepastian kerja, 

akses 

keselamatan. 

Standar kontrak 

etis, orientasi 

K3, akses 

pelaporan. 

Persentase 

pekerja kontrak 

dilatih, keluhan 

terselesaikan. 

Pemasok 

Standar kerja 

dan kepatuhan 

rantai pasok. 

Supplier code of 

conduct, audit, 

klausul sosial. 

Jumlah audit, 

temuan kritis, 

corrective 

action closure. 

Komunitas 

lokal 

Dampak 

rekrutmen, 

kesempatan 

kerja, 

lingkungan. 

Local hiring, 

magang, 

pelatihan 

komunitas. 

Persentase 

pekerja lokal, 

peserta program 

komunitas. 
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Resource-Based View: Modal Manusia sebagai 

Keunggulan Strategis 

Resource-Based View menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif 

berasal dari sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan sulit 

digantikan. Dalam konteks Sustainable HRM, sumber daya strategis 

bukan hanya jumlah karyawan, tetapi kapabilitas kolektif seperti 

green skills, budaya etis, kemampuan belajar, kepemimpinan ber-

kelanjutan, kepercayaan, kolaborasi lintas budaya, dan kemampuan 

menggunakan data secara bertanggung jawab. 

Dari perspektif ini, investasi pada kesejahteraan, pembelajaran, 

DEI, dan budaya hijau bukan biaya tambahan, melainkan pencipta 

kapabilitas. Organisasi yang mengembangkan karyawan untuk me-

mahami risiko iklim, inovasi rendah karbon, keselamatan psikologis, 

dan teknologi etis akan memiliki modal manusia yang lebih siap 

menghadapi perubahan. Keunggulan muncul karena sistem tersebut 

dibangun melalui pengalaman, norma, relasi, dan pembelajaran yang 

tidak dapat dibeli secara instan. 

Contoh kapabilitas strategis Sustainable HRM 

a. Green skills: kemampuan memahami efisiensi energi, pengurang-

an limbah, ekonomi sirkular, dan inovasi rendah karbon. 

b. Learning agility: kemampuan pekerja dan pemimpin untuk cepat 

belajar, beradaptasi, dan memperbarui kompetensi. 

c. Ethical culture: norma yang mendorong integritas, anti-diskri-

minasi, keselamatan psikologis, dan tanggung jawab sosial. 

d. Digital responsibility: kemampuan menggunakan data dan AI 

secara etis, aman, transparan, dan tidak diskriminatif. 

e. Collaborative capability: kemampuan lintas fungsi untuk me-

nyelesaikan masalah keberlanjutan secara kolektif. 
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Institutional Theory dan Sustainable HRM 

Institutional Theory memberikan kerangka untuk memahami 

mengapa organisasi mengadopsi praktik keberlanjutan, tidak hanya 

karena strategi internal tetapi juga akibat tekanan institusional 

eksternal berupa regulatif, normatif, dan mimetik (Galleli & Amaral, 

2025). Tekanan regulatif (coercive pressure) muncul ketika pe-

merintah, otoritas pasar, atau lembaga pengawas memaksa organisasi 

untuk mematuhi regulasi, seperti mandat pelaporan ESG, standar 

keselamatan kerja, dan perlindungan data. Di Eropa, misalnya, adopsi 

standar pelaporan CSRD/ESRS mendorong perusahaan untuk me-

masukkan human capital dan indikator sosial lainnya ke dalam 

laporan tahunan mereka  

Tekanan normatif berasal dari asosiasi profesional, standar 

industri, dan ekspektasi masyarakat yang menuntut praktik etis dan 

bertanggung jawab. Norma ini mendorong organisasi mengikuti best 

practice agar tetap legitimate di mata pemangku kepentingan, 

termasuk investor, pelanggan, dan karyawan. Contohnya, asosiasi HR 

global menetapkan pedoman anti-pelecehan, target keragaman, dan 

tata kelola AI yang menjadi acuan organisasi multinasional (Ren, 

Cooke, Stahl, Fan, & Timming, 2023). Tekanan mimetik (mimetic 

pressure) terjadi ketika organisasi meniru praktik keberlanjutan 

perusahaan lain yang sudah dianggap sukses atau legitimate, misalnya 

menyalin metode pelaporan human capital atau kebijakan inklusi dari 

perusahaan benchmark di industri yang sama (Galleli & Amaral, 2025). 

Tekanan institusional terlihat jelas melalui meningkatnya pe-

laporan human capital, audit rantai pasok, dan penguatan kebijakan 

keragaman serta anti-pelecehan sebagai respons terhadap permintaan 

transparansi global. Hal ini menunjukkan bagaimana coercive 

pressures mendorong perubahan formal dalam sistem HR. Sementara 

itu, norma profesional mendorong perusahaan untuk menetapkan 

target keragaman dan pelatihan keberagaman, termasuk integrasi AI 

dalam manajemen SDM, sehingga organisasi menyesuaikan diri agar 

tetap relevan di komunitas bisnis internasional (Ren et al., 2023). 
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Adopsi praktik keberlanjutan tidak selalu berarti perubahan 

internal yang substantif. Banyak organisasi melakukan decoupling, 

yaitu adopsi simbolik tanpa implementasi nyata, yang dapat me-

nimbulkan greenwashing atau social washing, di mana laporan ESG 

terlihat lengkap tetapi implementasi di lapangan lemah. Sustainable 

HRM perlu memastikan bahwa kepatuhan terhadap standar eksternal 

seperti CSRD, ESRS, atau IFRS S1 diubah menjadi perubahan proses 

kerja internal yang nyata, misalnya implementasi kebijakan anti-

pelecehan yang benar-benar efektif dan penguatan sistem pelaporan 

human capital yang transparan (Ren et al., 2023). 

Penelitian empiris menunjukkan bahwa tekanan institusional 

dapat memengaruhi efektivitas praktik keberlanjutan melalui ke-

terlibatan organisasi (organizational engagement), yang menjadi 

mediator antara tekanan eksternal dan outcome HR berkelanjutan. 

Keterlibatan ini memastikan komitmen internal dan mengurangi 

sikap pasif organisasi terhadap regulasi atau norma eksternal. Dalam 

sektor industri manufaktur, misalnya, organisasi yang merespons 

tekanan institusional dengan memperkuat strategi SDM berkelanjut-

an melaporkan peningkatan keterlibatan karyawan, efektivitas 

pelatihan keberagaman, audit rantai pasok, dan integrasi data ESG 

dalam evaluasi kinerja. 

Implementasi Sustainable HRM menghadapi tantangan paradoks 

antara tuntutan efisiensi operasional dan tanggung jawab sosial. HR 

global perlu strategi integratif agar praktik keberlanjutan tidak hanya 

formal tetapi juga substansial, dengan menyeimbangkan kepatuhan 

regulatif, tuntutan normatif, dan dorongan mimetik secara ber-

kelanjutan (Ahmad, Tamyez, & Fauzi, 2025). Singkatnya, Institutional 

Theory menyediakan kerangka kuat untuk memahami adopsi praktik 

keberlanjutan di HRM global, yang menunjukkan bahwa kombinasi 

tekanan regulatif, normatif, dan mimetik dapat meningkatkan 

legitimasi organisasi bila direspon dengan perubahan internal nyata, 

bukan sekadar kepatuhan simbolik (Galleli & Amaral, 2025). 
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Social Exchange Theory 

Social Exchange Theory menjelaskan hubungan timbal balik 

antara organisasi dan pekerja. Ketika organisasi menunjukkan 

dukungan, keadilan, penghargaan, keamanan psikologis, dan ke-

pedulian terhadap kesejahteraan, pekerja cenderung merespons 

dengan komitmen, perilaku kewargaan organisasi, kreativitas, dan 

partisipasi dalam program keberlanjutan. Sebaliknya, bila pekerja 

merasakan eksploitasi atau ketidakadilan, program keberlanjutan 

mudah dipandang sebagai retorika. 

Dukungan organisasi berupa pengakuan, penghargaan, keaman-

an psikologis, dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan men-

dorong karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontri-

busi dalam inisiatif keberlanjutan. Misalnya, program kesehatan 

mental dan tunjangan fleksibel di perusahaan multinasional me-

ningkatkan loyalitas dan partisipasi karyawan (Afsar et al., 2018).  

Sebaliknya, jika karyawan merasakan ketidakadilan atau eksploitasi, 

program keberlanjutan dapat dianggap sebagai retorika tanpa makna 

nyata. Contohnya, perusahaan yang hanya menampilkan CSR di 

publikasi tahunan tetapi tidak melakukan implementasi nyata 

menghadapi skeptisisme dari karyawan (Cropanzano et al., 2017).  

Prinsip pertukaran sosial menegaskan pentingnya kepercayaan. 

Karyawan cenderung mengikuti pelatihan green skills, menggunakan 

sistem digital baru, dan mendukung transformasi ketika mereka 

percaya bahwa perubahan dilakukan secara adil (Jiang & Li, 2020).  

Mekanisme inti untuk memperkuat pertukaran sosial mencakup 

komunikasi terbuka, partisipasi karyawan dalam pengambilan ke-

putusan, konsultasi, dan feedback berkelanjutan. Perusahaan yang 

melibatkan karyawan dalam desain kebijakan keberlanjutan internal 

lebih berhasil dalam implementasi program, misalnya pengurangan 

energi dan pengelolaan limbah (Saks, 2019).  

Penghargaan non-finansial, seperti pengakuan publik atau 

sertifikasi internal, dapat memperkuat loyalitas karyawan dan 

meningkatkan engagement dalam inisiatif keberlanjutan. Misalnya, 

sistem “employee of the month” untuk kontribusi green initiatives 
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mendorong perilaku pro-lingkungan (Chughtai et al., 2015).  Keadilan 

prosedural (procedural justice) merupakan elemen kunci dalam 

pertukaran sosial. Karyawan yang percaya prosedur organisasi adil 

lebih bersedia mendukung program keberlanjutan meski ada beban 

kerja tambahan (Colquitt et al., 2013).  

Keberhasilan Sustainable HRM bergantung pada kemampuan 

organisasi membangun pertukaran sosial yang adil dan saling 

menguntungkan. Karyawan yang merasa diperhatikan secara sosial 

lebih mungkin mendukung transformasi digital, pelatihan green skills, 

dan program keberlanjutan lainnya (Jiang & Li, 2020).  

Ability, Motivation, Opportunity Framework 

Ability, Motivation, Opportunity atau AMO Framework men-

jelaskan bahwa perilaku kerja muncul ketika karyawan memiliki 

kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Untuk perilaku keberlanjut-

an, ability berarti pengetahuan dan keterampilan; motivation berarti 

dorongan intrinsik dan ekstrinsik; opportunity berarti ruang, alat, 

proses, dan dukungan struktural untuk bertindak. HR dapat meng-

gunakan kerangka ini untuk merancang intervensi yang lengkap. 

Dimensi ability menekankan kompetensi, pengetahuan, dan 

keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan. Dalam 

konteks keberlanjutan, ability mencakup pelatihan green skills seperti 

pengelolaan limbah, penghematan energi, dan penggunaan sistem 

digital untuk pelaporan ESG. Tanpa keterampilan yang memadai, 

karyawan sulit menerapkan praktik ramah lingkungan secara 

konsisten (Salvador-Gómez, Bou-Llusar, & Beltrán-Martín, 2023).   

Dimensi Motivation mencakup dorongan intrinsik dan ekstrinsik 

yang mendorong karyawan berkontribusi pada tujuan organisasi. 

Motivasi intrinsik bisa berasal dari nilai personal tentang keber-

lanjutan, sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari insentif, peng-

hargaan, atau pengakuan organisasi. Sebagai contoh, perusahaan yang 

memberikan reward bagi tim yang berhasil mengurangi limbah 

operasional dapat meningkatkan partisipasi karyawan dalam program 

keberlanjutan (Bos-Nehles et al., 2023).  
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Dimensi opportunity berkaitan dengan ruang, alat, proses, dan 

dukungan struktural yang memungkinkan karyawan menerapkan 

kemampuan dan motivasinya. Misalnya, forum ide, sistem monitoring 

energi, dan proses kerja yang mendukung implementasi green 

practices memberi opportunity untuk berperilaku ramah lingkungan 

secara nyata (HRM Guide, 2026).  

Contohnya, organisasi ingin mengurangi limbah operasional. 

Pelatihan lingkungan meningkatkan ability; reward dan pengakuan 

meningkatkan motivation; desain proses, forum ide, dan alat 

pemantauan memberi opportunity. Tanpa salah satu unsur tersebut, 

perubahan perilaku sulit bertahan. AMO juga relevan untuk DEI, AI 

ethics, keselamatan, dan pembelajaran berkelanjutan. 

Green HRM dan Sustainable Work Systems 

Green HRM adalah penerapan fungsi HR untuk mendukung 

tujuan lingkungan, seperti green recruitment, green training, green 

performance management, green reward, dan employee green invol-

vement. Kajian terbaru menunjukkan bahwa praktik Green HRM 

berhubungan positif dengan sikap hijau karyawan, kepuasan, perilaku 

hijau, dan kinerja organisasi yang lebih berkelanjutan (AlKetbi & Rice, 

2024). Green recruitment memastikan organisasi menarik kandidat 

yang memiliki kesadaran lingkungan atau nilai-nilai keberlanjutan 

yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, green training 

meningkatkan ability karyawan untuk menerapkan praktik hijau, 

seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan sistem 

digital untuk monitoring keberlanjutan (AlKetbi & Rice, 2024).  

Green performance management dan green reward memainkan 

peran penting dalam memotivasi karyawan (motivation). Karyawan 

dievaluasi dan diberi insentif berdasarkan kontribusi mereka terhadap 

tujuan keberlanjutan, misalnya pengurangan limbah atau efisiensi 

energi, sehingga perilaku hijau menjadi bagian dari budaya kerja 

sehari-hari. Selain itu, employee green involvement memberikan 

opportunity bagi karyawan untuk terlibat langsung dalam proyek 
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keberlanjutan, seperti forum ide atau tim green initiatives (AlKetbi & 

Rice, 2024).  

Sustainable Work Systems (SWS) memperluas fokus dari praktik 

hijau ke desain kerja yang berkelanjutan secara manusiawi. Sistem ini 

menekankan keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan 

jangka panjang karyawan, sehingga pencapaian kinerja tidak me-

ngorbankan keselamatan, kesejahteraan keluarga, atau employability. 

SWS mengintegrasikan lima dimensi utama, yaitu produktivitas, 

pembelajaran berkelanjutan, partisipasi karyawan, fleksibilitas kerja, 

dan perlindungan terhadap risiko psikososial (Nie, Hu, & Sun, 2021).  

Integrasi Green HRM dan Sustainable Work Systems mencipta-

kan ekosistem kerja yang mendukung keberlanjutan ganda: 

lingkungan dan manusia. Dengan memastikan kemampuan, motivasi, 

dan kesempatan karyawan untuk berperilaku hijau, serta menjaga 

kesejahteraan dan keselamatan mereka, organisasi dapat meningkat-

kan kinerja secara berkelanjutan dan membangun budaya kerja yang 

bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (AlKetbi & Rice, 2024; 

Nie et al., 2021). 

Integrasi teori dalam praktik HR global 

Integrasi berbagai teori dalam praktik human resource global 

memungkinkan pendekatan yang lebih holistik dan strategis. Teori 

Pemangku Kepentingan membantu organisasi memahami kepada 

siapa departemen sumber daya manusia bertanggung jawab, termasuk 

karyawan, manajemen, pelanggan, komunitas, dan regulator. Dengan 

pemahaman ini, human resource dapat merancang kebijakan yang 

inklusif dan adil, seperti melibatkan karyawan dan komunitas lokal 

dalam program keberlanjutan (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & 

de Colle, 2010).  

Pandangan Berbasis Sumber Daya menjelaskan mengapa inves-

tasi pada sumber daya manusia dapat menjadi sumber keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan. Karyawan yang memiliki keterampilan 

unik, pengetahuan mendalam, dan kemampuan inovatif dapat mem-

berikan nilai yang sulit ditiru pesaing. Sebagai contoh, program 
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pelatihan kemampuan ramah lingkungan atau pengembangan 

kepemimpinan berkelanjutan membangun kapabilitas strategis yang 

mendukung tujuan keberlanjutan jangka panjang (Barney, 2011).  

Teori Institusional menekankan tekanan eksternal yang me-

mengaruhi adopsi praktik human resource, termasuk regulasi pe-

merintah, standar industri, dan praktik perusahaan lain sebagai 

benchmark. Tekanan ini membantu organisasi memahami mengapa 

beberapa kebijakan gagal diterapkan jika kurang mendapat legitimasi, 

misalnya kebijakan anti-pelecehan yang tidak didukung oleh regulasi 

atau asosiasi profesional sering menghadapi resistensi internal 

(DiMaggio & Powell, 2013).  

Teori Pertukaran Sosial menyoroti pentingnya kepercayaan dan 

timbal balik dalam hubungan antara departemen sumber daya 

manusia dan karyawan. Praktik yang memperhatikan kesejahteraan, 

keadilan, dan penghargaan mendorong komitmen karyawan, perilaku 

kewargaan organisasi, dan partisipasi aktif dalam program keber-

lanjutan. Sebagai contoh, karyawan lebih bersedia mengikuti pe-

latihan keterampilan hijau atau menggunakan sistem digital baru jika 

mereka percaya bahwa kontribusinya dihargai secara adil 

(Cropanzano & Mitchell, 2015).  

Kerangka Kerja Kemampuan, Motivasi, dan Kesempatan mem-

berikan mekanisme praktis untuk perubahan perilaku karyawan. 

Dengan memastikan adanya kemampuan, motivasi, dan kesempatan, 

departemen sumber daya manusia dapat merancang intervensi yang 

efektif. Misalnya, untuk mengurangi limbah operasional, departemen 

sumber daya manusia dapat menyediakan pelatihan lingkungan untuk 

meningkatkan kemampuan karyawan, memberikan penghargaan 

untuk memotivasi karyawan, serta menyediakan forum ide dan proses 

kerja yang mendukung tindakan hijau sebagai kesempatan (Bos-

Nehles, Townsend, Cafferkey, & Trullen, 2023).  

Human Resource Hijau mendorong perilaku ramah lingkungan 

melalui praktik rekrutmen hijau, pelatihan hijau, penilaian kinerja 

hijau, penghargaan hijau, dan partisipasi karyawan dalam kegiatan 

lingkungan. Implementasi Human Resource Hijau terbukti me-
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ningkatkan sikap hijau, kepuasan, perilaku hijau, dan kinerja orga-

nisasi yang lebih berkelanjutan. Sebagai contoh, karyawan yang di-

libatkan dalam tim hijau atau proyek pengelolaan limbah menunjuk-

kan tingkat partisipasi dan komitmen yang lebih tinggi (AlKetbi & 

Rice, 2024).  

Sistem Kerja Berkelanjutan memperluas fokus dari praktik hijau 

ke desain kerja yang manusiawi, memastikan bahwa pencapaian 

kinerja tidak mengorbankan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan 

keluarga, atau kesempatan pengembangan jangka panjang karyawan. 

Sistem ini mengintegrasikan produktivitas, pembelajaran berkelanjut-

an, partisipasi karyawan, fleksibilitas kerja, dan perlindungan 

terhadap risiko psikososial sehingga menciptakan lingkungan kerja 

yang berkelanjutan dan manusiawi (Nie, Hu, & Sun, 2021).  

Integrasi teori-teori tersebut memungkinkan departemen sumber 

daya manusia global melakukan diagnosis yang tepat ketika kebijakan 

gagal. Misalnya, jika program keberlanjutan tidak berjalan, teori-teori 

ini membantu menganalisis apakah masalah muncul karena kebijakan 

kurang mendapatkan legitimasi dari pemangku kepentingan, tidak 

membangun kemampuan karyawan, tidak memotivasi karyawan, 

tidak menyediakan ruang untuk partisipasi, atau mengabaikan 

kelompok pemangku kepentingan yang rentan (Freeman et al., 2010; 

Bos-Nehles et al., 2023).  

Dengan diagnosis yang tepat, intervensi departemen sumber daya 

manusia menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini 

memastikan bahwa human resource global tidak hanya menjalankan 

checklist formalitas, tetapi menciptakan perubahan perilaku nyata, 

membangun kapabilitas strategis, dan meningkatkan kesejahteraan 

karyawan serta kepatuhan eksternal. Integrasi teori-teori ini men-

dukung pencapaian tujuan keberlanjutan organisasi secara holistik, 

baik dari sisi manusia maupun lingkungan (AlKetbi & Rice, 2024; Nie 

et al., 2021).  
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trategi HR berbasis ESG dan SDGs menuntut HR mengubah tujuan 

keberlanjutan menjadi kebijakan, indikator, perilaku, dan data. 

ESG memengaruhi cara perusahaan dinilai oleh investor dan 

regulator, sedangkan SDGs memberi orientasi pembangunan yang 

lebih luas. Dalam konteks ini, HR menjadi penghubung antara strategi 

korporasi, pengalaman pekerja, dan akuntabilitas publik. 

Peran HR dalam pencapaian ESG 

Pada pilar environmental, HR berperan membangun green skills, 

perilaku hemat energi, budaya kerja rendah karbon, dan kemampuan 

adaptasi terhadap risiko iklim. Pada pilar social, HR bertanggung 

jawab atas pekerjaan layak, kesehatan dan keselamatan, kesejahtera-

an, DEI, hubungan industrial, non-diskriminasi, pelatihan, dan hak 

pekerja. Pada pilar governance, HR mendukung etika, tata kelola 

kompensasi, perlindungan data, whistleblowing, kepatuhan anti-

pelecehan, dan kompetensi pimpinan terkait keberlanjutan. 

Peran tersebut harus diturunkan ke siklus HR. Rekrutmen menilai 

kesesuaian nilai dan kompetensi keberlanjutan; pelatihan mem-

bangun kapabilitas ESG; performance management memasukkan 

perilaku keberlanjutan; reward mengakui kontribusi ESG; employee 

relations memastikan dialog dan keadilan; HR analytics menyediakan 

data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, ESG tidak 

menjadi domain terpisah dari HR. 

Peran Strategis HR dalam Pencapaian ESG meliputi: 

1. Penyelarasan strategi bisnis dan ESG: integrasi target ESG dalam 

KPI, kompetensi ESG untuk jabatan strategis, evaluasi kinerja 

berbasis ESG   

2. Pembentukan budaya ESG: disiplin K3, hemat energi, pelaporan 

bahaya, komunikasi etis   

3. Pengelolaan kompetensi dan pelatihan ESG: pelatihan awareness 

ESG, green behavior, etika, diversity, kesehatan, keselamatan  

S 
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4. Green HRM: praktik HR yang mendukung perilaku ramah 

lingkungan, seperti green recruitment, green onboarding, green 

training, green performance appraisal, green reward  

5. Pengelolaan aspek sosial: K3, kesejahteraan, pelatihan, 

hubungan industrial, diversity & inclusion, work-life balance, 

mekanisme keluhan  

6. Governance dan etika: pelatihan kode etik, antikorupsi, 

whistleblowing, perilaku pimpinan, transparansi promosi & 

remunera 

HR adalah kunci pencapaian ESG karena mengelola perilaku 

manusia, kompetensi, budaya etis, keselamatan kerja, keberagaman, 

dan tata kelola. Keberhasilan ESG bergantung pada bagaimana HR 

mengubah strategi keberlanjutan menjadi perilaku nyata di seluruh 

organisasi. 

Human capital sebagai indikator keberlanjutan 

Human capital kini semakin dipandang sebagai indikator penting 

dalam keberlanjutan organisasi. Organisasi modern menyadari bahwa 

kualitas, keterampilan, dan kesejahteraan tenaga kerja menentukan 

kemampuan perusahaan untuk menghadapi risiko dan memanfaatkan 

peluang jangka panjang (GRI, 2021). Karyawan bukan hanya aset 

operasional, tetapi juga faktor strategis yang memengaruhi kinerja 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Human capital mencakup berbagai 

dimensi, termasuk komposisi tenaga kerja, turnover, engagement, 

pelatihan, produktivitas, keselamatan, kesehatan mental, ke-

pemimpinan, keragaman, kesetaraan upah, mobilitas internal, 

absensi, dan keluhan pekerja (IFRS Foundation, 2023). Setiap dimensi 

ini memberikan informasi penting bagi pemangku kepentingan untuk 

menilai kesehatan organisasi dan keberlanjutan jangka panjangnya. 

Komposisi tenaga kerja adalah indikator dasar human capital, 

mencakup usia, gender, jenis kontrak, level jabatan, dan distribusi 

geografis. Data ini membantu organisasi memahami struktur tenaga 

kerja dan potensi risiko terkait demografi, seperti kekurangan ke-
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terampilan tertentu atau ketergantungan pada kelompok pekerja ter-

tentu (EFRAG, 2023). Turnover karyawan menjadi indikator kritis 

karena tingkat keluar-masuk karyawan memengaruhi kontinuitas 

operasional, biaya rekrutmen, dan pengetahuan organisasi. Tingkat 

turnover yang tinggi dapat menandakan masalah dalam budaya kerja, 

kepuasan karyawan, atau kesempatan pengembangan karir (GRI, 

2021). Employee engagement atau keterlibatan karyawan mencermin-

kan tingkat motivasi, komitmen, dan kepuasan pekerja terhadap 

organisasi. Organisasi dengan engagement tinggi biasanya lebih 

produktif, inovatif, dan mampu menerapkan praktik keberlanjutan 

secara konsisten (IFRS Foundation, 2023). 

Pelatihan dan pengembangan kompetensi merupakan indikator 

human capital yang menunjukkan investasi organisasi pada ke-

mampuan tenaga kerja. Karyawan yang terlatih dengan baik memiliki 

kapasitas untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan 

teknologi, serta mendukung pencapaian target ESG dan SDGs 

(EFRAG, 2023). Produktivitas tenaga kerja adalah ukuran output yang 

dihasilkan per karyawan. Indikator ini penting untuk menilai efisiensi 

organisasi dan dampak ekonomi dari human capital. Produktivitas 

yang tinggi, dikombinasikan dengan kesejahteraan karyawan, 

menandakan organisasi yang berkelanjutan (GRI, 2021). 

Keselamatan dan kesehatan mental menjadi aspek fundamental 

human capital. Risiko fisik dan psikologis di tempat kerja dapat 

menurunkan produktivitas, meningkatkan biaya kesehatan, dan me-

mengaruhi reputasi organisasi. HR dan manajemen perlu mengimple-

mentasikan program K3 dan dukungan kesehatan mental (IFRS 

Foundation, 2023). Kepemimpinan dan pengembangan manajerial 

merupakan indikator human capital yang menilai kemampuan 

organisasi dalam membangun budaya etis, inovatif, dan berkelanjut-

an. Pemimpin yang kompeten dan etis mendorong penerapan ESG 

secara konsisten di seluruh unit kerja (EFRAG, 2023). 

Keragaman dan kesetaraan upah (pay equity) menjadi tolok ukur 

keberlanjutan sosial. Organisasi yang mampu menciptakan 

lingkungan inklusif dan adil menunjukkan komitmen terhadap hak 
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pekerja dan tanggung jawab sosialnya (GRI, 2021). Mobilitas internal, 

absensi, dan keluhan pekerja juga mencerminkan kualitas human 

capital. Tingkat mobilitas internal yang sehat menunjukkan ke-

sempatan pengembangan karir, sementara data absensi dan keluhan 

membantu mengidentifikasi risiko budaya kerja, keselamatan, atau 

diskriminasi (IFRS Foundation, 2023; EFRAG, 2023). 

Human capital merupakan indikator keberlanjutan yang men-

cerminkan kapasitas organisasi untuk bertahan dan berkembang 

dalam jangka panjang. Laporan keberlanjutan yang mengintegrasikan 

data human capital sesuai standar GRI 2021, IFRS S1 2023, dan ESRS S1 

2023 membantu pemangku kepentingan menilai risiko dan peluang 

terkait tenaga kerja secara lebih transparan dan komprehensif (GRI, 

2021; IFRS Foundation, 2023; EFRAG, 2023). 

Strategi HR untuk mendukung tata kelola berkelanjutan 

Tata kelola berkelanjutan membutuhkan struktur peran yang 

jelas. Dewan dan top management menetapkan arah, komite ESG 

mengoordinasikan agenda, HR business partner menerjemahkan ke 

unit bisnis, dan line manager menjalankan praktik di tim. HR perlu 

memastikan kebijakan keberlanjutan memiliki pemilik proses, 

indikator, mekanisme eskalasi, dan pelatihan yang memadai. 

Strategi tata kelola juga mencakup integritas data. Human capital 

reporting membutuhkan definisi metrik yang konsisten, sumber data 

yang jelas, kontrol kualitas, dan perlindungan data pribadi. Organisasi 

global perlu memiliki data dictionary untuk indikator seperti 

headcount, voluntary turnover, gender pay gap, training hours, lost 

time injury, employee engagement, dan keluhan etika. Tanpa definisi 

yang konsisten, data HR lintas negara sulit dibandingkan. 

Integrasi ESG dalam perencanaan tenaga kerja 

Perencanaan tenaga kerja berbasis ESG dimulai dari pemetaan 

risiko dan peluang. Transformasi energi, otomatisasi, regulasi iklim, 

perubahan preferensi pelanggan, dan digitalisasi dapat mengubah 
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kebutuhan keterampilan. WEF memperkirakan perubahan teknologi, 

fragmentasi geoekonomi, ketidakpastian ekonomi, pergeseran 

demografi, dan transisi hijau menjadi pendorong utama transformasi 

pasar kerja hingga 2030 (World Economic Forum, 2025). 

Integrasi ESG dalam perencanaan tenaga kerja menjadi semakin 

penting karena perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan regulasi 

memengaruhi kebutuhan dan struktur tenaga kerja organisasi (GRI, 

2021). Organisasi yang mampu mengantisipasi perubahan ini akan 

lebih tangguh menghadapi risiko dan memanfaatkan peluang 

keberlanjutan. Perencanaan tenaga kerja berbasis ESG dimulai dari 

pemetaan risiko dan peluang. Faktor-faktor seperti transformasi 

energi, otomatisasi, regulasi iklim, perubahan preferensi pelanggan, 

dan digitalisasi dapat mengubah permintaan keterampilan, jumlah 

tenaga kerja, dan struktur peran dalam organisasi (World Economic 

Forum, 2025). 

Menurut WEF (2025), perubahan teknologi, fragmentasi 

geoekonomi, ketidakpastian ekonomi, pergeseran demografi, dan 

transisi hijau menjadi pendorong utama transformasi pasar kerja 

hingga 2030. Hal ini menuntut organisasi untuk melakukan proyeksi 

talenta yang fleksibel dan berbasis data. HR berperan sebagai 

penghubung antara skenario bisnis dan proyeksi kebutuhan 

talenta. Organisasi perlu mengidentifikasi peran yang tumbuh, peran 

yang menurun, keterampilan yang perlu dikembangkan, dan pekerja 

yang rentan terdampak perubahan (IFRS Foundation, 2023). 

Perencanaan tenaga kerja berbasis ESG mencakup strategi 

reskilling dan upskilling, yaitu pengembangan keterampilan baru 

untuk karyawan yang terdampak transformasi digital, otomatisasi, 

atau transisi energi. Program ini memastikan pekerja tetap relevan dan 

produktif (EFRAG, 2023). Redeployment atau pemindahan 

pekerja menjadi alternatif penting untuk mengurangi risiko 

kehilangan pekerjaan. HR perlu mengidentifikasi posisi alternatif yang 

sesuai dengan kompetensi pekerja dan memastikan transisi dilakukan 

secara adil dan transparan (GRI, 2021). 
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Kemitraan dengan institusi pendidikan dan penyedia pelatihan men-

jadi salah satu strategi utama untuk menciptakan pipeline talenta 

berkelanjutan. Hal ini mencakup kolaborasi dengan universitas, pusat 

kejuruan, dan platform digital untuk menyiapkan tenaga kerja dengan 

keterampilan yang sesuai kebutuhan ESG (World Economic Forum, 

2025). Rekrutmen green talent atau pekerja dengan kompetensi 

keberlanjutan menjadi bagian penting dari strategi perencanaan 

tenaga kerja. Kompetensi ini meliputi efisiensi energi, pengelolaan 

limbah, mitigasi risiko lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi iklim, 

dan inovasi berkelanjutan (IFRS Foundation, 2023). 

HR juga perlu memperhatikan keadilan dalam transisi tenaga 

kerja. Pekerja yang terkena dampak transformasi harus menerima 

dukungan berupa pelatihan, bantuan mobilitas, penyesuaian kompen-

sasi, dan perlindungan hak-hak mereka. Pendekatan ini mencegah 

ketidakpuasan dan risiko sosial di tempat kerja (EFRAG, 2023). 

Penggunaan data dan analitik menjadi kunci keberhasilan pe-

rencanaan tenaga kerja berbasis ESG. HR harus memantau tren pasar, 

gap keterampilan, turnover, engagement, dan produktivitas untuk 

menyesuaikan strategi talenta sesuai perubahan bisnis dan regulasi 

(GRI, 2021). 

Perencanaan berbasis ESG tidak hanya fokus pada internal 

organisasi, tetapi juga pada ekosistem tenaga kerja. Kolaborasi 

lintas sektor, termasuk pemerintah, asosiasi industri, dan lembaga 

pendidikan, membantu membentuk pasar kerja yang lebih ber-

kelanjutan dan inklusif (World Economic Forum, 2025). Dengan 

strategi perencanaan tenaga kerja berbasis ESG, organisasi dapat me-

mastikan ketersediaan talenta yang tepat, mendukung transisi hijau, 

meningkatkan keterampilan karyawan, dan menjaga kesejahteraan 

serta keadilan dalam pekerjaan. Hal ini pada akhirnya memperkuat 

kapasitas organisasi untuk mencapai tujuan keberlanjutan jangka 

panjang (GRI, 2021; IFRS Foundation, 2023; EFRAG, 2023). 
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Studi kasus praktik HR berbasis ESG 

Sebagai ilustrasi, perusahaan manufaktur global dapat memulai 

dengan audit risiko tenaga kerja pada seluruh lokasi: keselamatan 

kerja, jam kerja, upah, kontrak, pelatihan, keragaman, dan keluhan. 

Hasil audit digunakan untuk menetapkan prioritas ESG HR. Jika 

ditemukan tingkat cedera tinggi dan kurangnya pelatihan energi, HR 

menyusun program safety leadership, green skills, dan reward untuk 

ide efisiensi sumber daya. 

Perusahaan jasa digital dapat memiliki prioritas berbeda: privasi 

data karyawan, etika AI dalam rekrutmen, kesehatan mental, work-life 

balance, dan inklusi talenta lintas negara. Strategi HR berbasis ESG 

tidak harus seragam antar industri. Yang penting adalah prosesnya: 

identifikasi isu material, tetapkan indikator, libatkan stakeholder, 

jalankan intervensi, ukur dampak, laporkan kemajuan, dan perbaiki 

secara berkelanjutan. 
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alent acquisition adalah pintu masuk hubungan antara organisasi 

dan calon pekerja. Di era keberlanjutan, proses rekrutmen bukan 

hanya mencari orang paling cocok secara teknis, tetapi memastikan 

proses yang adil, inklusif, etis, transparan, dan selaras dengan nilai 

organisasi. Employer branding juga berubah: kandidat menilai apakah 

perusahaan benar-benar bertanggung jawab terhadap pekerja, 

masyarakat, dan lingkungan. 

Rekrutmen global yang inklusif dan berkelanjutan 

Rekrutmen global yang inklusif dan berkelanjutan merupakan 

proses mencari, menarik, menyeleksi, dan menempatkan tenaga kerja 

dengan memperhatikan keadilan, keberagaman, martabat manusia, 

serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Dalam konteks 

pasar kerja global yang terus berubah, organisasi tidak cukup hanya 

mencari kandidat yang cepat tersedia, tetapi juga perlu memastikan 

bahwa setiap proses rekrutmen tidak menciptakan diskriminasi 

terselubung terhadap kelompok tertentu. World Economic Forum 

(2025) menjelaskan bahwa perubahan teknologi, transisi hijau, 

pergeseran demografi, ketidakpastian ekonomi, dan fragmentasi 

geoekonomi akan membentuk ulang kebutuhan pekerjaan dan 

keterampilan hingga tahun 2030, sehingga organisasi perlu merancang 

strategi talenta yang lebih adaptif, adil, dan terbuka bagi kelompok 

kandidat yang beragam.  

Rekrutmen berkelanjutan harus dimulai dari perencanaan 

kebutuhan talenta yang realistis dan adil. Organisasi perlu menilai 

terlebih dahulu apakah suatu lowongan benar-benar dibutuhkan, 

apakah beban kerja yang dirancang masih manusiawi, dan apakah 

posisi tersebut dapat mendukung kesejahteraan pekerja. Perencanaan 

yang buruk dapat menyebabkan organisasi membuka lowongan secara 

reaktif, menetapkan syarat berlebihan, atau mencari kandidat dengan 

standar yang tidak proporsional terhadap kebutuhan pekerjaan. 

Menurut International Labour Organization (2022), pemulihan dunia 

kerja pascapandemi perlu diarahkan pada pendekatan yang berpusat 

pada manusia, inklusif, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk dalam 

T 
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cara organisasi menciptakan kesempatan kerja yang layak bagi 

berbagai kelompok tenaga kerja.  

Salah satu masalah utama dalam rekrutmen global adalah 

munculnya hambatan inklusi sejak tahap iklan pekerjaan. Bahasa iklan 

kerja yang terlalu teknis, terlalu maskulin, terlalu eksklusif, atau 

terlalu menekankan pengalaman panjang dapat membuat sebagian 

kandidat merasa tidak layak melamar meskipun sebenarnya memiliki 

kemampuan yang relevan. Selain itu, persyaratan seperti asal univer-

sitas tertentu, pengalaman internasional, batas usia, atau ketersediaan 

bekerja tanpa fleksibilitas dapat mempersempit akses kandidat dari 

kelompok ekonomi lemah, penyandang disabilitas, pekerja migran, 

perempuan dengan tanggung jawab keluarga, serta kandidat dari 

wilayah terpencil. Oleh karena itu, prinsip rekrutmen inklusif 

menuntut organisasi untuk membedakan antara persyaratan yang 

benar-benar esensial dengan persyaratan tambahan yang berpotensi 

menjadi penghalang sosial. 

Rekrutmen yang inklusif juga perlu menekankan pendekatan 

berbasis keterampilan, bukan semata-mata berbasis gelar, latar 

belakang institusi, atau pengalaman formal yang panjang. World 

Economic Forum (2025) menunjukkan bahwa kesenjangan ke-

terampilan menjadi salah satu hambatan utama transformasi bisnis, 

sehingga organisasi perlu memperluas cara melihat potensi kandidat 

melalui kompetensi aktual, kemampuan belajar, pengalaman praktis, 

dan kapasitas beradaptasi. Pendekatan berbasis keterampilan dapat 

membuka peluang bagi kandidat nontradisional, seperti lulusan 

vokasi, pekerja yang beralih karier, pekerja muda, pekerja dari daerah, 

serta individu yang memiliki pengalaman kerja informal tetapi relevan 

dengan kebutuhan jabatan.  

Aksesibilitas menjadi aspek penting dalam rekrutmen global yang 

berkelanjutan karena tidak semua kandidat memiliki kondisi sosial, 

fisik, geografis, atau teknologi yang sama. Kandidat penyandang 

disabilitas, misalnya, mungkin membutuhkan format dokumen yang 

mudah dibaca, pilihan wawancara daring, lokasi asesmen yang dapat 

diakses, waktu wawancara yang fleksibel, atau bentuk asesmen yang 
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tidak menguji hambatan fisik yang tidak relevan dengan pekerjaan. 

OECD (2022) menekankan pentingnya pendekatan arus utama 

terhadap disabilitas dalam kebijakan pendidikan, keterampilan, ke-

tenagakerjaan, pasar kerja, dan perlindungan sosial agar penyandang 

disabilitas tidak terus tersisih dari pekerjaan bermakna.  

Organisasi perlu memastikan bahwa proses seleksi benar-benar 

mengukur kemampuan kerja, bukan mengukur kedekatan kandidat 

dengan budaya dominan tertentu. Wawancara tidak terstruktur sering 

kali membuka ruang bias karena pewawancara dapat lebih mudah 

menyukai kandidat yang memiliki gaya komunikasi, latar belakang 

pendidikan, atau pengalaman sosial yang mirip dengannya. Untuk 

mengurangi risiko tersebut, proses seleksi sebaiknya menggunakan 

pertanyaan yang terstandar, rubrik penilaian yang jelas, simulasi kerja 

yang relevan, serta pelatihan bagi pewawancara agar mampu 

mengenali bias tidak sadar. World Economic Forum (2024) menekan-

kan bahwa inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi yang 

berhasil biasanya memiliki tujuan yang jelas, dukungan kepemimpin-

an, rancangan tindakan yang terukur, serta akuntabilitas yang 

konsisten.  

Rekrutmen global juga perlu memperhatikan keadilan bagi 

pekerja migran karena mobilitas tenaga kerja lintas negara sering kali 

menimbulkan risiko eksploitasi. Pekerja migran dapat menghadapi 

biaya rekrutmen berlebihan, informasi kerja yang tidak transparan, 

kontrak yang tidak sesuai kenyataan, penahanan dokumen, atau 

ketergantungan berlebihan pada agen penyalur. International 

Organization for Migration (2022) menjelaskan bahwa perekrutan 

yang adil dan etis membutuhkan uji tuntas hak asasi manusia agar 

perusahaan dapat mencegah praktik perekrutan yang merugikan 

pekerja dalam rantai pasok global. Dengan demikian, organisasi perlu 

memastikan bahwa kandidat menerima informasi pekerjaan secara 

jelas, tidak dibebani biaya rekrutmen yang tidak wajar, serta 

memperoleh kontrak dan kondisi kerja yang sesuai dengan 

kesepakatan awal.  
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Pemanfaatan teknologi dalam rekrutmen dapat membantu 

memperluas jangkauan kandidat, tetapi juga dapat menciptakan 

bentuk diskriminasi baru apabila tidak diawasi dengan baik. Sistem 

penyaringan otomatis, algoritma pencocokan kandidat, atau asesmen 

berbasis kecerdasan buatan dapat mempercepat proses seleksi, tetapi 

data historis yang bias dapat membuat sistem lebih sering menolak 

kandidat dari kelompok tertentu. National Institute of Standards and 

Technology (2023) melalui kerangka manajemen risiko AI menekan-

kan pentingnya pengelolaan risiko, transparansi, akuntabilitas, 

validitas, keamanan, dan keandalan dalam penggunaan kecerdasan 

buatan. Oleh karena itu, organisasi yang menggunakan AI dalam 

rekrutmen perlu melakukan audit bias, memeriksa dampak terhadap 

kelompok rentan, serta tetap menyediakan peninjauan manusia dalam 

keputusan penting.  

Rekrutmen berkelanjutan tidak hanya berhenti pada penerimaan 

karyawan, tetapi juga harus terhubung dengan retensi, pengembang-

an, dan mobilitas internal. Jika organisasi hanya fokus merekrut 

kandidat beragam tetapi tidak menyediakan lingkungan kerja yang 

aman, adil, dan mendukung pertumbuhan, maka inklusi hanya 

menjadi simbol administratif. International Labour Organization dan 

UN Global Compact (2022) menekankan bahwa prinsip kerja layak 

perlu diintegrasikan ke dalam operasi perusahaan dan hubungan 

bisnis, termasuk melalui penghormatan terhadap hak kerja, perlakuan 

adil, serta tanggung jawab sosial dalam rantai pasok. Dengan demi-

kian, proses rekrutmen harus dilihat sebagai pintu awal menuju 

hubungan kerja yang bermartabat, bukan sekadar pemenuhan jumlah 

tenaga kerja.  

Keberlanjutan juga berkaitan dengan kesejahteraan kandidat dan 

efisiensi proses. Proses seleksi yang terlalu panjang, tidak transparan, 

atau tidak memberikan kepastian jadwal dapat merugikan kandidat, 

terutama mereka yang masih bekerja, memiliki tanggung jawab 

keluarga, tinggal jauh dari lokasi seleksi, atau memiliki keterbatasan 

biaya transportasi dan akses internet. Komunikasi yang jelas mengenai 

tahapan seleksi, estimasi waktu, bentuk asesmen, kebutuhan 
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dokumen, serta hasil akhir merupakan bagian dari etika rekrutmen. 

Praktik ini tidak hanya meningkatkan pengalaman kandidat, tetapi 

juga memperkuat reputasi organisasi sebagai pemberi kerja yang 

menghargai waktu, martabat, dan kondisi sosial pelamar. 

Organisasi yang ingin membangun rekrutmen global yang 

inklusif perlu mengembangkan indikator keberhasilan yang dapat 

diukur. Indikator tersebut dapat mencakup keragaman sumber 

kandidat, proporsi pelamar dari kelompok kurang terwakili, tingkat 

kelulusan setiap tahap seleksi, jumlah kandidat yang menerima 

akomodasi wajar, waktu proses rekrutmen, tingkat penerimaan 

tawaran kerja, serta tingkat retensi setelah kandidat bergabung. World 

Economic Forum dan McKinsey (2023) menekankan bahwa program 

DEI yang berdampak biasanya tidak hanya bersifat kampanye, tetapi 

memiliki target yang jelas, kepemimpinan yang bertanggung jawab, 

pelacakan data, serta upaya perbaikan yang berkelanjutan. Dengan 

pengukuran yang baik, organisasi dapat mengetahui apakah proses 

rekrutmen benar-benar adil atau hanya terlihat inklusif di permukaan.  

Rekrutmen global yang inklusif dan berkelanjutan harus di-

pahami sebagai strategi organisasi yang menggabungkan keadilan, 

kebutuhan bisnis, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap 

keberagaman manusia. Organisasi perlu memulai dari perencanaan 

pekerjaan yang realistis, penyusunan iklan lowongan yang terbuka, 

penggunaan kriteria berbasis keterampilan, penyediaan aksesibilitas, 

perlindungan pekerja migran, pengawasan teknologi rekrutmen, serta 

evaluasi berbasis data. Pendekatan ini akan membantu organisasi 

memperoleh talenta terbaik dari berbagai latar belakang, sekaligus 

mengurangi hambatan struktural yang selama ini menghalangi 

kandidat tertentu untuk masuk ke pasar kerja global. Rekrutmen yang 

inklusif bukan hanya upaya memenuhi tuntutan moral, tetapi juga 

cara membangun organisasi yang lebih adaptif, tangguh, dan 

berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja. 
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Employer branding berbasis sustainability 

Employer branding berbasis sustainability merupakan strategi 

organisasi untuk membangun reputasi sebagai tempat kerja yang 

tidak hanya menarik talenta, tetapi juga bertanggung jawab secara 

sosial dan lingkungan. Konsep ini menggabungkan prinsip keber-

lanjutan dengan praktik sumber daya manusia, sehingga kandidat 

dapat melihat perusahaan sebagai organisasi yang adil, etis, dan ber-

orientasi pada tujuan jangka panjang (Gonzalez et al., 2022). Reputasi 

yang dibangun dari bukti nyata cenderung lebih tahan lama di-

bandingkan slogan atau klaim tanpa dasar. 

Kandidat modern semakin cermat dalam mengevaluasi perusaha-

an sebelum melamar. Mereka menelusuri pengalaman karyawan 

melalui ulasan daring, situs seperti Glassdoor, laporan keberlanjutan, 

serta catatan hukum atau publikasi media terkait perilaku perusahaan. 

Menurut Deloitte (2023), sekitar 78% generasi milenial dan Gen Z 

mempertimbangkan nilai sosial dan lingkungan perusahaan sebelum 

menerima tawaran kerja, menunjukkan bahwa employer branding 

berbasis sustainability memiliki pengaruh langsung pada daya tarik 

talenta. 

Salah satu kunci keberhasilan employer branding berbasis 

sustainability adalah konsistensi antara pesan yang disampaikan 

dengan praktik internal perusahaan. Bila perusahaan mengklaim 

peduli kesejahteraan karyawan tetapi memiliki beban kerja kronis dan 

tingkat burnout yang tinggi, reputasi organisasi akan cepat rusak. Hal 

ini sejalan dengan temuan McKinsey & Company (2023) yang 

menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara klaim nilai perusahaan 

dan pengalaman nyata karyawan menurunkan engagement hingga 

20–25%. 

Aspek inklusivitas juga menjadi indikator penting dalam 

employer branding berbasis sustainability. Data internal, seperti 

distribusi promosi, gaji, dan kesempatan pengembangan karier, perlu 

mencerminkan klaim perusahaan. Perusahaan yang mengklaim 

inklusif tetapi memiliki kesenjangan promosi gender atau etnis akan 

menghadapi pertanyaan dan skeptisisme dari kandidat dan 
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masyarakat (World Economic Forum, 2024). Dengan demikian, 

employer branding harus berbasis bukti data human capital, bukan 

sekadar narasi pemasaran. 

Employer branding yang efektif memerlukan integrasi dengan 

strategi human capital. Hal ini mencakup perencanaan pengembang-

an karier, pelatihan berbasis kompetensi, manajemen kesejahteraan, 

dan evaluasi kinerja yang adil. Gartner (2022) menekankan bahwa 

organisasi yang menghubungkan branding dengan data HR dan 

inisiatif nyata dapat meningkatkan retensi karyawan hingga 15%, serta 

memperkuat loyalitas dan motivasi internal. 

Transparansi menjadi faktor kritis dalam membangun employer 

branding yang berkelanjutan. Laporan keberlanjutan dan informasi 

ESG (Environmental, Social, Governance) yang dipublikasikan secara 

jujur dapat menjadi bukti nyata komitmen perusahaan. Kandidat 

dapat menilai sejauh mana perusahaan mengintegrasikan praktik 

ramah lingkungan, keberagaman, inklusi, dan kesejahteraan karyawan 

dalam operasional sehari-hari (PwC, 2022). 

Perusahaan juga harus memperhatikan komunikasi eksternal 

yang jelas dan akurat. Klaim tanpa bukti atau propaganda semata 

dapat menimbulkan backlash publik. Menurut Harvard Business 

Review (2022), ketidakselarasan antara komunikasi eksternal dan 

pengalaman nyata karyawan dapat menimbulkan “employer branding 

gap,” di mana persepsi kandidat jauh berbeda dari realitas internal, 

sehingga berdampak negatif pada reputasi jangka panjang. Praktik 

keberlanjutan internal meliputi pengelolaan beban kerja, fleksibilitas 

kerja, keseimbangan kehidupan-kerja, serta perhatian terhadap 

kesehatan mental. Organisasi yang mampu menunjukkan data 

rendahnya tingkat burnout, partisipasi karyawan dalam program 

kesehatan, atau fleksibilitas jadwal kerja akan memiliki daya tarik 

lebih tinggi bagi kandidat yang peduli pada kesejahteraan diri dan 

keluarga (Deloitte, 2023). 

Employer branding berbasis sustainability juga mencakup kebe-

ragaman pengalaman karyawan. Melibatkan karyawan dari berbagai 

latar belakang dalam promosi internal, kepemimpinan, dan proyek 
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strategis memperkuat pesan inklusivitas. Hal ini menunjukkan bahwa 

organisasi tidak hanya berbicara tentang keberagaman, tetapi juga 

menindaklanjutinya dalam keputusan nyata (World Economic Forum, 

2024). Audit internal dan pelacakan data menjadi instrumen penting 

untuk memastikan kredibilitas branding. Misalnya, analisis distribusi 

gaji, promosi, partisipasi pelatihan, tingkat retensi, dan kepuasan 

karyawan dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan. McKinsey 

& Company (2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang rutin mem-

publikasikan metrik DEI dan ESG internal mengalami peningkatan 

reputasi di kalangan kandidat potensial hingga 30%. 

Teknologi digital dapat mendukung employer branding berbasis 

sustainability. Platform komunikasi internal, portal HR analytics, serta 

media sosial yang menampilkan praktik nyata karyawan dapat mem-

perkuat bukti komitmen perusahaan. Dengan cara ini, kandidat dapat 

menilai organisasi tidak hanya dari klaim tertulis, tetapi juga dari 

pengalaman karyawan yang terdokumentasi dan dapat diverifikasi 

secara daring (Gonzalez et al., 2022). 

Employer branding berbasis sustainability menuntut pendekatan 

holistik yang mengintegrasikan praktik internal, bukti data, 

komunikasi transparan, dan komitmen sosial-lingkungan. Strategi ini 

bukan hanya meningkatkan daya tarik bagi talenta berkualitas, tetapi 

juga membangun reputasi organisasi yang tahan lama, mengurangi 

risiko reputasi, dan mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. 

Employer branding berbasis sustainability yang kuat mampu 

menjadikan organisasi sebagai pilihan pertama bagi kandidat yang 

menghargai nilai-nilai etis dan keberlanjutan. 

Green recruitment dan digital recruitment 

Green recruitment merupakan strategi rekrutmen yang menekan-

kan keberlanjutan lingkungan dan kesadaran ekologi baik dalam 

proses maupun dalam kriteria kandidat. Tujuan utama adalah 

menarik talenta yang peduli terhadap isu lingkungan, sekaligus 

mengurangi jejak karbon dari proses rekrutmen itu sendiri (Rodriguez 

& Chen, 2023). Hal ini menjadi penting karena kandidat modern tidak 
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hanya menilai kompensasi dan budaya kerja, tetapi juga nilai sosial-

lingkungan perusahaan sebelum memutuskan melamar. 

Salah satu praktik green recruitment adalah penggunaan 

wawancara virtual atau video conference untuk mengurangi per-

jalanan fisik kandidat dan panel pewawancara. Selain menurunkan 

emisi karbon dari transportasi, wawancara virtual juga dapat 

menghemat waktu dan biaya logistik. Menurut Li et al. (2024), 

perusahaan yang menerapkan rekrutmen virtual dapat mengurangi 

jejak karbon proses seleksi hingga 40% dibandingkan metode 

tradisional. Penggunaan dokumen digital, formulir aplikasi online, 

dan sistem manajemen aplikasi berbasis cloud juga mendukung green 

recruitment. Proses paperless ini tidak hanya ramah lingkungan tetapi 

juga mempermudah pencatatan, pelacakan, dan evaluasi kandidat. 

Gartner (2022) menunjukkan bahwa organisasi yang mengadopsi 

digitalisasi proses HR secara signifikan meningkatkan efisiensi 

administratif sekaligus mendukung inisiatif keberlanjutan. 

Green recruitment juga dapat melibatkan asesmen khusus yang 

mengukur green mindset atau kesadaran lingkungan kandidat, 

terutama untuk peran yang terkait dengan sustainability. Penilaian ini 

membantu organisasi memilih kandidat yang sejalan dengan tujuan 

lingkungan perusahaan, tetapi tetap menekankan potensi belajar, 

bukan hanya pengalaman atau keahlian yang sudah mapan (Rodriguez 

& Chen, 2023). Dengan demikian, jalur pengembangan dan pelatihan 

bagi kandidat potensial menjadi bagian dari strategi rekrutmen 

berkelanjutan. Selain green recruitment, digital recruitment menjadi 

pendekatan strategis yang memperluas jangkauan kandidat secara 

global. Platform daring, portal pekerjaan, media sosial profesional, 

dan sistem pelacakan pelamar memungkinkan organisasi menjangkau 

talenta dari berbagai lokasi, latar belakang, dan bidang keahlian 

(Naoum et al., 2026). Kecepatan proses rekrutmen meningkat karena 

screening awal dapat dilakukan secara otomatis dan kandidat dapat 

mengirim aplikasi kapan saja. 

Meskipun digital recruitment menawarkan efisiensi dan jangkau-

an luas, pendekatan ini memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Peng-
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gunaan algoritma pencarian kandidat, screening otomatis, dan video 

interview analytics dapat menimbulkan bias jika data historis yang 

digunakan mengandung ketidakadilan. AI yang tidak diawasi secara 

etis berpotensi menolak kandidat dari kelompok tertentu karena bias 

terselubung dalam data pelatihan (Naoum et al., 2026). Kajian peng-

gunaan AI dalam HRM menekankan bahwa implementasi digital 

recruitment harus disertai transparansi, pengawasan manusia, kua-

litas data yang baik, dan tata kelola etis. Dengan adanya human 

oversight, keputusan yang dihasilkan algoritma dapat dikoreksi bila 

terdapat bias, sehingga proses seleksi tetap adil dan inklusif (Naoum 

et al., 2026). Hal ini penting agar teknologi memperkuat proses 

rekrutmen, bukan memperkuat diskriminasi. 

Green recruitment dan digital recruitment sebenarnya dapat 

saling melengkapi. Wawancara virtual dan dokumen digital men-

dukung kedua strategi, sekaligus mengurangi emisi karbon dan mem-

percepat proses seleksi. Organisasi yang mampu mengintegrasikan 

kedua pendekatan ini tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga 

membangun reputasi sebagai tempat kerja yang ramah lingkungan 

dan inovatif. Penting bagi organisasi untuk menyelaraskan 

komunikasi employer branding dengan praktik green dan digital 

recruitment. Kandidat kini dapat menilai kesesuaian klaim keber-

lanjutan perusahaan melalui jejak digital, ulasan karyawan, dan bukti 

penggunaan teknologi ramah lingkungan. Gartner (2022) menekan-

kan bahwa keselarasan antara klaim dan praktik nyata akan 

memperkuat daya tarik organisasi bagi talenta berkompetensi tinggi 

dan peduli lingkungan. 

Green recruitment juga menekankan pembelajaran berkelanjutan 

bagi kandidat. Bagi perusahaan yang mencari talenta junior atau 

kandidat yang belum memiliki pengalaman spesifik, penyediaan jalur 

pelatihan green skill menjadi strategi penting. Li et al. (2024) 

menegaskan bahwa investasi pada pelatihan lingkungan dan 

keterampilan hijau meningkatkan engagement, loyalitas, dan 

kesiapan kerja karyawan baru, sekaligus memperkuat posisi perusaha-

an dalam ESG. Digital recruitment memungkinkan organisasi 
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mengumpulkan data untuk analisis kualitas proses seleksi dan 

keberhasilan kandidat. Data ini dapat digunakan untuk mengiden-

tifikasi bias, mengukur waktu proses, memprediksi retensi, serta 

mengoptimalkan pengalaman kandidat. Integrasi data ini mendukung 

praktik HR berbasis bukti, sekaligus memastikan bahwa digital 

recruitment berkontribusi pada efisiensi dan keberlanjutan organisasi. 

Green recruitment dan digital recruitment bukan hanya strategi 

efisiensi, tetapi juga strategi keberlanjutan dan reputasi. Keduanya 

dapat meningkatkan daya tarik organisasi bagi kandidat berkualitas, 

mengurangi dampak lingkungan, mempercepat proses seleksi, dan 

memperkuat prinsip inklusi. Implementasi yang tepat, dengan 

pengawasan manusia, etika AI, dan jalur pengembangan bagi 

kandidat, menjadikan proses rekrutmen lebih adil, efektif, dan 

berkelanjutan. 

Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging dalam seleksi 

Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging (DEIB) menjadi 

prinsip penting dalam seleksi kandidat modern. Diversity 

menekankan keberagaman latar belakang kandidat, termasuk gender, 

etnis, usia, pendidikan, pengalaman, dan perspektif hidup. Equity 

memastikan setiap kandidat memiliki akses yang adil dengan 

memperhitungkan hambatan struktural yang mungkin mereka 

hadapi. Inclusion menjamin bahwa setiap individu diperlakukan 

dengan hormat selama proses seleksi, sedangkan belonging 

memastikan kandidat merasa diterima dan dihargai sejak awal 

interaksi dengan organisasi (World Economic Forum, 2024). 

DEIB diterapkan melalui berbagai metode struktural. Panel 

wawancara yang beragam membantu mengurangi bias individual dan 

meningkatkan keberagaman perspektif dalam menilai kandidat. 

Rubrik penilaian terstruktur memberikan standar yang konsisten, 

sehingga keputusan seleksi lebih objektif dan transparan. McKinsey & 

Company (2023) menekankan bahwa proses seleksi yang sistematis 

dan berbasis data dapat mengurangi ketimpangan peluang bagi 

kelompok kurang terwakili. 
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Equity dalam seleksi juga menuntut penyesuaian terhadap 

hambatan struktural. Misalnya, kandidat yang berasal dari wilayah 

terpencil atau dengan keterbatasan akses teknologi harus diberikan 

akomodasi seperti wawancara daring atau dokumen aplikasi yang 

fleksibel. OECD (2022) menyebut bahwa intervensi yang mengurangi 

hambatan struktural meningkatkan peluang kelompok minoritas 

untuk bersaing secara setara dalam proses rekrutmen. Inclusion dalam 

seleksi tercermin dari interaksi yang menghormati identitas dan 

pengalaman kandidat. Pewawancara yang terlatih dalam unconscious 

bias lebih mampu menilai kandidat secara adil, tanpa terpengaruh 

stereotip. Harvard Business Review (2022) menunjukkan bahwa 

pelatihan kesadaran bias tidak hanya meningkatkan kualitas seleksi, 

tetapi juga memberi sinyal bahwa organisasi menghargai kebe-

ragaman. 

Belonging dimulai sebelum hari pertama kerja. Komunikasi 

rekrutmen yang jelas, menghormati identitas kandidat, serta 

pengalaman wawancara yang manusiawi memberikan sinyal budaya 

organisasi yang inklusif. Kandidat yang merasakan proses seleksi adil 

dan ramah cenderung lebih percaya terhadap organisasi, lebih 

mungkin menerima tawaran kerja, dan dapat menjadi duta reputasi 

meski tidak diterima (Gonzalez et al., 2022). Penerapan DEIB dalam 

seleksi tidak hanya berdampak pada kandidat, tetapi juga pada 

organisasi. Panel beragam dan rubrik terstruktur membantu 

organisasi mendapatkan talenta terbaik dari berbagai latar belakang, 

sekaligus meningkatkan kualitas keputusan seleksi. Hal ini sejalan 

dengan temuan World Economic Forum (2024) bahwa organisasi 

dengan proses seleksi inklusif menunjukkan inovasi yang lebih tinggi 

dan kinerja tim yang lebih baik. 

Evaluasi dampak seleksi terhadap kelompok berbeda menjadi 

langkah penting dalam DEIB. Analisis data demografis kandidat pada 

setiap tahap seleksi dapat membantu mengidentifikasi potensi bias 

sistemik. McKinsey & Company (2023) menekankan bahwa 

perusahaan yang rutin meninjau data seleksi memiliki peluang lebih 

besar untuk meningkatkan keberagaman dan mengurangi hambatan 
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struktural di proses rekrutmen. Pengalaman kandidat menjadi 

indikator penting keberhasilan DEIB. Kandidat yang merasa dihargai 

dan diperlakukan adil cenderung menilai organisasi secara positif. 

Bahkan jika tidak diterima, mereka tetap mungkin merekomendasi-

kan perusahaan kepada orang lain. Deloitte (2023) mencatat bahwa 

pengalaman kandidat yang inklusif meningkatkan reputasi employer 

brand dan memperluas jaringan talenta potensial. 

Teknologi dapat mendukung DEIB dalam seleksi bila digunakan 

secara bijak. Sistem pelacakan pelamar, video interview, dan AI dapat 

membantu menstandarkan evaluasi kandidat. Namun, transparansi, 

pengawasan manusia, dan audit bias perlu dijaga agar teknologi tidak 

memperkuat diskriminasi tersembunyi (Naoum et al., 2026). Integrasi 

DEIB dalam seleksi juga mencakup komunikasi internal dan eksternal. 

Tim HR dan manajemen perlu menegaskan komitmen organisasi 

terhadap keberagaman dan inklusi melalui pesan yang konsisten, 

pelatihan pewawancara, dan panduan bagi panel. World Economic 

Forum (2024) menekankan bahwa komunikasi yang konsisten 

memperkuat budaya inklusif dan menumbuhkan rasa belonging sejak 

awal interaksi dengan kandidat. 

Selain seleksi, prinsip DEIB perlu dilanjutkan dalam orientasi dan 

onboarding. Kandidat yang diterima harus merasakan lingkungan 

kerja yang adil, inklusif, dan mendukung pengembangan karier. 

Dengan demikian, belonging tidak berhenti pada proses wawancara, 

tetapi berlanjut menjadi pengalaman nyata karyawan di perusahaan 

(Gonzalez et al., 2022). Secara keseluruhan, penerapan DEIB dalam 

seleksi bukan hanya etis, tetapi juga strategis. Organisasi yang berhasil 

menerapkan diversity, equity, inclusion, dan belonging dalam proses 

rekrutmen akan lebih mampu menarik talenta berkualitas, 

memperkuat reputasi employer brand, dan membangun budaya kerja 

yang inovatif serta inklusif. Implementasi yang konsisten, berbasis 

data, dan diawasi secara etis menjadi kunci keberhasilan strategi DEIB. 
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Ethical hiring dan anti-diskriminasi 

Ethical hiring menekankan bahwa setiap proses perekrutan harus 

menghormati martabat kandidat dan menempatkan keadilan sebagai 

prioritas utama. Praktik ini mencakup penyampaian informasi 

lowongan yang jujur, penggunaan asesmen yang valid, perlindungan 

data pribadi, transparansi dalam penggunaan AI, serta larangan biaya 

rekrutmen yang membebani kandidat. Prinsip ini memastikan bahwa 

seluruh tahapan seleksi berlangsung dengan adil dan profesional, 

sehingga calon pekerja merasa dihargai sejak awal interaksi dengan 

organisasi (Gonzalez et al., 2022). 

Larangan pertanyaan diskriminatif menjadi komponen penting 

dalam ethical hiring. Pewawancara perlu dilatih untuk menghindari 

pertanyaan terkait gender, usia, etnis, agama, orientasi seksual, status 

disabilitas, atau kondisi keluarga kandidat. Pelatihan unconscious bias 

terbukti meningkatkan kesadaran pewawancara terhadap stereotip 

terselubung dan mendorong evaluasi yang lebih objektif terhadap 

kemampuan kandidat (Harvard Business Review, 2022). 

Perlindungan data pribadi kandidat juga menjadi elemen penting. 

Informasi yang dikumpulkan selama seleksi harus disimpan dengan 

aman, digunakan hanya untuk tujuan evaluasi, dan sesuai dengan 

regulasi perlindungan data seperti GDPR. Naoum et al. (2026) 

menekankan bahwa transparansi penggunaan AI, kualitas data, dan 

human oversight sangat penting untuk mencegah keputusan seleksi 

yang bias atau diskriminatif. 

Asesmen yang valid dan relevan dengan pekerjaan menjadi 

praktik kunci untuk menilai kemampuan kandidat secara adil. Tes 

atau simulasi kerja yang dirancang secara ilmiah membantu organisasi 

mengevaluasi kompetensi nyata tanpa membebani kandidat dengan 

kriteria yang tidak relevan, sehingga seleksi lebih objektif dan etis 

(Rodriguez & Chen, 2023). 

Ethical hiring juga melarang praktik rekrutmen yang mengek-

sploitasi kandidat, termasuk biaya rekrutmen yang tidak wajar atau 

praktik yang merugikan pekerja migran. International Organization 
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for Migration (2022) menekankan pentingnya due diligence dalam 

perekrutan global agar setiap kandidat diperlakukan secara adil dan 

aman, serta organisasi terhindar dari risiko eksploitatif. 

Anti-diskriminasi dalam perekrutan harus diukur, bukan hanya 

dinyatakan. HR perlu memantau metrik seperti representation rate, 

selection rate, adverse impact, acceptance rate, candidate experience, 

dan complaint rate. Pemantauan ini memungkinkan organisasi 

mengidentifikasi ketimpangan yang muncul akibat desain proses, 

kriteria seleksi, atau bias panel (McKinsey & Company, 2023). 

Jika ditemukan ketimpangan yang signifikan, organisasi harus 

meninjau kembali seluruh proses seleksi, termasuk sumber kandidat, 

bahasa iklan, bobot kriteria, metode asesmen, dan keputusan panel. 

World Economic Forum (2024) menegaskan bahwa audit internal 

berbasis data adalah langkah kritis untuk memastikan proses seleksi 

bebas diskriminasi dan sesuai prinsip DEIB. 

Pengalaman kandidat menjadi indikator keberhasilan ethical 

hiring. Kandidat yang merasakan proses seleksi adil, transparan, dan 

menghormati martabatnya cenderung menilai organisasi secara 

positif. Bahkan kandidat yang tidak diterima dapat menjadi advokat 

reputasi perusahaan, memperkuat employer brand, dan memperluas 

jaringan talenta potensial (Deloitte, 2023). 

Teknologi digital dapat mendukung proses ethical hiring bila 

digunakan dengan pengawasan manusia. Screening otomatis, 

algoritma pencarian kandidat, dan video interview analytics harus 

diaudit secara berkala untuk memastikan tidak menimbulkan bias 

terselubung. Naoum et al. (2026) menekankan bahwa pengawasan 

manusia, transparansi algoritma, dan kualitas data adalah kunci 

mencegah diskriminasi dalam digital recruitment. 

Ethical hiring dan anti-diskriminasi juga selaras dengan tuntutan 

akuntabilitas sosial dan standar pelaporan keberlanjutan. Laporan 

ESG kini menuntut perusahaan menunjukkan praktik rekrutmen yang 

adil, inklusif, dan transparan, termasuk pengungkapan metrik 

keberagaman dan dampak sosial dari proses seleksi (PwC, 2022). 
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Integrasi praktik ethical hiring, pengukuran anti-diskriminasi, 

dan DEIB dalam seleksi menciptakan fondasi perekrutan yang adil, 

transparan, dan bertanggung jawab. Organisasi yang menerapkan 

prinsip-prinsip ini secara konsisten lebih mampu menarik talenta 

berkualitas, membangun budaya kerja yang inklusif, dan memperkuat 

reputasi sebagai pemberi kerja yang etis (Gonzalez et al., 2022). 

Secara keseluruhan, ethical hiring dan anti-diskriminasi bukan 

hanya kepatuhan hukum, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas. 

Praktik yang berbasis data, diawasi secara etis, dan konsisten dengan 

nilai keberlanjutan sosial akan membantu organisasi memperoleh 

talenta terbaik, meningkatkan kualitas seleksi, dan membangun 

reputasi jangka panjang yang terpercaya di pasar kerja global. 

Tantangan talent acquisition lintas negara 

Talent acquisition lintas negara menghadirkan tantangan unik 

yang tidak muncul dalam perekrutan domestik. Perbedaan hukum 

ketenagakerjaan, regulasi privasi data, norma budaya, ekspektasi 

upah, ketersediaan keterampilan, reputasi industri, bahasa, dan 

mobilitas pekerja menjadi faktor yang harus diperhitungkan secara 

cermat. Praktik yang dianggap wajar di satu negara dapat dianggap 

diskriminatif atau melanggar hukum di negara lain, sehingga 

menuntut pemahaman mendalam terhadap konteks lokal (Gonzalez 

et al., 2022). Perbedaan hukum ketenagakerjaan memengaruhi banyak 

aspek proses rekrutmen, termasuk kontrak, jam kerja, hak cuti, serta 

kewajiban perusahaan terhadap kandidat dan karyawan. Sementara 

itu, standar privasi data yang berbeda di setiap negara menuntut 

organisasi global untuk menyesuaikan pengumpulan, penyimpanan, 

dan penggunaan data kandidat sesuai regulasi lokal, tanpa 

mengorbankan transparansi dan integritas proses seleksi (Naoum et 

al., 2026). 

Norma budaya juga menjadi faktor penting. Misalnya, 

komunikasi langsung dan wawancara berbasis kompetensi dapat 

diterima di satu negara, tetapi dianggap terlalu agresif atau tidak 

hormat di negara lain. Perbedaan bahasa dan interpretasi sosial dapat 
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memengaruhi penilaian kandidat serta pengalaman mereka selama 

proses seleksi. Deloitte (2023) menekankan bahwa kesadaran lintas 

budaya adalah kunci untuk menghindari miskomunikasi dan potensi 

bias dalam proses perekrutan global. Ekspektasi upah dan paket 

kompensasi berbeda antar negara, yang dapat memengaruhi daya 

tarik organisasi terhadap kandidat lokal. Standar industri dan 

ketersediaan keterampilan juga bervariasi, sehingga organisasi perlu 

menyesuaikan strategi sourcing dan program pelatihan agar 

memenuhi kebutuhan lokal sekaligus tetap selaras dengan tujuan 

global. McKinsey & Company (2023) menegaskan bahwa talent 

acquisition lintas negara membutuhkan fleksibilitas sambil memper-

tahankan prinsip kesetaraan dan keadilan. 

Salah satu tantangan besar adalah menjaga konsistensi pe-

ngalaman kandidat di seluruh lokasi. Organisasi global sering me-

miliki variasi proses, kualitas wawancara, dan penggunaan teknologi 

antar cabang. Kandidat dapat merasakan ketidakadilan atau 

inkonsistensi yang berdampak pada keputusan menerima tawaran 

kerja dan persepsi terhadap employer brand (World Economic Forum, 

2024). Untuk mengatasi hal ini, sustainable talent acquisition 

menuntut governance yang kuat. Standar proses, pelatihan recruiter, 

audit vendor, evaluasi teknologi, dan dashboard global dapat 

membantu memonitor kualitas dan keadilan proses seleksi lintas 

lokasi. Tujuannya bukan untuk menyeragamkan semua praktik, tetapi 

memastikan prinsip transparansi, non-diskriminasi, dan keadilan 

diterapkan di seluruh negara (Rodriguez & Chen, 2023). 

Pelatihan recruiter menjadi elemen kunci dalam governance 

global. Rekruter perlu memahami regulasi lokal, bias budaya, peng-

gunaan teknologi rekrutmen, dan standar ethical hiring. Pelatihan 

yang konsisten membantu mengurangi perbedaan penilaian kandidat 

dan meningkatkan kualitas keputusan seleksi di berbagai lokasi 

(Harvard Business Review, 2022). Audit vendor dan teknologi juga 

penting untuk menjaga integritas proses. Vendor rekrutmen lokal 

harus dievaluasi secara berkala agar praktiknya sesuai standar global 

dan hukum lokal. Sistem digital, termasuk platform pelacakan 
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pelamar dan AI, harus diaudit untuk memastikan tidak ada bias atau 

pelanggaran privasi dalam proses seleksi (Naoum et al., 2026). 

Dashboard global memungkinkan HR pusat memantau metrik 

kunci seperti diversity, equity, candidate experience, dan adverse 

impact di seluruh negara. Dengan data ini, organisasi dapat 

mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan intervensi atau perbaikan 

proses tanpa mengurangi fleksibilitas lokal. Gartner (2022) 

menekankan bahwa visualisasi data dan analisis global sangat penting 

untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dalam talent acquisition 

lintas negara. Sustainable talent acquisition lintas negara juga 

menuntut komunikasi yang konsisten dan jelas kepada kandidat. 

Pesan employer brand harus disesuaikan dengan konteks lokal, 

namun tetap mencerminkan nilai global organisasi. Kandidat yang 

menerima pengalaman seleksi yang adil dan transparan cenderung 

lebih percaya dan loyal terhadap organisasi (Deloitte, 2023). 

Selain itu, organisasi harus mengintegrasikan prinsip ethical 

hiring, DEIB, dan anti-diskriminasi dalam strategi global. Hal ini 

memastikan bahwa semua kandidat, tanpa memandang lokasi atau 

latar belakang, diperlakukan secara adil dan memiliki kesempatan 

yang sama untuk sukses. Praktik ini juga mendukung reputasi 

perusahaan di pasar tenaga kerja internasional dan sejalan dengan 

tuntutan ESG global (PwC, 2022). Tantangan talent acquisition lintas 

negara memerlukan pendekatan yang seimbang antara fleksibilitas 

lokal dan standar global. Dengan governance yang tepat, pelatihan 

rekrutmen, audit teknologi dan vendor, dashboard pemantauan, serta 

prinsip ethical hiring, organisasi dapat memastikan proses seleksi 

yang adil, transparan, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh dunia. 

Pendekatan ini bukan hanya melindungi hak kandidat, tetapi juga 

memperkuat employer brand global dan daya saing organisasi di pasar 

talent internasional. 
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ompetensi adalah jembatan antara strategi keberlanjutan dan 

tindakan nyata. Organisasi tidak dapat menjalankan transisi 

hijau, transformasi digital, atau agenda DEI hanya melalui kebijakan. 

Karyawan dan pemimpin perlu memahami masalah, memiliki ke-

terampilan, dan diberi kesempatan untuk belajar. Bab ini membahas 

lifelong learning, green skills, upskilling, reskilling, digital learning, 

dan kepemimpinan berkelanjutan. 

Konsep lifelong learning dalam Sustainable HRM 

Lifelong learning merupakan prinsip bahwa pembelajaran tidak 

berhenti setelah orientasi atau promosi, tetapi berlangsung sepanjang 

karier. Dalam konteks Sustainable HRM, konsep ini menjadi kunci 

karena perubahan teknologi, regulasi, pasar kerja, dan tantangan iklim 

membuat keterampilan yang dimiliki pekerja cepat usang. Organisasi 

yang mampu menanamkan budaya pembelajaran berkelanjutan lebih 

siap menghadapi transformasi bisnis dan menjaga daya saing jangka 

panjang (World Economic Forum, 2025). 

Perubahan pekerjaan akibat otomatisasi, digitalisasi, dan transisi 

hijau menuntut pekerja untuk terus mengembangkan keterampilan 

baru. WEF (2025) menekankan bahwa upskilling dan reskilling 

menjadi strategi utama bagi organisasi dalam menghadapi perubahan 

pekerjaan hingga tahun 2030. Tanpa mekanisme pembelajaran ber-

kelanjutan, pekerja berisiko kehilangan relevansi, dan organisasi 

menghadapi kesenjangan keterampilan yang serius. Organisasi perlu 

mengubah pendekatan pelatihan dari acara tunggal menjadi eko-

sistem pembelajaran yang holistik. Ekosistem ini mencakup kuri-

kulum inti yang menyasar keterampilan teknis dan soft skills, platform 

digital untuk pembelajaran mandiri, serta akses ke coaching dan 

mentoring. Pendekatan ini memungkinkan pekerja belajar sesuai 

kebutuhan, mempercepat adaptasi, dan menumbuhkan budaya pem-

belajaran di seluruh organisasi (Deloitte, 2023). 

Komunitas praktik menjadi bagian penting dari ekosistem pem-

belajaran. Melalui interaksi dengan sesama profesional, pekerja dapat 

berbagi pengalaman, belajar dari keberhasilan maupun kegagalan, 

K 
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serta membangun jaringan pengetahuan yang relevan. McKinsey & 

Company (2023) menunjukkan bahwa komunitas praktik meningkat-

kan transfer pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi lintas fungsi di 

organisasi global. Rotasi kerja dan proyek lintas fungsi merupakan 

cara lain untuk mendukung lifelong learning. Pekerja yang diberikan 

kesempatan untuk bekerja di berbagai departemen atau proyek 

strategis akan mengembangkan keterampilan baru, me-mahami 

proses bisnis secara lebih luas, dan meningkatkan fleksibilitas karier. 

Hal ini juga membantu organisasi membangun talenta multiskill yang 

siap menghadapi tantangan dinamis di masa depan (Rodriguez & 

Chen, 2023). 

Pengakuan terhadap pembelajaran adalah elemen motivasi yang 

tidak boleh diabaikan. Sertifikasi internal, penghargaan, atau kredit 

kompetensi memberikan pengakuan formal atas upaya pe-

ngembangan diri, yang mendorong pekerja untuk terus belajar. 

Gartner (2022) menekankan bahwa pengakuan pembelajaran me-

ningkatkan engagement, retensi, dan budaya inovasi di organisasi. 

Pekerja juga perlu memiliki learning agency, yaitu kemampuan untuk 

mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan mengambil tanggung 

jawab terhadap perkembangan diri. Konsep ini menekankan pro-

aktivitas pekerja dalam menentukan jalur pembelajaran mereka, 

memilih kursus atau pengalaman yang relevan, serta menilai dampak 

pembelajaran terhadap kinerja dan karier mereka (World Economic 

Forum, 2025). 

Teknologi digital menjadi fasilitator penting lifelong learning. 

Platform e-learning, microlearning, learning management system, dan 

AI-driven recommendation membantu pekerja mengakses materi 

yang tepat, sesuai kebutuhan, dan kapan saja. Naoum et al. (2026) 

menekankan bahwa digital learning harus dipadukan dengan 

bimbingan manusia agar efektivitas pembelajaran maksimal dan 

mengurangi risiko disengagement. Sustainable HRM mendorong 

integrasi lifelong learning dengan strategi talent management. 

Pemetaan keterampilan, career path planning, dan succession 

planning yang berbasis data membantu organisasi menentukan 
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kebutuhan pelatihan secara tepat. Deloitte (2023) menunjukkan 

bahwa integrasi ini memungkinkan organisasi mengurangi kesenjang-

an keterampilan, meningkatkan mobilitas internal, dan menyiapkan 

tenaga kerja untuk perubahan jangka panjang. 

Budaya organisasi berperan penting dalam mendukung lifelong 

learning. Organisasi yang menekankan eksperimen, toleransi ter-

hadap kegagalan, dan pembelajaran dari pengalaman akan men-

dorong pekerja untuk mengambil risiko belajar, berinovasi, dan 

berbagi pengetahuan. World Economic Forum (2025) menyebut 

budaya pembelajaran sebagai faktor kritis keberhasilan strategi 

upskilling dan reskilling global. Monitoring dan evaluasi efektivitas 

pembelajaran juga penting. HR perlu mengukur kompetensi yang 

diperoleh, dampak terhadap kinerja, dan penerapan pengetahuan di 

tempat kerja. Dashboard learning analytics dan feedback loop dapat 

memberikan informasi yang berguna untuk memperbaiki kurikulum, 

metode, dan pengalaman pembelajaran bagi pekerja (Gartner, 2022). 

Lifelong learning dalam Sustainable HRM bukan hanya strategi 

pengembangan keterampilan, tetapi juga fondasi budaya organisasi 

yang adaptif, tangguh, dan inovatif. Dengan membangun ekosistem 

pembelajaran, mendorong learning agency, dan mengintegrasikan 

teknologi serta strategi HR, organisasi dapat mempersiapkan pekerja 

menghadapi tantangan dinamis, memastikan relevansi kompetensi, 

dan meningkatkan keberlanjutan kinerja jangka panjang. 

Green skills dan sustainability competencies 

Green skills adalah keterampilan, pengetahuan, nilai, dan sikap 

yang memungkinkan pekerja mendukung aktivitas ekonomi yang 

lebih ramah lingkungan. Keterampilan ini menjadi semakin penting 

seiring dengan transisi global menuju ekonomi hijau, di mana 

organisasi dituntut untuk mengurangi dampak lingkungan, me-

ningkatkan efisiensi sumber daya, dan beradaptasi terhadap per-

ubahan iklim (Rodriguez & Chen, 2023). 

Contoh green skills meliputi efisiensi energi, manajemen limbah, 

analisis jejak karbon, desain sirkular, audit lingkungan, pengadaan 
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berkelanjutan, teknologi energi bersih, dan adaptasi risiko iklim. 

Keterampilan teknis ini membantu organisasi meminimalkan dampak 

negatif terhadap lingkungan sekaligus memenuhi standar regulasi dan 

ekspektasi pasar yang semakin sadar lingkungan (Li et al., 2024). 

Green skills tidak hanya bersifat teknis. Pemecahan masalah sistemik, 

kolaborasi lintas fungsi, dan literasi keberlanjutan menjadi aspek 

penting agar pekerja dapat memahami konteks luas dan dampak 

jangka panjang dari tindakan mereka. World Economic Forum (2025) 

menekankan bahwa kemampuan melihat interaksi kompleks antar 

sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan inti dari green 

skills. 

Sustainability competencies memiliki cakupan yang lebih luas 

dibanding green skills. Kompetensi ini mencakup kemampuan ber-

pikir sistem, berpikir jangka panjang, etika, pemahaman stakeholder, 

pengambilan keputusan berbasis data, kemampuan dialog, serta 

kemampuan mengelola trade-off antara tujuan ekonomi, sosial, dan 

lingkungan (Gonzalez et al., 2022). 

Pemimpin berkelanjutan memerlukan sustainability competen-

cies untuk mengartikulasikan alasan perubahan, dampaknya terhadap 

pekerja, dan strategi organisasi dalam memastikan transisi yang adil. 

Keterampilan ini memungkinkan mereka mengomunikasikan visi 

keberlanjutan secara efektif dan menumbuhkan dukungan internal 

untuk implementasi strategi hijau (Deloitte, 2023). Pengembangan 

green skills dan sustainability competencies tidak dapat hanya 

mengandalkan pelatihan teknis. Dibutuhkan ekosistem pembelajaran 

yang mencakup coaching, mentoring, proyek lintas fungsi, rotasi 

kerja, dan komunitas praktik yang menekankan penerapan nyata. 

McKinsey & Company (2023) menunjukkan bahwa pengalaman kerja 

nyata menjadi medium penting bagi pekerja untuk memahami 

kompleksitas keberlanjutan dan mengasah kemampuan berpikir 

sistemik. 

Integrasi green skills dalam kurikulum pembelajaran digital me-

mungkinkan pekerja belajar kapan saja dan menyesuaikan kecepatan 

pembelajaran dengan kebutuhan mereka. Platform digital, micro-
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learning, dan simulasi berbasis AI dapat mendukung pemahaman 

teknis sekaligus menumbuhkan kesadaran tentang dampak 

lingkungan dan sosial dari tindakan mereka (Naoum et al., 2026). 

Sustainability competencies juga memerlukan kemampuan analisis 

data dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Pekerja dan 

pemimpin perlu memahami metrik ESG, jejak karbon, efisiensi 

sumber daya, dan dampak sosial dari keputusan bisnis untuk mem-

buat trade-off yang tepat dan meminimalkan risiko jangka panjang 

(World Economic Forum, 2025). 

Kolaborasi lintas fungsi menjadi kunci pengembangan green skills 

dan sustainability competencies. Banyak isu keberlanjutan melibatkan 

interaksi kompleks antara produksi, rantai pasok, keuangan, SDM, 

dan pemangku kepentingan eksternal. Kemampuan bekerja dalam tim 

multidisiplin membantu pekerja melihat masalah dari berbagai 

perspektif dan menciptakan solusi holistik (Rodriguez & Chen, 2023). 

Etika menjadi elemen penting dari sustainability competencies. 

Pekerja harus mampu menimbang konsekuensi tindakan mereka 

terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi, serta membuat 

keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Deloitte (2023) 

menekankan bahwa etika menjadi landasan bagi kepemimpinan 

berkelanjutan yang dipercaya oleh internal organisasi maupun 

pemangku kepentingan eksternal. 

Pengakuan dan sertifikasi kompetensi keberlanjutan membantu 

menumbuhkan motivasi dan engagement pekerja. Penghargaan, 

sertifikasi internal, dan pengakuan atas proyek hijau meningkatkan 

komitmen terhadap praktik berkelanjutan dan memperkuat budaya 

organisasi yang mendukung transisi hijau (Gartner, 2022). 

Pengembangan green skills dan sustainability competencies menjadi 

fondasi bagi organisasi yang ingin bertransformasi menuju 

keberlanjutan. Keterampilan teknis dan kompetensi strategis ini tidak 

hanya memungkinkan organisasi memenuhi regulasi dan ekspektasi 

pasar, tetapi juga menyiapkan pekerja untuk menghadapi komplek-

sitas ekonomi hijau, mendorong inovasi, dan memastikan keber-

lanjutan jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. 
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Upskilling dan reskilling untuk masa depan kerja 

Upskilling dan reskilling menjadi strategi penting dalam meng-

hadapi perubahan dunia kerja yang dipicu oleh digitalisasi, oto-

matisasi, dan transisi hijau. Upskilling fokus pada peningkatan 

keterampilan pekerja agar dapat memperkuat peran mereka saat ini, 

sementara reskilling menyiapkan pekerja untuk berpindah ke peran 

baru yang lebih relevan dengan kebutuhan bisnis dan teknologi 

(World Economic Forum, 2025). Pekerjaan teknis yang sebelumnya 

berfokus pada energi konvensional kini memerlukan kompetensi 

energi bersih, efisiensi sumber daya, dan manajemen risiko 

lingkungan. Sedangkan dalam konteks digital, pekerjaan manajerial 

dan administratif perlu memahami people analytics, AI, dan sistem 

digital untuk meningkatkan produktivitas dan pengambilan 

keputusan berbasis data (Rodriguez & Chen, 2023). 

Upskilling dan reskilling tidak hanya penting untuk pekerja muda 

atau baru bergabung; pekerja senior dan berpengalaman juga harus 

diberikan kesempatan untuk menyesuaikan kompetensi mereka 

dengan tuntutan baru. Hal ini membantu organisasi menjaga keber-

lanjutan sumber daya manusia sekaligus mengurangi risiko ke-

hilangan talenta kritis (Deloitte, 2023). Program reskilling yang ber-

kelanjutan harus memprioritaskan pekerja yang terdampak oleh 

perubahan peran, otomatisasi, atau restrukturisasi organisasi. 

Organisasi perlu memetakan peran yang berisiko, mengidentifikasi 

keterampilan yang dapat dialihkan, serta merancang jalur 

pembelajaran yang realistis dan terukur (McKinsey & Company, 2023). 

Selain itu, pekerja membutuhkan waktu belajar yang cukup, baik 

melalui program formal, pelatihan on-the-job, coaching, atau 

mentoring. Memberikan fleksibilitas waktu untuk pembelajaran 

memungkinkan pekerja beradaptasi tanpa mengganggu kinerja 

harian, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam upskilling dan 

reskilling (World Economic Forum, 2025). 

Dukungan finansial dan karier menjadi elemen kunci agar 

program reskilling efektif. Subsidi kursus, insentif internal, atau 

pengakuan formal atas kompetensi baru mendorong pekerja untuk 
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berinvestasi dalam pengembangan diri, serta mengurangi beban 

pribadi bagi mereka yang terdampak transisi peran (ILO, 2023). 

Organisasi juga harus memastikan bahwa proses reskilling tidak hanya 

menguntungkan kelompok yang sudah memiliki akses terhadap 

pendidikan atau teknologi, tetapi inklusif bagi semua pekerja. Hal ini 

penting agar prinsip just transition dapat diterapkan, yaitu transisi 

yang adil, menciptakan pekerjaan layak, dan tidak meninggalkan 

pekerja rentan (UN Global Compact, 2022). 

Mapping keterampilan dan identifikasi peran kritis menjadi 

landasan strategi reskilling. Dengan pemetaan yang tepat, organisasi 

dapat menentukan program pelatihan yang sesuai kebutuhan, me-

minimalkan kesenjangan keterampilan, dan meningkatkan mobilitas 

internal pekerja ke peran yang relevan (Rodriguez & Chen, 2023). 

Kolaborasi lintas fungsi juga mendukung efektivitas program 

upskilling dan reskilling. Tim HR, unit bisnis, dan manajemen senior 

perlu bekerja sama untuk memastikan materi pelatihan relevan, 

prioritas sesuai risiko pekerjaan, dan penerapan kompetensi baru 

dalam proyek nyata agar hasil belajar langsung berdampak pada 

kinerja (McKinsey & Company, 2023). 

Penggunaan teknologi digital, seperti learning management 

system, microlearning, dan AI-driven recommendation, memungkin-

kan pekerja mengakses materi secara fleksibel dan sesuai kebutuhan. 

Namun, pengawasan manusia tetap diperlukan agar program 

pembelajaran tetap inklusif, relevan, dan bebas bias (Naoum et al., 

2026). Evaluasi keberhasilan program upskilling dan reskilling penting 

dilakukan secara teratur. Metrik seperti tingkat partisipasi, penerapan 

keterampilan baru, retensi talenta, dan dampak terhadap kinerja 

organisasi dapat membantu menyesuaikan kurikulum dan metode 

pembelajaran agar lebih efektif dan berkelanjutan (Deloitte, 2023). 

Upskilling dan reskilling menjadi fondasi keberlanjutan HRM dan 

strategi bisnis untuk menghadapi dunia kerja masa depan. Dengan 

memprioritaskan pekerja terdampak, mengintegrasikan teknologi 

pembelajaran, dan menerapkan prinsip just transition, organisasi 

dapat menjaga daya saing, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan 
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memastikan transisi yang adil di tengah perubahan ekonomi, digital, 

dan lingkungan. 

Digital learning dalam organisasi global 

Digital learning telah menjadi komponen penting dalam 

pengembangan kompetensi di organisasi global. Dengan memanfaat-

kan teknologi, pembelajaran dapat dijangkau lintas negara secara 

efisien, mengurangi biaya perjalanan dan logistik, serta memungkin-

kan pekerja belajar kapan saja dan di mana saja. Platform learning 

management system, microlearning, virtual classroom, simulasi, dan 

AI-enabled learning menjadi media utama untuk mempercepat 

distribusi materi dan meningkatkan aksesibilitas pembelajaran 

(Gartner, 2022). Keunggulan digital learning tidak hanya pada 

efisiensi, tetapi juga pada skalabilitas. Organisasi dapat me-

nyampaikan materi yang sama ke ribuan pekerja di lokasi berbeda 

secara serentak. Hal ini sangat relevan untuk program upskilling dan 

reskilling yang harus menjangkau berbagai unit bisnis dan wilayah, 

memastikan keseragaman pengetahuan inti di seluruh organisasi 

(World Economic Forum, 2025). 

Digital learning perlu dirancang dengan prinsip inklusi. Akses 

terhadap perangkat teknologi, koneksi internet, bahasa yang diguna-

kan, zona waktu, serta kebutuhan disabilitas harus diperhatikan agar 

seluruh pekerja dapat berpartisipasi tanpa hambatan. Deloitte (2023) 

menekankan bahwa inklusi digital menjadi faktor kritis keberhasilan 

pembelajaran global dan pengembangan talenta. Kualitas digital 

learning tidak ditentukan oleh banyaknya modul atau durasi program, 

tetapi oleh relevansi materi, kesempatan praktik, feedback, dan 

dukungan manajer. Konten yang terlalu teoretis atau pasif, seperti 

video panjang tanpa interaksi, sulit mengubah perilaku atau me-

ningkatkan kompetensi nyata (McKinsey & Company, 2023). 

Pembelajaran lebih efektif bila dikaitkan dengan proyek nyata, 

indikator kinerja, komunitas praktik, dan coaching. Pekerja yang 

dapat menerapkan materi langsung ke tugas sehari-hari lebih mudah 

memahami konteks, mengasah keterampilan, dan merasakan dampak 
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nyata dari pembelajaran (Rodriguez & Chen, 2023). Simulasi berbasis 

digital menjadi salah satu metode efektif untuk melatih kemampuan 

problem solving, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Dengan 

menghadirkan skenario dunia nyata, pekerja dapat bereksperimen 

tanpa risiko nyata, mempercepat pemahaman, dan meningkatkan 

kesiapan menghadapi tantangan di lapangan (Naoum et al., 2026). 

Dalam organisasi global, konten inti dapat distandarkan untuk 

memastikan pemahaman konsep utama yang seragam. Namun, 

contoh kasus, diskusi, dan studi kasus perlu dilokalkan sesuai konteks 

sosial, budaya, ekonomi, dan regulasi setempat agar relevan bagi 

pekerja di tiap wilayah (World Economic Forum, 2025). Integrasi AI 

dalam digital learning dapat mempersonalisasi pengalaman belajar, 

memberikan rekomendasi modul yang sesuai keterampilan dan 

kebutuhan pekerja, serta menilai kemajuan secara otomatis. Namun, 

pengawasan manusia tetap penting untuk memastikan materi relevan, 

bebas bias, dan sesuai prinsip inklusi (Naoum et al., 2026). 

Dukungan manajer atau coach menjadi faktor kunci agar digital 

learning tidak hanya menjadi aktivitas mandiri. Dengan bimbingan, 

feedback reguler, dan pengakuan terhadap penerapan pembelajaran, 

pekerja lebih termotivasi dan mampu mentransfer ilmu ke pekerjaan 

nyata, meningkatkan dampak organisasi secara langsung (Deloitte, 

2023). Komunitas praktik digital memungkinkan pekerja berbagi 

pengalaman, membahas tantangan, dan belajar dari keberhasilan 

maupun kegagalan rekan sejawat. Interaksi ini menumbuhkan 

kolaborasi, inovasi, dan transfer pengetahuan yang tidak bisa dicapai 

hanya melalui modul digital pasif (McKinsey & Company, 2023). 

Digital learning juga mendukung pembelajaran lintas generasi, 

mengintegrasikan pekerja senior dan muda dalam proses yang sama. 

Dengan desain yang inklusif dan relevan, semua pekerja dapat 

meningkatkan kompetensi, memahami perubahan teknologi dan 

regulasi, serta beradaptasi dengan strategi sustainability dan 

digitalisasi organisasi (Rodriguez & Chen, 2023). Digital learning 

dalam organisasi global harus dipandang sebagai ekosistem 

pembelajaran berkelanjutan, bukan sekadar modul daring. Integrasi 
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konten inti, lokalisasi kasus, simulasi, coaching, komunitas praktik, 

serta dukungan manajer dan teknologi AI yang inklusif akan 

memastikan pembelajaran efektif, relevan, dan berdampak nyata pada 

kinerja dan keberlanjutan organisasi. 

Kepemimpinan berkelanjutan 

Kepemimpinan berkelanjutan adalah kemampuan untuk me-

mimpin kinerja organisasi sambil menjaga dampak manusia dan 

lingkungan. Pemimpin yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada 

pencapaian target finansial, tetapi juga mempertimbangkan apakah 

cara mencapai target tersebut etis, aman, inklusif, dan dapat 

dipertahankan dalam jangka panjang (Gonzalez et al., 2022). 

Pemimpin berkelanjutan dihadapkan pada dilema yang 

kompleks, seperti trade-off antara pengurangan biaya jangka pendek 

dan investasi pada pembelajaran serta pengembangan karyawan 

jangka panjang. Kemampuan untuk menyeimbangkan kepentingan 

bisnis, sosial, dan lingkungan menjadi inti dari keberhasilan ke-

pemimpinan berkelanjutan (World Economic Forum, 2025). HR 

memiliki peran penting dalam memasukkan sustainability compe-

tencies ke dalam model kompetensi kepemimpinan. Kompetensi ini 

meliputi berpikir sistemik, pengambilan keputusan etis, kemampuan 

dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, manajemen trade-off, 

serta pemahaman dampak sosial dan lingkungan dari keputusan 

bisnis (Rodriguez & Chen, 2023). 

Assessment center dan program talent review menjadi sarana 

penting untuk menilai pemimpin berdasarkan kompetensi keber-

lanjutan. Penilaian tidak hanya melihat hasil finansial, tetapi juga 

kualitas tim, kesejahteraan karyawan, pengembangan keterampilan, 

serta inklusi dalam tim dan organisasi (Deloitte, 2023). Succession 

planning yang berfokus pada sustainability memastikan generasi 

pemimpin berikutnya memiliki kemampuan untuk memimpin 

dengan integritas, berorientasi pada ESG, dan mampu menyeimbang-

kan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini membantu 
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organisasi membangun pipeline pemimpin yang siap menghadapi 

kompleksitas masa depan (McKinsey & Company, 2023). 

Pemimpin berkelanjutan juga harus mampu menumbuhkan 

budaya organisasi yang mendukung praktik berkelanjutan. Dengan 

memberikan contoh nyata, mereka dapat menanamkan nilai-nilai etis, 

inklusif, dan inovatif, sehingga setiap anggota tim terdorong untuk 

berkontribusi pada tujuan jangka panjang organisasi (World 

Economic Forum, 2025). Indikator kinerja pemimpin berkelanjutan 

meliputi kualitas tim, keselamatan kerja, tingkat engagement 

karyawan, pengembangan orang, integritas data, dan kontribusi 

terhadap target ESG. Mengukur kinerja melalui indikator non-

finansial membantu organisasi menilai keberhasilan kepemimpinan 

secara holistik (Gonzalez et al., 2022). 

Pemimpin berkelanjutan juga harus mampu beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan eksternal, seperti transformasi digital, transisi 

hijau, dan pergeseran regulasi. Kemampuan fleksibilitas, inovasi, dan 

pembelajaran berkelanjutan menjadi prasyarat agar keputusan yang 

diambil tetap relevan dan berkelanjutan (Rodriguez & Chen, 2023). 

HR perlu memastikan program pengembangan pemimpin meng-

integrasikan pelatihan formal, coaching, mentoring, serta pengalaman 

lintas fungsi yang menguatkan sustainability competencies. Pen-

dekatan ini memungkinkan pemimpin belajar dari kasus nyata dan 

menerapkan prinsip keberlanjutan secara praktis dalam pekerjaan 

sehari-hari (Deloitte, 2023). 

Kepemimpinan berkelanjutan juga berperan dalam mendukung 

inklusi dan keadilan dalam organisasi. Pemimpin yang sadar 

keberlanjutan memprioritaskan kesempatan yang setara, meminimal-

kan bias, dan memastikan keputusan strategis tidak meninggalkan 

kelompok rentan atau memunculkan ketimpangan sosial (World 

Economic Forum, 2025). 

Dengan menanamkan prinsip sustainability ke dalam 

kepemimpinan, organisasi dapat memastikan keputusan yang diambil 

tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mendukung 

pengembangan karyawan, menjaga keselamatan, meningkatkan 



 

Global Sustainable HRM    |    83 

reputasi, dan memenuhi tanggung jawab sosial-lingkungan (McKinsey 

& Company, 2023). Kepemimpinan berkelanjutan menjadi mesin 

budaya organisasi. Pemimpin yang mengedepankan kompetensi 

keberlanjutan membentuk lingkungan kerja yang etis, inklusif, 

adaptif, dan inovatif, memastikan organisasi dapat tumbuh dengan 

tanggung jawab dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan 

planet secara keseluruhan. 

Pengembangan budaya belajar lintas negara 

Pengembangan budaya belajar lintas negara menjadi tantangan 

strategis bagi organisasi global. Budaya belajar yang efektif 

membutuhkan keseimbangan antara arah global dan kearifan lokal. 

Nilai-nilai universal seperti curiosity, psychological safety, knowledge 

sharing, dan continuous improvement dapat diterapkan di seluruh 

organisasi sebagai prinsip dasar pembelajaran (World Economic 

Forum, 2025). Meskipun nilai global dapat distandarkan, cara 

penerapannya harus disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Cara 

bertanya, memberi umpan balik, berdebat, atau mengakui kesalahan 

berbeda antar negara. Organisasi perlu menghormati norma sosial dan 

praktik komunikasi lokal agar pembelajaran tetap efektif tanpa 

menimbulkan ketidaknyamanan atau konflik budaya (Deloitte, 2023). 

HR memiliki peran penting dalam menyiapkan fasilitator, 

manajer, dan materi yang peka budaya. Pelatihan bagi fasilitator dan 

manajer yang memahami konteks lokal memungkinkan mereka 

membimbing pekerja dengan cara yang sesuai, menjaga keterlibatan, 

dan mendukung transfer pengetahuan yang lebih baik (Gonzalez et 

al., 2022). Budaya belajar lintas negara juga memerlukan desain 

pembelajaran yang inklusif. Materi harus dapat diakses oleh semua 

pekerja, mempertimbangkan perbedaan bahasa, zona waktu, pe-

rangkat teknologi, dan kebutuhan disabilitas. Pendekatan ini me-

mastikan setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi dan berkembang (McKinsey & Company, 2023). 

Pengembangan budaya belajar tidak hanya soal penyampaian 

materi, tetapi juga praktik. Pekerja perlu didorong untuk bertanya, 
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berbagi pengalaman, mengajukan ide, dan belajar dari kesalahan. 

World Economic Forum (2025) menekankan bahwa psychological 

safety adalah fondasi agar pekerja merasa aman mengekspresikan 

gagasan tanpa takut dihukum atau dihakimi. Organisasi juga dapat 

menggunakan komunitas praktik lintas negara untuk memperkuat 

budaya belajar. Dengan interaksi antar pekerja dari berbagai lokasi, 

mereka dapat bertukar perspektif, belajar dari pengalaman nyata, dan 

membangun jaringan pengetahuan yang luas (Rodriguez & Chen, 

2023). 

Budaya belajar lintas negara harus dibangun sebagai ekosistem 

berkelanjutan. Integrasi coaching, mentoring, proyek lintas fungsi, 

dan rotasi kerja membantu pekerja menerapkan pembelajaran dalam 

pekerjaan nyata dan memperkuat keterampilan praktis yang relevan 

(Deloitte, 2023). Pengukuran berbasis data menjadi elemen penting 

untuk mendukung budaya belajar. Organisasi dapat memantau 

learning participation, completion rates, skill proficiency, internal 

mobility, learning transfer, dan dampak pembelajaran terhadap KPI 

bisnis atau target ESG (Gartner, 2022). Data ini membantu HR 

menyesuaikan kurikulum, metode, dan dukungan bagi pekerja. 

Namun, data pembelajaran harus digunakan secara adil dan 

inklusif. Pekerja yang memiliki akses terbatas atau menghadapi 

kendala teknis tidak boleh dihukum atau diberi penilaian negatif. 

Analitik pembelajaran berkelanjutan harus mendukung pengambilan 

keputusan yang adil, memperbaiki gap, dan memfasilitasi pertumbuh-

an tanpa memperbesar ketimpangan (Naoum et al., 2026). Digital 

learning dapat mendukung budaya belajar lintas negara dengan 

menyediakan akses fleksibel, simulasi interaktif, platform 

microlearning, dan AI-enabled recommendation. Namun, teknologi 

harus dipadukan dengan bimbingan manusia, coaching, dan fasilitasi 

lintas budaya agar pembelajaran efektif dan relevan (World Economic 

Forum, 2025). 

Pelatihan manajer dan fasilitator lintas negara menjadi kunci 

keberhasilan. Mereka berperan menyesuaikan materi, memonitor 

partisipasi, memberi feedback yang sensitif budaya, dan memastikan 
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pekerja dapat menerapkan pembelajaran dalam konteks lokal masing-

masing (McKinsey & Company, 2023). Secara keseluruhan, pe-

ngembangan budaya belajar lintas negara memerlukan integrasi nilai 

global, adaptasi lokal, ekosistem pembelajaran yang inklusif, dan 

analitik berkelanjutan yang adil. Organisasi yang berhasil menerapkan 

prinsip ini dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan 

inovasi pekerja, sekaligus memperkuat keberlanjutan organisasi di 

tingkat global. 
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anajemen kinerja adalah mekanisme organisasi untuk me-

nerjemahkan strategi menjadi perilaku, hasil, dan pembelajar-

an. Dalam Sustainable HRM, manajemen kinerja tidak boleh hanya 

menekan pencapaian target jangka pendek, tetapi harus memastikan 

cara mencapai target sesuai nilai, etika, keselamatan, kesejahteraan, 

dan keberlanjutan. Bab ini membahas KPI ESG, penilaian nilai dan 

perilaku, feedback, coaching, serta tantangan pengukuran global. 

Manajemen kinerja berbasis keberlanjutan 

Manajemen kinerja berbasis keberlanjutan adalah pendekatan 

yang mengintegrasikan target bisnis dengan dampak manusia, sosial, 

dan lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa pencapaian target 

finansial tidak boleh mengorbankan keselamatan, kualitas kerja, atau 

prinsip etika dalam organisasi (Gonzalez et al., 2022). 

Dalam praktiknya, manajer produksi tidak hanya dinilai berdasar-

kan output dan biaya, tetapi juga pada keselamatan tim, efisiensi 

energi, pengurangan limbah, pelatihan karyawan, dan tingkat parti-

sipasi anggota tim dalam proyek. Pendekatan ini memastikan bahwa 

kinerja operasional berjalan seimbang dengan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan (Rodriguez & Chen, 2023). 

Manajer penjualan juga dinilai lebih dari sekadar revenue atau 

jumlah transaksi. Kualitas hubungan dengan pelanggan, etika pen-

jualan, kepatuhan regulasi, dan kepuasan pelanggan menjadi 

indikator penting dalam manajemen kinerja yang berkelanjutan. Hal 

ini mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai organisasi dan 

menjaga reputasi jangka panjang (World Economic Forum, 2025). 

Sustainable performance management membantu mencegah moral 

hazard. Jika sistem reward hanya menghargai hasil finansial, karyawan 

mungkin terdorong mengabaikan keselamatan, kualitas produk, atau 

integritas etika untuk mencapai target jangka pendek (Deloitte, 2023). 

Dengan indikator perilaku yang jelas, organisasi dapat me- 

nyeimbangkan pencapaian hasil dan kualitas tindakan. 

Indikator kinerja dalam manajemen berbasis keberlanjutan harus 

mencakup dua dimensi: outcome dan behavior. Outcome mencakup 

M 
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hasil finansial dan target operasional, sedangkan behavior meliputi 

kepatuhan terhadap prosedur, etika, keselamatan, kolaborasi, dan 

kontribusi terhadap tujuan ESG (McKinsey & Company, 2023). Orga-

nisasi perlu menjelaskan kepada karyawan bahwa target keberlanjutan 

bukanlah beban tambahan, melainkan bagian integral dari definisi 

kinerja yang baik. Transparansi dalam penilaian dan komunikasi yang 

jelas meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap tujuan 

jangka panjang (Gartner, 2022). 

Manajemen kinerja berbasis keberlanjutan juga harus didukung 

oleh pelatihan dan coaching. Karyawan perlu memahami bagaimana 

indikator perilaku diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, bagaimana 

dampaknya terhadap lingkungan dan tim, serta bagaimana meng-

optimalkan pencapaian target secara etis (Rodriguez & Chen, 2023). 

Penggunaan sistem digital dalam manajemen kinerja dapat me-

ningkatkan akurasi dan transparansi. Dashboard kinerja yang me-

nampilkan hasil finansial, keberlanjutan, dan perilaku memungkinkan 

manajemen dan karyawan memantau progres secara real-time dan 

mengambil tindakan korektif bila diperlukan (Naoum et al., 2026). 

Sustainable performance management juga mendukung budaya 

organisasi yang bertanggung jawab. Dengan menekankan ke-

seimbangan antara hasil dan perilaku, karyawan terdorong untuk 

membuat keputusan yang mempertimbangkan dampak sosial, 

lingkungan, dan etika, bukan sekadar target bisnis (World Economic 

Forum, 2025). Evaluasi kinerja berbasis keberlanjutan memerlukan 

feedback yang berkesinambungan. Umpan balik rutin, coaching, dan 

review hasil membantu karyawan memperbaiki perilaku, meningkat-

kan kompetensi, dan menyesuaikan strategi kerja agar selaras dengan 

tujuan organisasi yang berkelanjutan (Deloitte, 2023). 

Indikator keberlanjutan dalam kinerja dapat meliputi pe-

ngurangan emisi, penggunaan energi efisien, kepatuhan hukum dan 

regulasi, partisipasi dalam program pelatihan, serta kepuasan dan 

engagement tim. Pengukuran yang terstruktur memungkinkan 

organisasi menilai dampak nyata dari praktik berkelanjutan dan me-

ngaitkannya dengan reward dan recognition (McKinsey & Company, 
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2023). Manajemen kinerja berbasis keberlanjutan menjadikan kinerja 

organisasi lebih holistik. Dengan menggabungkan indikator finansial, 

perilaku, dan keberlanjutan, organisasi dapat mendorong karyawan 

bertindak secara etis, menjaga kualitas, meningkatkan kesejahteraan 

tim, dan berkontribusi pada tujuan sosial dan lingkungan jangka 

panjang. 

Penilaian kinerja berbasis nilai dan perilaku 

Penilaian kinerja berbasis nilai dan perilaku menekankan bahwa 

nilai organisasi harus diterjemahkan menjadi perilaku yang dapat 

diamati dan diukur. Nilai-nilai inti seperti keberlanjutan, integritas, 

kolaborasi, dan inovasi tidak cukup dijadikan slogan; mereka harus 

tercermin dalam tindakan sehari-hari karyawan dan keputusan yang 

diambil dalam pekerjaan (Gonzalez et al., 2022). 

Sebagai contoh, nilai keberlanjutan dapat diwujudkan melalui pe-

ngurangan pemborosan, pertimbangan dampak terhadap stake-

holder, pelaporan risiko secara transparan, berbagi pengetahuan, serta 

penghormatan terhadap keberagaman. Penilaian perilaku membantu 

organisasi memastikan bahwa cara bekerja konsisten dengan nilai, 

bukan hanya fokus pada hasil akhir seperti profit atau target 

kuantitatif (Rodriguez & Chen, 2023). 

Penilaian perilaku memungkinkan manajer dan HR meng-

identifikasi gap antara niat dan praktik nyata. Dengan mengamati 

perilaku sehari-hari, organisasi dapat memberikan feedback yang 

spesifik, membimbing pengembangan keterampilan, dan me-

nyesuaikan strategi untuk memperkuat budaya yang diinginkan 

(Deloitte, 2023). Penilaian perilaku harus dilakukan secara hati-hati 

agar tidak menjadi subjektif atau bias budaya. Perilaku yang dianggap 

inovatif atau kolaboratif dalam satu konteks budaya dapat berbeda 

interpretasinya di negara lain. Oleh karena itu, HR perlu memastikan 

mekanisme penilaian yang adil dan konsisten di seluruh organisasi 

global (World Economic Forum, 2025). 

Panduan perilaku menjadi alat penting untuk mengurangi 

subjektivitas. HR harus menyediakan contoh perilaku yang jelas, 
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indikator bukti yang dapat diamati, dan deskripsi standar agar 

manajer memiliki acuan yang seragam dalam menilai karyawan 

(McKinsey & Company, 2023). Kalibrasi antar manajer merupakan 

langkah tambahan untuk memastikan konsistensi penilaian. Dengan 

diskusi lintas tim dan review bersama, bias individu dapat diminimal-

kan, sehingga penilaian perilaku lebih objektif dan transparan 

(Gartner, 2022). 

Mekanisme keberatan atau appeal juga perlu tersedia bagi 

karyawan. Jika karyawan merasa penilaian tidak adil atau dipengaruhi 

bias budaya, mereka dapat menyampaikan keberatan yang akan 

ditinjau secara objektif oleh HR atau panel independen (Deloitte, 

2023). Dalam organisasi global, perilaku seperti asertif, kolaboratif, 

atau inovatif dapat diekspresikan berbeda di tiap budaya. Misalnya, 

komunikasi langsung mungkin diterima di satu negara tetapi 

dianggap agresif di negara lain. Oleh karena itu, rubrik penilaian harus 

peka konteks budaya, namun tetap mengacu pada prinsip dan nilai 

inti organisasi (Rodriguez & Chen, 2023). 

Integrasi teknologi dapat mendukung penilaian perilaku berbasis 

nilai. Platform manajemen kinerja digital memungkinkan pencatatan 

contoh perilaku, feedback 360 derajat, dan analisis tren perilaku 

karyawan, sehingga HR dapat mengidentifikasi pola dan area yang 

perlu diperkuat (Naoum et al., 2026). Pelatihan manajer menjadi 

elemen kunci agar penilaian perilaku akurat. Manajer perlu dilatih 

memahami indikator perilaku, peka terhadap konteks budaya, serta 

mampu memberikan feedback konstruktif yang mendorong pe-

ngembangan karyawan sesuai nilai organisasi (Gonzalez et al., 2022). 

Penilaian perilaku yang efektif juga harus dikaitkan dengan 

reward dan recognition. Pengakuan atas perilaku yang sesuai nilai, 

seperti kolaborasi lintas tim atau inisiatif keberlanjutan, memperkuat 

budaya organisasi dan mendorong pengulangan perilaku positif 

(World Economic Forum, 2025). Secara keseluruhan, penilaian kinerja 

berbasis nilai dan perilaku membantu organisasi memastikan 

konsistensi antara cara bekerja dan tujuan strategis. Dengan rubrik 

yang jelas, kalibrasi antar manajer, mekanisme keberatan, dan 
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sensitivitas lintas budaya, organisasi dapat menilai karyawan secara 

adil, mendorong pengembangan perilaku yang diinginkan, dan 

memperkuat budaya yang berkelanjutan. 

Feedback berkelanjutan dan coaching 

Feedback berkelanjutan menggantikan pendekatan penilaian 

tahunan yang terlalu lambat. Dalam lingkungan yang cepat berubah, 

karyawan membutuhkan umpan balik rutin tentang prioritas, 

perilaku, risiko, dan pembelajaran. Coaching membantu karyawan 

memahami gap kinerja, merancang tindakan, dan menjaga motivasi. 

Feedback berkelanjutan menjadi pendekatan kunci dalam manajemen 

kinerja modern, menggantikan model penilaian tahunan yang lambat 

dan kurang responsif terhadap perubahan cepat di organisasi. Dengan 

umpan balik rutin, karyawan mendapatkan informasi mengenai 

prioritas, perilaku, risiko, dan pembelajaran yang relevan secara real-

time, sehingga dapat menyesuaikan tindakan mereka secara cepat 

(Deloitte, 2023). 

Coaching melengkapi feedback dengan memberikan panduan 

praktis bagi karyawan untuk memahami gap kinerja, merancang 

rencana tindakan, dan menjaga motivasi agar tetap tinggi. Pendekatan 

ini menekankan pengembangan individu, bukan sekadar evaluasi atau 

kontrol kinerja (Gonzalez et al., 2022). Coaching tidak hanya me-

nekankan bagaimana mencapai target bisnis, tetapi juga bagaimana 

melakukannya dengan mempertahankan energi, keseimbangan 

hidup, keselamatan, dan kualitas hubungan kerja. Hal ini menekankan 

pentingnya kinerja yang berkelanjutan baik dari sisi hasil maupun 

perilaku (World Economic Forum, 2025). 

Manajer perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda burnout, 

konflik interpersonal, diskriminasi, atau hambatan belajar yang 

mungkin dihadapi karyawan. Dengan kemampuan ini, mereka dapat 

memberikan intervensi yang tepat, mencegah dampak negatif 

terhadap kinerja, dan menjaga kesejahteraan tim secara keseluruhan 

(Rodriguez & Chen, 2023). Feedback yang manusiawi dan berbasis 

observasi nyata membantu menjadikan manajemen kinerja sebagai 
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proses pengembangan. Karyawan merasa didengar dan dihargai, 

sehingga lebih termotivasi untuk beradaptasi, belajar, dan me-

ningkatkan kontribusi mereka (McKinsey & Company, 2023). 

Pendekatan ini juga memungkinkan penguatan budaya belajar 

berkelanjutan. Melalui feedback dan coaching, pekerja dapat me-

mahami bagaimana perilaku mereka berdampak pada hasil organisasi, 

rekan kerja, dan tujuan ESG, sekaligus mengidentifikasi area untuk 

perbaikan atau pengembangan kompetensi baru (Naoum et al., 2026). 

Coaching lintas fungsi menjadi strategi efektif untuk organisasi global. 

Dengan dukungan manajer atau fasilitator dari berbagai lokasi, 

karyawan dapat belajar dari pengalaman nyata, berbagi praktik ter-

baik, dan memahami konteks lokal maupun global yang mem-

pengaruhi pekerjaan mereka (Deloitte, 2023). 

Digital learning dan teknologi komunikasi dapat memperkuat 

feedback berkelanjutan. Platform manajemen kinerja digital, 

dashboard, dan notifikasi real-time memungkinkan feedback diberi-

kan secara cepat dan terdokumentasi, sehingga tindak lanjut dapat 

dilakukan secara sistematis (Gartner, 2022). Selain kinerja teknis, 

coaching juga menekankan pengembangan soft skills, seperti kola-

borasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan kepemimpinan diri. Hal 

ini penting untuk memastikan karyawan mampu bekerja secara efektif 

dalam tim yang beragam dan lintas lokasi (Rodriguez & Chen, 2023). 

Feedback berkelanjutan mendukung adaptasi terhadap per-

ubahan lingkungan kerja yang cepat, seperti transformasi digital, 

transisi hijau, atau perubahan regulasi. Karyawan dapat menyesuaikan 

perilaku dan strategi kerja mereka secara proaktif, meningkatkan 

kesiapan organisasi menghadapi tantangan baru (World Economic 

Forum, 2025). Evaluasi dampak feedback dan coaching harus berbasis 

data, namun tetap manusiawi. HR dapat memantau partisipasi, 

perbaikan kinerja, retensi, dan engagement, tetapi feedback tidak 

boleh digunakan untuk menghukum karyawan yang menghadapi 

kendala akses atau konteks lokal yang berbeda (McKinsey & Company, 

2023). 



 

94    |    Strategi Pengelolaan SDM Berkelanjutan di Era Global 

Feedback berkelanjutan dan coaching menjadikan manajemen 

kinerja sebagai proses pengembangan yang holistik. Dengan pen-

dekatan ini, karyawan mendapatkan panduan untuk mencapai target 

secara etis dan berkelanjutan, organisasi menjaga kualitas dan 

kesejahteraan tim, serta budaya kerja menjadi adaptif, inklusif, dan 

berfokus pada pembelajaran. 

Keseimbangan antara target bisnis dan kesejahteraan 

karyawan 

Keseimbangan antara target bisnis dan kesejahteraan karyawan 

menjadi salah satu fokus utama manajemen kinerja berkelanjutan. 

Target yang terlalu agresif dapat mendorong karyawan bekerja di luar 

kapasitas normal, sehingga mengorbankan kesehatan fisik dan mental 

mereka. Risiko ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga 

pada produktivitas dan retensi organisasi secara keseluruhan (WHO, 

2022). 

Organisasi perlu menilai apakah target yang ditetapkan realistis 

dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Beban kerja 

yang berlebihan, tenggat waktu yang tidak wajar, dan ekspektasi 

multitasking tinggi dapat menimbulkan stres kronis, burnout, serta 

penurunan kinerja jangka panjang (Gonzalez et al., 2022). 

WHO (2022) menekankan pentingnya pencegahan risiko psiko-

sosial di tempat kerja dan promosi kesehatan mental. Depresi dan 

kecemasan yang tidak ditangani diperkirakan menimbulkan kerugian 

produktivitas global yang signifikan, sehingga kesejahteraan karyawan 

menjadi faktor strategis dalam pencapaian target bisnis. 

Keseimbangan target bukan berarti menurunkan standar kinerja, 

tetapi memastikan pencapaian target dilakukan secara berkelanjutan. 

Pekerja yang merasa sehat, termotivasi, dan didukung cenderung 

menghasilkan kinerja yang lebih stabil dan inovatif dibandingkan 

pekerja yang hanya terdorong oleh tekanan target jangka pendek 

(Rodriguez & Chen, 2023). 
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HR dapat menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi 

risiko ketidakseimbangan kinerja, termasuk workload review, pulse 

survey, analisis overtime, data absensi, exit interview, dan diskusi tim. 

Informasi ini membantu mengidentifikasi unit atau individu yang 

secara konsisten bekerja di luar kapasitas normal (Deloitte, 2023). 

Jika satu unit selalu mencapai target dengan lembur tinggi dan 

turnover besar, hal ini menjadi sinyal bahwa sistem kinerja perlu 

dievaluasi. Evaluasi ini dapat mencakup redistribusi pekerjaan, 

penyesuaian target, atau penguatan dukungan dan sumber daya untuk 

tim tersebut (McKinsey & Company, 2023). 

Manajemen kinerja berbasis kesejahteraan juga harus memper-

timbangkan indikator non-finansial, seperti kepuasan kerja, enga-

gement, tingkat stres, dan kesehatan mental. Indikator ini dapat di-

ukur melalui survey rutin, sesi one-on-one, dan penilaian risiko 

psikososial yang sistematis (World Economic Forum, 2025). 

Pemimpin dan manajer berperan penting dalam menegakkan 

keseimbangan ini. Mereka perlu memantau beban kerja tim, me-

ngenali tanda-tanda burnout, dan memastikan bahwa pencapaian 

target tidak mengorbankan kualitas hidup karyawan (Rodriguez & 

Chen, 2023). 

Integrasi digital dapat membantu memonitor beban kerja dan 

kesejahteraan karyawan. Sistem manajemen kinerja digital dapat 

menampilkan data overtime, absensi, dan tingkat engagement secara 

real-time, memungkinkan HR dan manajer mengambil tindakan 

preventif sebelum masalah membesar (Gartner, 2022). 

Keseimbangan target bisnis dan kesejahteraan karyawan juga 

mendukung budaya organisasi yang sehat dan berkelanjutan. 

Organisasi yang memprioritaskan kesejahteraan pekerja me-

nunjukkan nilai etika dan tanggung jawab sosial, sekaligus 

meningkatkan loyalitas dan retensi talenta (Deloitte, 2023). 

Pelatihan manajer dalam manajemen beban kerja dan coaching 

berkelanjutan menjadi penting. Dengan bimbingan yang tepat, 

manajer dapat membantu karyawan mengatur prioritas, meng-
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optimalkan energi, dan tetap termotivasi tanpa harus mengorbankan 

kesehatan atau kesejahteraan tim (McKinsey & Company, 2023). 

Secara keseluruhan, pencapaian target bisnis yang berkelanjutan 

menuntut keseimbangan antara hasil dan kesejahteraan karyawan. 

Dengan memonitor workload, memperhatikan kesejahteraan mental, 

menggunakan data untuk pengambilan keputusan, dan me-

ngedepankan kepemimpinan yang sadar, organisasi dapat mencapai 

kinerja tinggi tanpa menimbulkan risiko burnout atau penurunan 

kualitas hidup karyawan. 

Tantangan pengukuran kinerja global 

Pengukuran kinerja global menghadirkan tantangan yang 

kompleks bagi organisasi multinasional. Perbedaan regulasi, budaya 

kerja, dan praktik HR di tiap negara memengaruhi bagaimana data 

kinerja dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan. Perbedaan ini 

membuat penyusunan KPI global memerlukan perhatian khusus agar 

adil, relevan, dan sesuai konteks (Gonzalez et al., 2022). Salah satu 

tantangan utama adalah perbedaan data yang tersedia. Negara 

tertentu membatasi pengumpulan data sensitif, seperti usia, gender, 

atau kesehatan mental, sementara negara lain memiliki akses yang 

lebih luas. Perbedaan ini memengaruhi konsistensi pengukuran dan 

perbandingan lintas negara (World Economic Forum, 2025). 

Budaya feedback yang berbeda juga menjadi hambatan. Di 

beberapa budaya, feedback langsung dan kritis dianggap wajar, 

sedangkan di budaya lain hal tersebut bisa dianggap tidak sopan atau 

menyinggung. HR perlu menyesuaikan metode pengumpulan umpan 

balik agar sesuai konteks budaya tanpa mengurangi integritas peng-

ukuran kinerja (Deloitte, 2023). Aturan privasi dan perlindungan data 

turut memengaruhi pengukuran kinerja. Beberapa yurisdiksi memiliki 

regulasi ketat terkait data karyawan, sehingga pengumpulan dan 

analisis KPI harus mematuhi hukum lokal. Hal ini menuntut 

organisasi menggunakan sistem yang fleksibel, aman, dan transparan 

(Naoum et al., 2026). 
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Hubungan industrial dan struktur kompensasi berbeda di tiap 

negara. Perbedaan kontrak kerja, standar lembur, dan sistem 

remunerasi dapat memengaruhi cara KPI diukur, misalnya target 

produktivitas atau retention rate. Tanpa penyesuaian, KPI global bisa 

tidak relevan atau menimbulkan ketidakadilan (Rodriguez & Chen, 

2023). Kematangan sistem HR di tiap negara juga memengaruhi 

kualitas data dan proses evaluasi. Negara dengan sistem HR digital 

yang maju memungkinkan pengumpulan data real-time dan dash-

board global, sedangkan negara dengan sistem manual menghadapi 

keterbatasan akurasi dan kecepatan analisis (Gartner, 2022). 

Untuk mengatasi tantangan ini, HR dapat menerapkan prinsip 

common core and local flexibility. Indikator inti, seperti keselamatan, 

turnover, partisipasi pelatihan, dan non-diskriminasi, diukur secara 

global dengan definisi minimum agar dapat dibandingkan antar 

negara (McKinsey & Company, 2023). Selain indikator inti, indikator 

lokal dapat ditambahkan sesuai risiko dan konteks negara. Misalnya, 

tingkat retensi di wilayah dengan kompetisi talenta tinggi atau 

kepatuhan terhadap regulasi lingkungan lokal menjadi tambahan 

indikator untuk relevansi lokal. Pendekatan ini memungkinkan 

fleksibilitas tanpa mengurangi standar global (Deloitte, 2023). 

Proses kalibrasi global menjadi kunci agar pengukuran adil dan 

seimbang. HR dapat mengadakan review lintas negara untuk 

menyesuaikan interpretasi KPI, menilai hasil secara proporsional, dan 

memastikan bahwa kinerja diukur dengan mempertimbangkan 

konteks lokal (World Economic Forum, 2025). Penggunaan teknologi 

digital dan dashboard global membantu harmonisasi data dan analisis 

lintas negara. Sistem ini memungkinkan visualisasi performa, 

pemantauan tren, dan identifikasi risiko secara real-time, sehingga 

mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang adil dan 

akurat (Gartner, 2022). 

Pelatihan manajer dan HR lokal menjadi penting agar mereka 

memahami definisi KPI global, prosedur kalibrasi, dan konteks lokal. 

Dengan pemahaman ini, manajer dapat memberikan feedback yang 

relevan, mendorong perbaikan kinerja, dan menegakkan keadilan 
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dalam penilaian (Rodriguez & Chen, 2023). Tantangan pengukuran 

kinerja global menuntut keseimbangan antara standar global dan 

konteks lokal. Dengan indikator inti yang jelas, fleksibilitas lokal, 

kalibrasi global, dan teknologi pendukung, organisasi dapat 

memastikan pengukuran kinerja yang adil, relevan, dan mendorong 

perbaikan berkelanjutan di seluruh negara tempat mereka beroperasi. 
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ompensasi adalah ekspresi konkret dari nilai organisasi terhadap 

kontribusi pekerja. Sistem reward dapat memperkuat keber-

lanjutan bila mendorong perilaku etis, keselamatan, pembelajaran, 

dan dampak positif. Sebaliknya, kompensasi yang tidak adil dapat 

memperbesar ketimpangan, menurunkan kepercayaan, dan merusak 

reputasi. Bab ini membahas sustainable compensation, living wage, 

reward ESG, benefit ramah keluarga dan lingkungan, kesehatan 

mental, work-life balance, serta etika kompensasi eksekutif. 

Sustainable compensation management 

Sustainable compensation management adalah pendekatan pe-

ngelolaan imbalan kerja yang adil, transparan, kompetitif, dan selaras 

dengan tujuan jangka panjang organisasi. Sistem ini memastikan 

bahwa imbalan tidak hanya menarik talenta, tetapi juga mendukung 

keberlanjutan organisasi dan kesejahteraan karyawan secara holistik 

(Gonzalez et al., 2022). 

Sistem kompensasi berkelanjutan mempertimbangkan market 

rate sekaligus kebutuhan hidup layak bagi karyawan. Dengan 

demikian, organisasi tidak hanya bersaing secara eksternal, tetapi juga 

memastikan karyawan mampu memenuhi kebutuhan dasar dan 

memiliki motivasi untuk bertahan jangka panjang (Deloitte, 2023). 

Kesetaraan internal dan pay equity menjadi komponen kunci. 

Organisasi perlu memastikan bahwa karyawan dengan tanggung 

jawab, pengalaman, dan kontribusi yang sebanding menerima 

imbalan yang setara. Hal ini mencegah ketimpangan internal yang 

dapat menurunkan moral dan engagement (Rodriguez & Chen, 2023). 

Risiko pekerjaan dan kontribusi terhadap keberlanjutan juga 

menjadi pertimbangan. Pekerjaan dengan risiko tinggi atau kontribusi 

langsung terhadap target ESG sebaiknya mendapatkan pengakuan 

yang memadai dalam struktur kompensasi, sehingga karyawan 

terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam strategi keberlanjutan 

organisasi (World Economic Forum, 2025). Kemampuan organisasi 

untuk menjaga keberlanjutan finansial juga memengaruhi desain 

kompensasi. Sistem imbalan harus dapat dipertahankan tanpa 

K 



 

Global Sustainable HRM    |    101 

mengorbankan stabilitas finansial perusahaan, sehingga memastikan 

kelangsungan pemberian kompensasi yang adil dalam jangka panjang 

(McKinsey & Company, 2023). 

Prinsip keadilan distributif, prosedural, dan informasional 

menjadi fondasi sustainable compensation management. Keadilan 

distributif berkaitan dengan besaran imbalan; keadilan prosedural 

berkaitan dengan transparansi dan objektivitas proses penetapan; 

sedangkan keadilan informasional terkait keterbukaan komunikasi 

mengenai alasan perbedaan kompensasi (Gartner, 2022). Karyawan 

yang tidak memahami dasar perbedaan upah atau bonus cenderung 

merasa tidak adil meskipun angka kompensasi kompetitif. Oleh 

karena itu, keterbukaan informasi dan komunikasi yang jelas menjadi 

kunci membangun kepercayaan dan mengurangi risiko persepsi 

ketidakadilan (Deloitte, 2023). 

Sustainable compensation management juga mencakup insentif 

jangka panjang. Bonus, saham, atau skema insentif berbasis keber-

lanjutan membantu mengaitkan kinerja individu atau tim dengan 

tujuan strategis jangka panjang, termasuk target ESG dan 

pengembangan organisasi (Rodriguez & Chen, 2023). Integrasi 

kompensasi dengan manajemen kinerja berkelanjutan penting untuk 

memastikan reward mencerminkan hasil dan perilaku. Indikator 

perilaku seperti kolaborasi, inovasi, kepemimpinan berkelanjutan, 

dan pengembangan tim sebaiknya dipertimbangkan selain hasil 

finansial atau target kuantitatif (World Economic Forum, 2025). 

Teknologi digital mendukung pengelolaan kompensasi secara adil 

dan transparan. Platform HR digital memungkinkan pencatatan, 

analisis, dan reporting yang akurat, serta memudahkan audit pay 

equity dan pengelolaan insentif lintas negara (Naoum et al., 2026). 

Sustainable compensation management juga mendukung inklusi dan 

keadilan lintas negara. Sistem harus memperhatikan perbedaan 

hukum ketenagakerjaan, standar hidup lokal, dan regulasi pajak agar 

semua karyawan, di manapun, diperlakukan adil dan kompetitif 

(McKinsey & Company, 2023). 
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Sustainable compensation management menciptakan sistem 

imbalan kerja yang adil, transparan, dan selaras dengan tujuan jangka 

panjang. Dengan memperhatikan keadilan distributif, prosedural, dan 

informasional, organisasi dapat membangun kepercayaan, me-

ningkatkan motivasi, mendukung kesejahteraan karyawan, dan 

memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. 

Living wage dan keadilan upah global 

Living wage adalah tingkat upah yang memungkinkan pekerja 

dan keluarganya memenuhi kebutuhan dasar secara layak, termasuk 

makanan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan, di-

sesuaikan dengan konteks lokal. Konsep ini menekankan kesejahtera-

an pekerja dan keadilan sosial, bukan sekadar kepatuhan terhadap 

upah minimum legal (Gonzalez et al., 2022). 

Dalam organisasi global, tantangan living wage sangat kompleks 

karena adanya variasi biaya hidup, standar upah minimum, kurs mata 

uang, inflasi, dan struktur pasar tenaga kerja yang berbeda di setiap 

negara. Perbedaan ini membuat penerapan living wage harus 

disesuaikan secara kontekstual agar efektif dan adil (Rodriguez & 

Chen, 2023). 

ILO menyoroti isu tren upah, ketimpangan upah, dan per-

tumbuhan upah riil dalam Global Wage Report 2024-25, yang me-

nekankan perlunya strategi pengupahan yang adil dan berkelanjutan 

bagi pekerja di seluruh dunia (ILO, 2024b). Data tersebut menunjuk-

kan bahwa banyak pekerja masih menerima upah yang tidak men-

cukupi kebutuhan dasar mereka, bahkan di negara dengan per-

tumbuhan ekonomi yang tinggi. 

HR perlu membedakan antara kepatuhan pada upah minimum 

legal dan komitmen terhadap living wage. Upah minimum sering kali 

berada di bawah kebutuhan hidup nyata, sehingga meskipun legal, 

tidak menjamin kesejahteraan pekerja (Deloitte, 2023). 

Organisasi dapat memulai dengan analisis gap antara upah 

aktual, upah minimum, dan living wage benchmark. Analisis ini 
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memungkinkan HR untuk mengidentifikasi kelompok pekerja yang 

berisiko menerima upah di bawah standar layak dan merancang 

rencana penyesuaian yang realistis dan bertahap (McKinsey & 

Company, 2023). 

Pendekatan living wage juga harus mempertimbangkan pekerja 

kontrak, pekerja sementara, dan pekerja pemasok, yang sering lebih 

rentan terhadap upah rendah dan kondisi kerja tidak adil. Perusahaan 

global perlu memastikan rantai pasoknya juga memenuhi standar 

upah layak agar komitmen keberlanjutan terpenuhi (World Economic 

Forum, 2025). 

Keadilan upah global menekankan prinsip equity, yaitu memasti-

kan pekerja dengan tanggung jawab, pengalaman, dan kontribusi 

sebanding menerima imbalan yang setara. Hal ini mengurangi risiko 

ketimpangan internal dan meningkatkan engagement serta loyalitas 

karyawan (Gartner, 2022). 

Selain besaran upah, transparansi dan komunikasi menjadi 

penting. Karyawan perlu memahami dasar perbedaan upah, mekanis-

me penyesuaian, dan indikator living wage yang digunakan 

perusahaan. Transparansi ini membangun kepercayaan dan me-

ngurangi persepsi ketidakadilan (Rodriguez & Chen, 2023). 

Analisis inflasi, kurs, dan biaya hidup lokal secara rutin menjadi 

bagian dari pengelolaan living wage. Dengan pemantauan periodik, 

HR dapat menyesuaikan upah agar tetap relevan dengan kondisi 

ekonomi lokal, termasuk dampak inflasi terhadap daya beli karyawan 

(ILO, 2024b). 

Integrasi living wage dengan sustainable compensation mana-

gement mendukung strategi HR berkelanjutan. Sistem kompensasi 

yang mempertimbangkan living wage, pay equity, kontribusi 

keberlanjutan, dan risiko pekerjaan membantu organisasi me-

nyeimbangkan kebutuhan bisnis dan kesejahteraan karyawan 

(Deloitte, 2023). 

Pelatihan manajer dan HR lokal menjadi kunci keberhasilan 

implementasi living wage. Mereka perlu memahami standar global 



 

104    |    Strategi Pengelolaan SDM Berkelanjutan di Era Global 

dan lokal, sensitivitas sosial, serta cara mengomunikasikan pe-

nyesuaian upah dengan cara yang adil dan manusiawi (McKinsey & 

Company, 2023). 

Secara keseluruhan, living wage dan keadilan upah global menjadi 

fondasi bagi HR berkelanjutan. Dengan memastikan pekerja me-

nerima upah yang layak sesuai konteks lokal, organisasi tidak hanya 

mematuhi hukum, tetapi juga mendukung kesejahteraan, keadilan 

sosial, dan keberlanjutan jangka panjang, sekaligus meningkatkan 

reputasi dan daya tarik perusahaan sebagai pemberi kerja (World 

Economic Forum, 2025). 

Reward berbasis kontribusi keberlanjutan 

Reward berbasis keberlanjutan menghubungkan penghargaan 

dan insentif dengan kontribusi karyawan terhadap target ESG 

(Environmental, Social, Governance) dan Sustainable Development 

Goals (SDGs). Pendekatan ini menekankan bahwa kinerja tidak hanya 

diukur dari hasil finansial, tetapi juga dari dampak sosial, lingkungan, 

dan etika yang dihasilkan (Gonzalez et al., 2022). 

Contoh praktik reward berbasis keberlanjutan meliputi bonus tim 

untuk pengurangan limbah, penghargaan ide efisiensi energi, 

pengakuan bagi pemimpin yang mendorong inklusi, insentif 

keselamatan, atau penghargaan untuk proyek sosial yang relevan 

dengan bisnis. Bentuk reward ini mendorong perilaku yang selaras 

dengan tujuan keberlanjutan organisasi (Rodriguez & Chen, 2023). 

Reward tidak selalu bersifat finansial. Pengakuan publik, kesempatan 

belajar, mobilitas karier, dan peningkatan visibilitas dalam organisasi 

juga menjadi bentuk penghargaan yang efektif untuk mendorong 

motivasi karyawan dan memperkuat budaya keberlanjutan (Deloitte, 

2023). 

Namun, reward berbasis ESG harus dirancang dengan hati-hati 

agar tidak menimbulkan manipulasi data atau pencapaian target 

semu. Indikator kinerja harus dapat diverifikasi, seimbang, dan tidak 

mendorong perilaku kontra-produktif, misalnya mengabaikan 
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keselamatan atau kualitas demi target jangka pendek (World 

Economic Forum, 2025). 

Misalnya, insentif untuk penurunan angka kecelakaan kerja tidak 

boleh membuat pekerja enggan melaporkan insiden atau near miss. 

Oleh karena itu, indikator leading seperti pelaporan near miss, audit 

perilaku aman, dan penyelesaian tindakan korektif perlu melengkapi 

indikator lagging agar reward mendorong perilaku yang benar dan 

berkelanjutan (Naoum et al., 2026). 

Integrasi reward berbasis keberlanjutan dengan manajemen 

kinerja memungkinkan organisasi menyeimbangkan hasil dan 

perilaku. Karyawan dapat melihat hubungan langsung antara 

kontribusi mereka terhadap tujuan keberlanjutan dan penghargaan 

yang diterima, sehingga meningkatkan engagement dan loyalitas 

(McKinsey & Company, 2023). 

Reward berbasis keberlanjutan juga mendorong inovasi. Dengan 

memberikan penghargaan atas ide yang meningkatkan efisiensi 

energi, mengurangi limbah, atau meningkatkan inklusi, organisasi 

menstimulasi karyawan untuk berpikir kreatif dan menghasilkan 

solusi yang berdampak positif bagi bisnis dan masyarakat (World 

Economic Forum, 2025). Transparansi menjadi faktor penting dalam 

implementasi reward ESG. Karyawan harus memahami kriteria 

penghargaan, indikator yang digunakan, dan mekanisme evaluasi 

sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku secara sadar dengan 

tujuan keberlanjutan organisasi (Gartner, 2022). 

Reward berbasis keberlanjutan juga perlu diperhatikan lintas 

negara. Organisasi global harus menyesuaikan mekanisme peng-

hargaan dengan konteks lokal, termasuk regulasi, budaya, dan 

ketersediaan sumber daya, tanpa mengurangi konsistensi indikator 

inti ESG di seluruh lokasi (Rodriguez & Chen, 2023). Pemimpin 

berperan penting dalam mendorong efektivitas reward. Mereka harus 

memberikan contoh perilaku yang selaras dengan nilai keberlanjutan, 

memberikan coaching, dan memastikan indikator ESG diinterpretasi-

kan secara etis dan konsisten di tim mereka (Gonzalez et al., 2022). 

Evaluasi keberhasilan reward berbasis keberlanjutan dapat dilakukan 



 

106    |    Strategi Pengelolaan SDM Berkelanjutan di Era Global 

melalui analisis dampak terhadap KPI bisnis, kepatuhan terhadap 

standar ESG, serta pengembangan kompetensi dan perilaku karyawan. 

Feedback rutin membantu menyesuaikan indikator dan mekanisme 

reward agar tetap relevan dan efektif (Deloitte, 2023). 

Reward berbasis kontribusi keberlanjutan menjadi alat strategis 

untuk mendorong karyawan berperilaku etis, inovatif, dan 

berkontribusi pada tujuan jangka panjang organisasi. Dengan desain 

indikator yang seimbang, transparan, dan verifiable, reward ini 

memperkuat budaya keberlanjutan dan mendukung pencapaian 

tujuan ESG dan SDGs secara berkelanjutan. 

Work-life balance dalam konteks global 

Work-life balance menjadi isu penting dalam manajemen sumber 

daya manusia, terutama di organisasi global yang menghadapi ke-

ragaman budaya, regulasi, teknologi, jenis pekerjaan, dan struktur 

keluarga. Keseimbangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahtera-

an individu, tetapi juga pada produktivitas, retensi, dan loyalitas 

karyawan (Gonzalez et al., 2022). 

Budaya kerja memengaruhi persepsi karyawan terhadap work-life 

balance. Di beberapa negara, jam kerja panjang dianggap norma dan 

loyalitas diukur dari kehadiran, sementara di negara lain fleksibilitas 

dan batas pribadi lebih dihargai. HR perlu memahami konteks lokal 

untuk merancang kebijakan yang efektif dan diterima di seluruh lokasi 

(World Economic Forum, 2025). Teknologi mempermudah fleksi-

bilitas, tetapi juga menimbulkan risiko jam kerja yang panjang dan 

keterikatan digital. Hybrid work dan remote working memungkinkan 

pekerja mengatur waktu lebih leluasa, tetapi jika tidak dikelola, dapat 

mengaburkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (Deloitte, 

2023). 

Jenis pekerjaan menjadi faktor penentu bentuk fleksibilitas. 

Pekerja kantor mungkin lebih mudah mengatur jadwal, sedangkan 

pekerja lapangan, shift, produksi, dan layanan pelanggan memerlukan 

pendekatan fleksibilitas lain, seperti pertukaran jadwal, prediktabilitas 

shift, akses cuti yang mudah, dan pengendalian lembur (McKinsey & 
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Company, 2023). Fleksibilitas yang adil harus diterapkan lintas fungsi 

agar tidak menjadi hak istimewa kelompok tertentu saja. Setiap 

pekerja, baik di kantor maupun lapangan, perlu memiliki kesempatan 

yang setara untuk menyesuaikan waktu kerja dengan kebutuhan 

pribadi dan keluarga (Rodriguez & Chen, 2023). 

Hybrid work membutuhkan norma komunikasi yang jelas. HR 

perlu menetapkan aturan terkait waktu kerja, hak untuk tidak selalu 

terhubung, dan desain rapat lintas zona waktu agar tidak membebani 

karyawan secara fisik maupun mental (Gartner, 2022). Dukungan 

ergonomi menjadi penting untuk pekerja jarak jauh. Peralatan kerja, 

kursi, meja, dan akses teknologi yang memadai membantu menjaga 

kesehatan fisik, meningkatkan produktivitas, dan meminimalkan 

risiko cedera atau kelelahan akibat postur kerja yang tidak tepat 

(Naoum et al., 2026). Fleksibilitas yang berkelanjutan harus 

meningkatkan otonomi pekerja tanpa menimbulkan isolasi sosial. HR 

perlu memfasilitasi interaksi tim, komunikasi rutin, mentoring, dan 

komunitas praktik untuk memastikan pekerja tetap terhubung dan 

mendukung kolaborasi lintas lokasi (World Economic Forum, 2025). 

Mekanisme pengendalian lembur dan monitoring beban kerja 

menjadi penting untuk mencegah burnout. Analisis data absensi, 

overtime, dan feedback karyawan membantu organisasi mengiden-

tifikasi unit atau individu yang menghadapi tekanan berlebihan, 

sehingga intervensi dapat dilakukan tepat waktu (Deloitte, 2023). 

Kebijakan cuti yang mudah diakses dan fleksibel mendukung 

work-life balance. Sistem cuti yang transparan, prediktabel, dan adil 

memungkinkan karyawan merencanakan waktu pribadi tanpa 

mengganggu operasional, dan mendukung budaya organisasi yang 

menghargai kesejahteraan (McKinsey & Company, 2023). Pelatihan 

manajer menjadi penting untuk mengimplementasikan work-life 

balance secara konsisten. Manajer harus mampu mengatur tim 

dengan adil, mengenali tanda-tanda kelelahan atau stres, serta 

mendorong praktik kerja yang sehat dan produktif (Rodriguez & Chen, 

2023). 
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Work-life balance dalam organisasi global menuntut pendekatan 

holistik yang mengintegrasikan budaya lokal, teknologi, fleksibilitas 

jenis pekerjaan, ergonomi, dan komunikasi lintas zona waktu. 

Fleksibilitas yang berkelanjutan meningkatkan otonomi, kesejahtera-

an, dan produktivitas karyawan tanpa mengorbankan kesehatan, 

hubungan sosial, atau komitmen terhadap tujuan organisasi. 
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BAB 9 

Digitalisasi, AI, dan Masa 

Depan Sustainable HRM 
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igitalisasi dan AI mengubah hampir seluruh proses HR: 

rekrutmen, onboarding, pembelajaran, performance mana-

gement, engagement, workforce planning, dan layanan karyawan. 

Teknologi dapat memperkuat Sustainable HRM melalui efisiensi, data, 

personalisasi, dan prediksi risiko. Namun, teknologi juga dapat 

memperbesar bias, pengawasan, ketimpangan, dan pelanggaran 

privasi. Bab ini membahas transformasi digital HR, people analytics, 

AI, remote-hybrid work, cybersecurity, dan masa depan kerja yang 

manusiawi. 

Digital HR transformation 

Digital HR transformation bukan sekadar mengganti formulir 

kertas menjadi aplikasi digital, tetapi merupakan proses mendesain 

ulang pengalaman karyawan, cara kerja HR, aliran data, dan 

pengambilan keputusan agar lebih cepat, transparan, mudah diakses, 

dan berbasis insight. Dalam konteks Sustainable HRM, transformasi 

digital harus membantu organisasi menciptakan layanan HR yang 

efisien tanpa menghilangkan sentuhan manusia, karena HR tetap 

berhubungan dengan kebutuhan, emosi, hak, dan kesejahteraan 

pekerja. Deloitte (2024) menekankan bahwa organisasi perlu 

menyeimbangkan hasil bisnis dan hasil manusia, karena kemajuan 

pada isu human capital berkaitan erat dengan pencapaian kinerja 

organisasi dan kesejahteraan pekerja.  

Digitalisasi HR menjadi semakin penting karena dunia kerja 

berubah akibat teknologi, transisi hijau, perubahan demografi, 

ketidakpastian ekonomi, dan fragmentasi geoekonomi. World 

Economic Forum (2025) menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut 

akan membentuk ulang pasar kerja global hingga 2030, sehingga HR 

perlu memiliki sistem yang mampu membaca kebutuhan 

keterampilan, mobilitas talenta, risiko kerja, dan perubahan peran 

secara lebih cepat. Dengan sistem digital yang baik, HR dapat bergerak 

dari fungsi administratif menjadi fungsi strategis yang membantu 

organisasi mengambil keputusan berbasis data.  

D 
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Transformasi digital HR harus dimulai dari pemetaan proses, 

bukan dari pembelian teknologi. Organisasi perlu menilai ulang 

proses rekrutmen, onboarding, absensi, payroll, learning, performance 

management, career development, dan employee relations agar tidak 

sekadar memindahkan birokrasi manual ke aplikasi. Jika proses lama 

yang rumit hanya dimasukkan ke sistem digital, maka teknologi justru 

menciptakan beban administratif baru bagi karyawan dan manajer. 

Oleh karena itu, desain digital HR perlu berorientasi pada pengalaman 

pengguna, kesederhanaan proses, kejelasan informasi, dan ke-

mudahan akses. 

Dalam Sustainable HRM, digitalisasi harus mendukung inklusi, 

bukan hanya efisiensi. Sistem HR perlu mudah digunakan oleh pekerja 

dengan tingkat literasi digital yang berbeda, tersedia dalam bahasa 

yang relevan, dapat diakses oleh penyandang disabilitas, serta tidak 

hanya menguntungkan pekerja kantor. Prinsip aksesibilitas ini sejalan 

dengan WCAG 2.2 dari W3C yang menekankan bahwa konten digital 

perlu dapat digunakan oleh orang dengan berbagai kondisi, termasuk 

keterbatasan penglihatan, pendengaran, fisik, kognitif, bahasa, 

pembelajaran, dan neurologis.  

Pekerja lapangan, pekerja shift, pekerja produksi, dan pekerja 

layanan pelanggan juga harus menjadi bagian dari desain digital HR. 

Mereka mungkin tidak selalu memiliki laptop pribadi, koneksi 

internet stabil, atau waktu khusus untuk mengakses sistem HR. 

Karena itu, organisasi dapat menyediakan akses mobile-friendly, 

terminal bersama yang aman, bantuan HR lokal, notifikasi sederhana, 

serta panduan penggunaan yang jelas. Teknologi yang hanya cocok 

untuk pekerja kantor dapat memperbesar ketimpangan internal dan 

membuat kelompok pekerja tertentu semakin tertinggal. 

Data menjadi inti dari digital HR transformation, tetapi data 

harus dikelola secara etis dan bertanggung jawab. HR dapat 

menggunakan data untuk melihat tren turnover, absensi, pelatihan, 

mobilitas internal, keselamatan, keterlibatan, dan kesenjangan 

keterampilan. ISO 30414:2025 menekankan pentingnya pelaporan 

human capital yang komprehensif dan dapat digunakan secara 
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internal maupun eksternal untuk menunjukkan kontribusi sumber 

daya manusia terhadap organisasi. Dengan demikian, data HR tidak 

hanya berguna untuk administrasi, tetapi juga untuk akuntabilitas, 

perbaikan proses, dan keberlanjutan tenaga kerja.  

Namun, penggunaan data karyawan harus memperhatikan 

privasi, keamanan, dan kepercayaan. Sistem HR sering menyimpan 

data sensitif, seperti identitas pribadi, riwayat pekerjaan, kompensasi, 

performa, kesehatan kerja, dan informasi pengembangan karier. Jika 

data digunakan tanpa transparansi, karyawan dapat merasa diawasi 

secara berlebihan atau tidak percaya pada sistem. OECD (2023) 

menyoroti bahwa penggunaan AI dan data di dunia kerja perlu 

memperhatikan dampak terhadap pasar kerja, privasi, dan kualitas 

pengambilan keputusan agar teknologi tidak menimbulkan risiko 

baru bagi pekerja.  

AI-enabled HR dapat membantu mempercepat pencarian 

kandidat, rekomendasi pembelajaran, analisis keterampilan, chatbot 

layanan HR, dan prediksi kebutuhan tenaga kerja. Akan tetapi, 

penggunaan AI dalam HR harus diawasi karena keputusan yang 

menyangkut rekrutmen, promosi, penilaian kinerja, dan 

pengembangan karier dapat berdampak langsung pada kehidupan 

pekerja. NIST (2024) menekankan pentingnya manajemen risiko AI, 

termasuk identifikasi risiko, pengelolaan dampak, dan tata kelola yang 

sesuai dengan tujuan organisasi.  

Dalam organisasi global, tata kelola AI dan sistem HR perlu 

semakin hati-hati karena standar hukum antarnegara berbeda. EU AI 

Act 2024 menunjukkan bahwa sistem AI yang digunakan dalam 

konteks pekerjaan, manajemen pekerja, dan akses kerja dapat masuk 

dalam kategori berisiko tinggi, sehingga membutuhkan pengendalian 

yang lebih kuat. Artinya, organisasi global tidak boleh hanya 

mengandalkan vendor teknologi, tetapi perlu memiliki kebijakan 

internal mengenai transparansi, human oversight, validasi data, audit 

bias, dan mekanisme keberatan bagi karyawan.  

Digital HR transformation juga perlu terhubung dengan 

pembelajaran dan pengembangan karyawan. Sistem digital dapat 
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membantu pekerja mengakses microlearning, virtual classroom, 

simulasi, coaching, dan rekomendasi pelatihan sesuai kebutuhan 

kompetensi. World Economic Forum (2025) menyebut kesenjangan 

keterampilan sebagai hambatan utama transformasi bisnis pada 

periode 2025–2030, sehingga HR perlu menggunakan teknologi untuk 

mempercepat upskilling dan reskilling secara inklusif.  

Keberhasilan digital HR tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi 

yang digunakan, tetapi dari apakah layanan HR menjadi lebih 

manusiawi, adil, cepat, dan mudah dipahami. Indikator keberhasilan 

dapat mencakup waktu penyelesaian layanan HR, tingkat penggunaan 

sistem, kepuasan karyawan, akses pekerja non-kantor, kualitas data, 

penurunan beban administratif, keamanan data, serta dampak 

terhadap keputusan talent management. Jika karyawan merasa sistem 

membingungkan, lambat, atau tidak sesuai kebutuhan mereka, maka 

transformasi digital belum benar-benar berhasil meskipun teknologi 

yang dipakai terlihat modern. 

Secara keseluruhan, digital HR transformation dalam Sustainable 

HRM harus dipahami sebagai perubahan strategis yang meng-

gabungkan teknologi, data, desain pengalaman karyawan, inklusi, 

privasi, dan empati manusia. Teknologi seharusnya membantu HR 

mengambil keputusan lebih baik, memperluas akses layanan, 

mengurangi beban administratif, dan memperkuat keadilan orga-

nisasi. Dengan tata kelola yang baik, digitalisasi HR dapat menjadi alat 

untuk membangun organisasi yang lebih adaptif, transparan, inklusif, 

dan berkelanjutan, bukan sekadar proyek teknologi yang menjauhkan 

HR dari kebutuhan nyata karyawan. 

People analytics untuk keberlanjutan 

People analytics merupakan alat penting dalam Sustainable HRM 

karena memungkinkan organisasi mengukur risiko, efektivitas, dan 

dampak strategi HR berbasis keberlanjutan. Dengan menggunakan 

data, HR dapat berpindah dari pengambilan keputusan berdasarkan 

intuisi menjadi keputusan berbasis bukti yang lebih objektif dan 

akurat (Deloitte, 2023). 



 

114    |    Strategi Pengelolaan SDM Berkelanjutan di Era Global 

Contoh penerapan people analytics meliputi analisis turnover di 

kelompok pekerja tertentu, pemetaan hubungan antara beban kerja 

dengan absensi atau kesehatan mental, serta evaluasi dampak 

pelatihan terhadap mobilitas internal. Pendekatan ini membantu 

organisasi memahami faktor-faktor yang memengaruhi engagement 

dan kinerja secara sistematis (Rodriguez & Chen, 2023). 

People analytics juga dapat mendeteksi risiko burnout dengan 

menganalisis pola lembur, absensi, feedback karyawan, dan hasil 

survei kesejahteraan. Identifikasi dini risiko burnout memungkinkan 

intervensi proaktif, seperti redistribusi beban kerja, program coaching, 

atau penyesuaian target kinerja (World Economic Forum, 2025). 

Analisis pay equity menjadi aspek penting lainnya. Dengan data 

komprehensif tentang gaji, bonus, benefit, dan insentif, HR dapat 

menilai kesetaraan internal, mengurangi ketimpangan gender atau 

antar-unit, dan memastikan imbalan karyawan sejalan dengan prinsip 

keadilan distributif (Gonzalez et al., 2022). 

Pemanfaatan people analytics juga memungkinkan pemetaan 

green skills di seluruh organisasi. Dengan mengetahui kompetensi 

keberlanjutan yang dimiliki karyawan, HR dapat merencanakan 

program upskilling, reskilling, dan rotasi kerja yang mendukung target 

ESG dan strategi bisnis hijau (Rodriguez & Chen, 2023). 

HR perlu membangun prinsip etika data yang meliputi trans-

paransi, proporsionalitas, akurasi, keamanan, akuntabilitas, dan hak-

hak karyawan. Karyawan harus mengetahui jenis data yang 

dikumpulkan, tujuan penggunaannya, dan mekanisme koreksi atau 

keberatan jika terjadi kesalahan (World Economic Forum, 2025). 

People analytics dapat meningkatkan prediktabilitas dalam pe-

rencanaan tenaga kerja. Dengan memodelkan tren turnover, ke-

butuhan keterampilan, dan dampak intervensi HR, organisasi dapat 

merencanakan strategi pengembangan, rekrutmen, dan retention 

secara lebih efektif dan berkelanjutan (McKinsey & Company, 2023). 

Integrasi analytics dengan digital HR dan learning ecosystem 

memperkuat kemampuan organisasi dalam merespons perubahan. 

Data yang terhubung dengan platform pembelajaran memungkinkan 
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evaluasi dampak pelatihan, identifikasi gap keterampilan, dan 

perencanaan jalur karier yang mendukung keberlanjutan talenta 

(Deloitte, 2023). People analytics juga membantu organisasi menilai 

indikator non-finansial, seperti kesejahteraan, inklusi, dan 

engagement, sehingga HR dapat mengukur kontribusi nyata karyawan 

terhadap strategi ESG, keberlanjutan, dan kualitas budaya kerja 

(Gonzalez et al., 2022). 

People analytics untuk keberlanjutan memungkinkan organisasi 

membuat keputusan HR yang lebih transparan, adil, dan berbasis 

bukti. Dengan tata kelola data yang etis, keamanan informasi, dan 

integrasi dengan strategi SDG dan ESG, analytics menjadi fondasi HR 

yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. 

AI dalam rekrutmen, pelatihan, dan manajemen kinerja 

Artificial Intelligence (AI) telah menjadi alat strategis dalam HR 

modern, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga manajemen kinerja. 

Dalam rekrutmen, AI dapat digunakan untuk screening CV, chatbot 

kandidat, dan rekomendasi kandidat berdasarkan keterampilan dan 

pengalaman, sehingga proses lebih cepat dan konsisten (Naoum et al., 

2026). Di bidang pelatihan, AI memungkinkan personalisasi pem-

belajaran. Sistem dapat menganalisis keterampilan karyawan, me-

rekomendasikan modul microlearning, virtual classroom, atau proyek 

lintas fungsi yang sesuai, dan memantau kemajuan secara real-time, 

sehingga meningkatkan efektivitas upskilling dan reskilling (World 

Economic Forum, 2025). 

Dalam manajemen kinerja, AI membantu menganalisis feedback 

karyawan, mengidentifikasi gap keterampilan, memprediksi risiko 

turnover, dan merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini 

memungkinkan HR mengambil keputusan berbasis data yang lebih 

akurat dan strategis (Deloitte, 2023). Manfaat AI mencakup efisiensi, 

konsistensi, dan personalisasi. Proses yang sebelumnya memakan 

waktu berhari-hari dapat diselesaikan dalam hitungan jam, sementara 

rekomendasi pembelajaran dan feedback yang relevan mendukung 
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pengembangan talenta yang tepat sasaran (McKinsey & Company, 

2023). 

AI dalam HR menyentuh keputusan penting bagi kehidupan 

manusia, termasuk penerimaan kerja, promosi, dan evaluasi kinerja. 

Risiko etis menjadi tinggi karena kesalahan algoritma atau bias data 

dapat berdampak langsung pada peluang dan karier individu (Naoum 

et al., 2026). Kajian sistematis terbaru menunjukkan bahwa AI 

memiliki dampak ganda terhadap Diversity, Equity, Inclusion, and 

Belonging (DEIB). Di satu sisi, AI dapat memperbaiki standardisasi 

proses, meminimalkan bias subjektif, dan meningkatkan akses bagi 

kandidat yang sebelumnya terpinggirkan (Rodriguez & Chen, 2023). 

AI juga dapat memperkuat bias jika data historis yang digunakan 

mereplikasi ketidakadilan atau jika desain algoritma tidak memper-

timbangkan konteks DEIB. Contohnya, sistem yang menilai kandidat 

berdasarkan profil sebelumnya dapat menolak kandidat dari 

kelompok minoritas yang kurang terwakili di data pelatihan (Gonzalez 

et al., 2022). Strategi mitigasi risiko meliputi participatory design, 

yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merancang 

algoritma agar lebih inklusif dan representatif. Hal ini memastikan 

sistem AI mempertimbangkan perspektif beragam dan konteks lokal 

dalam organisasi global (Naoum et al., 2026). 

Explainability menjadi prinsip penting agar karyawan dan 

manajer memahami dasar keputusan AI. Keputusan otomatis harus 

transparan, dapat dijelaskan, dan mudah dikaji ulang, sehingga tidak 

menimbulkan ketidakpercayaan atau persepsi diskriminasi (OECD, 

2023). Human oversight diperlukan untuk memastikan AI tidak 

menjadi otoritas tunggal. Manajer atau HR harus dapat meninjau 

rekomendasi, memberikan koreksi jika perlu, dan mempertimbang-

kan faktor manusia yang mungkin tidak terlihat dalam data algoritmik 

(World Economic Forum, 2025). 

Audit data secara rutin membantu mendeteksi bias atau ketidak-

akuratan dalam dataset yang digunakan AI. Evaluasi periodik terhadap 

hasil AI dan pengaruhnya terhadap DEIB memungkinkan organisasi 

melakukan perbaikan algoritma, validasi indikator, dan penyesuaian 
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sistem sebelum terjadi dampak negatif (Naoum et al., 2026). AI dalam 

rekrutmen, pelatihan, dan manajemen kinerja memiliki potensi besar 

untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan personalisasi. Namun, 

implementasi yang etis memerlukan participatory design, 

explainability, human oversight, audit data, dan governance etis agar 

teknologi mendukung inklusi, keadilan, dan keberlanjutan dalam HR. 

Remote work dan hybrid work global 

Remote work dan hybrid work telah menjadi model kerja penting 

dalam organisasi global karena memberikan fleksibilitas, akses ke 

talenta global, pengurangan perjalanan, dan potensi peningkatan 

keseimbangan kerja-hidup bagi karyawan. Model ini memungkinkan 

organisasi mempertahankan produktivitas sambil menyesuaikan 

kebutuhan pekerja secara lebih personal (World Economic Forum, 

2025). Selain keuntungan, model kerja ini menimbulkan tantangan 

baru. Pekerja remote berisiko mengalami isolasi sosial, kurangnya 

interaksi informal dengan tim, dan kesulitan membangun jaringan 

internal yang mendukung pengembangan karier (Deloitte, 2023). 

Koordinasi lintas zona waktu menjadi isu penting. Dalam 

organisasi global, perbedaan jam kerja dapat menyebabkan kesulitan 

dalam rapat, kolaborasi, dan penyelesaian tugas bersama, sehingga HR 

perlu merancang jadwal yang adil dan mengurangi ketegangan antar 

lokasi (Gonzalez et al., 2022). Beban rapat digital juga menjadi 

tantangan. Terlalu banyak rapat virtual dapat menyebabkan fatigue 

dan mengurangi produktivitas. Oleh karena itu, organisasi perlu me-

netapkan norma rapat, durasi, frekuensi, dan mekanisme dokumen-

tasi agar komunikasi tetap efisien (McKinsey & Company, 2023). 

Keamanan data menjadi perhatian utama dalam remote work. 

Akses jarak jauh meningkatkan risiko pelanggaran data, sehingga HR 

bersama IT harus memastikan protokol keamanan, enkripsi, VPN, dan 

pelatihan karyawan terkait perlindungan informasi sensitif (Naoum et 

al., 2026). Ketidakadilan antara pekerja remote-capable dan pekerja 

lapangan juga perlu diantisipasi. Karyawan yang tidak bisa bekerja 

remote, misalnya pekerja produksi atau layanan pelanggan, dapat 



 

118    |    Strategi Pengelolaan SDM Berkelanjutan di Era Global 

merasa tertinggal dalam fleksibilitas dan peluang promosi, sehingga 

HR harus menawarkan bentuk fleksibilitas yang setara bagi mereka 

(Rodriguez & Chen, 2023). 

HR perlu menetapkan prinsip kerja hybrid yang adil. Hal ini 

mencakup kriteria peran yang eligible untuk remote, ekspektasi 

kehadiran, dukungan peralatan dan teknologi, norma komunikasi, 

evaluasi kinerja berbasis output, dan perlindungan kesehatan mental 

karyawan (World Economic Forum, 2025). Fleksibilitas kerja harus 

dirancang sebagai sistem kerja formal, bukan privilege informal. 

Penetapan kebijakan yang jelas memastikan semua karyawan 

memahami hak dan kewajiban mereka, serta mencegah persepsi 

ketidakadilan atau diskriminasi internal (Deloitte, 2023). 

Organisasi dapat menggunakan evaluasi berbasis output atau 

hasil, bukan kehadiran fisik, sebagai tolok ukur kinerja. Pendekatan 

ini membantu menyeimbangkan fleksibilitas dengan produktivitas, 

serta mengurangi tekanan jam kerja berlebihan atau keharusan selalu 

online (Gartner, 2022). Untuk pekerja non-remote, fleksibilitas tetap 

dapat diberikan melalui jadwal prediktif, pengaturan shift, cuti yang 

mudah diakses, atau rotasi kerja. Pendekatan ini memastikan semua 

pekerja memiliki otonomi dalam mengelola waktu kerja mereka sesuai 

konteks operasional (Rodriguez & Chen, 2023). HR juga perlu 

mendukung inklusi dan pengembangan karier pekerja hybrid. Pe-

ngakuan, peluang promosi, akses pelatihan, dan visibilitas proyek 

harus setara antara pekerja onsite dan remote agar tidak terjadi ke-

senjangan dalam pengembangan talenta (McKinsey & Company, 

2023). 

Remote work dan hybrid work global membawa peluang 

signifikan untuk fleksibilitas, keseimbangan kerja-hidup, dan akses 

talenta global. Namun, model ini harus dirancang secara sistematis 

dengan prinsip keadilan, keamanan, inklusi, dan evaluasi berbasis 

output agar menciptakan produktivitas, kesejahteraan, dan ke-

terlibatan karyawan yang berkelanjutan. 
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Cybersecurity dan perlindungan data karyawan 

Data HR mencakup informasi yang sangat sensitif, seperti gaji, 

kesehatan, identitas pribadi, kinerja, keluhan, data keluarga, dan 

catatan disiplin. Kebocoran data karyawan dapat menimbulkan risiko 

finansial, diskriminasi, dan hilangnya kepercayaan terhadap 

organisasi. Oleh karena itu, digital HR harus dirancang dengan 

kolaborasi erat antara HR, IT, legal, dan security (Naoum et al., 2026). 

Kontrol akses menjadi prinsip utama. Hanya pihak yang berwenang 

yang dapat mengakses data tertentu, dan setiap akses harus tercatat 

dan dapat diaudit. Sistem manajemen hak akses harus fleksibel dan 

mampu membedakan tingkat sensitivitas informasi (Gartner, 2022). 

Enkripsi data menjadi langkah penting untuk melindungi 

informasi sensitif baik saat penyimpanan maupun transmisi. Dengan 

enkripsi, data HR tetap aman meskipun terjadi akses tidak sah atau 

kebocoran dari sistem eksternal (OECD, 2023). Retensi data harus 

diatur secara ketat. Data karyawan hanya disimpan sesuai kebutuhan 

dan masa hukum yang berlaku. Penghapusan data yang sudah tidak 

relevan atau kadaluarsa membantu meminimalkan risiko kebocoran 

dan pelanggaran privasi (Deloitte, 2023). 

Sistem respons insiden perlu disiapkan sebelum terjadi ke-

bocoran. HR dan IT harus memiliki protokol cepat untuk mendeteksi, 

menanggapi, dan memperbaiki insiden data, termasuk pemberitahuan 

kepada karyawan dan regulator sesuai regulasi yang berlaku (World 

Economic Forum, 2025). Perlindungan data juga terkait dengan 

budaya organisasi. Karyawan harus diberi pemahaman tentang data 

apa yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, siapa yang dapat 

mengakses, dan berapa lama data disimpan. Komunikasi ini mem-

bangun kepercayaan dan mendorong kepatuhan internal (Gonzalez et 

al., 2022). 

Penggunaan people analytics dan AI dalam HR memerlukan 

standar lebih ketat daripada survei biasa, karena dapat memengaruhi 

keputusan karier, promosi, atau pengembangan talenta. Risiko bias 

atau penggunaan data yang tidak etis harus diminimalkan melalui 

human oversight, audit rutin, dan dokumentasi (Naoum et al., 2026). 
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Prinsip minimalisasi data menjadi pedoman utama. Hanya data yang 

relevan dan diperlukan yang dikumpulkan, sehingga risiko 

penyalahgunaan atau kebocoran berkurang. Pendekatan ini juga 

mendukung efisiensi sistem digital HR (Rodriguez & Chen, 2023). 

Purpose limitation juga harus diterapkan, artinya data karyawan 

hanya digunakan untuk tujuan yang sudah dijelaskan dan tidak 

digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan. Hal ini melindungi 

hak karyawan dan menjaga kepercayaan mereka terhadap organisasi 

(OECD, 2023). Audit berkala menjadi alat kontrol tambahan. Evaluasi 

sistem keamanan, akses, penggunaan AI, dan integritas data 

membantu organisasi memastikan perlindungan data tetap efektif dan 

sesuai standar etika dan regulasi global (European Union, 2024). 

Pelatihan karyawan dan manajer penting untuk mendukung 

keamanan data. Mereka perlu memahami praktik terbaik dalam 

pengelolaan informasi sensitif, mengenali ancaman siber, dan 

mengetahui prosedur pelaporan insiden (Gartner, 2022). 

Cybersecurity dan perlindungan data karyawan merupakan 

fondasi Sustainable HRM digital. Dengan kontrol akses, enkripsi, 

retensi data, audit, transparansi, minimalisasi data, dan purpose 

limitation, organisasi dapat menjaga keamanan informasi, mem-

bangun kepercayaan, dan memastikan penggunaan data HR yang etis 

dan berkelanjutan. 
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mplementasi Sustainable HRM memerlukan perubahan sistemik. 

Organisasi tidak cukup membuat kebijakan; ia perlu memiliki 

roadmap, governance, indikator, sumber daya, komunikasi, dan 

evaluasi. Bab ini memberikan panduan implementasi dari diagnosis 

hingga pelaporan, termasuk peran top management, HR business 

partner, pengukuran efektivitas, human capital reporting, tantangan 

lintas negara, dan rekomendasi praktis. 

Roadmap implementasi Sustainable HRM 

Roadmap implementasi Sustainable HRM dimulai dari tahap 

diagnosis isu material yang relevan bagi organisasi. Tahap ini ber-

tujuan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang terkait manusia, 

yang mencakup keterampilan, keselamatan, kesehatan mental, 

turnover, DEIB, upah, hubungan industrial, hak pekerja, penggunaan 

AI, dan green skills (World Economic Forum, 2025). Diagnosis dilaku-

kan melalui kombinasi data HR, audit internal, survei karyawan, 

wawancara mendalam, benchmarking dengan industri, dan masukan 

dari pemangku kepentingan. Pendekatan ini memastikan bahwa 

prioritas yang ditetapkan benar-benar material dan relevan bagi 

organisasi dan karyawan (Deloitte, 2023). 

Analisis keterampilan membantu organisasi memahami gap 

kompetensi saat ini dan kebutuhan masa depan. Data ini berguna 

untuk merancang program upskilling dan reskilling yang selaras 

dengan transisi digital dan hijau, serta memastikan kesiapan tenaga 

kerja terhadap perubahan pekerjaan (McKinsey & Company, 2023). 

Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas awal. Diagnosis 

mencakup penilaian risiko fisik, ergonomi, keselamatan kerja, serta 

kesehatan mental, termasuk stres dan burnout. Hal ini membantu 

organisasi menetapkan program intervensi yang tepat (WHO, 2022). 

Analisis turnover dan retensi juga penting untuk memahami 

dinamika talenta. Identifikasi faktor penyebab turnover tinggi, gap 

engagement, dan risiko kehilangan talenta kunci menjadi dasar 

strategi retention dan pengembangan budaya organisasi yang 

berkelanjutan (Rodriguez & Chen, 2023). Evaluasi DEIB menjadi 

I 



 

Global Sustainable HRM    |    123 

bagian integral dari diagnosis. HR menilai representasi gender, etnis, 

disabilitas, inklusi, dan kesetaraan dalam promosi serta rekrutmen. 

Hasil ini membantu mengidentifikasi bias struktural dan area yang 

perlu intervensi (Gonzalez et al., 2022). Analisis upah dan living wage 

memastikan sistem kompensasi adil dan berkelanjutan. Diagnosis 

mencakup kesetaraan internal, kepatuhan upah minimum, dan gap 

antara upah aktual dengan benchmark living wage lokal dan global 

(ILO, 2024b). 

Hak pekerja dan hubungan industrial juga dianalisis, termasuk 

kepatuhan terhadap regulasi lokal, kontrak kerja, fleksibilitas, dan 

kesejahteraan. Hal ini membantu mengurangi risiko litigasi, konflik, 

dan menumbuhkan budaya kepercayaan (Deloitte, 2023). Penggunaan 

AI dan people analytics dianalisis untuk memastikan etika, trans-

paransi, dan non-diskriminasi. Diagnosis mencakup potensi bias 

algoritma, tata kelola data, dan dampak pada keputusan karier dan 

DEIB (Naoum et al., 2026). Green skills dan kompetensi keberlanjutan 

juga menjadi fokus diagnosis, terutama dalam organisasi yang me-

nerapkan strategi ESG. Data ini berguna untuk merencanakan 

pengembangan talenta dan mengaitkan reward dengan kontribusi 

keberlanjutan (Rodriguez & Chen, 2023). 

Tahap berikutnya adalah desain strategi HR berkelanjutan ber-

dasarkan hasil diagnosis. Organisasi menetapkan target jangka 

pendek, menengah, dan panjang, serta indikator kinerja yang dapat 

diukur untuk setiap prioritas (World Economic Forum, 2025). 

HR disarankan tidak menjalankan terlalu banyak inisiatif 

sekaligus. Fokus pada prioritas yang paling material, seperti kesehatan 

mental dan reskilling, memungkinkan organisasi mencapai quick wins 

sekaligus membangun fondasi data yang kokoh untuk program lebih 

kompleks di masa depan (McKinsey & Company, 2023). Roadmap 

dibagi dalam fase waktu: 0-3 bulan, 4-6 bulan, 7-12 bulan, 13-24 bulan, 

dan 25-36 bulan. Setiap fase memiliki tujuan, program, indikator, dan 

deliverable yang jelas agar eksekusi terstruktur dan dapat diukur 

keberhasilannya (Deloitte, 2023). Pada fase 0-3 bulan, fokus pada 

quick wins dan pengumpulan data. Contohnya audit kebijakan HR, 
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survei engagement dan kesehatan mental, serta identifikasi gap ke-

terampilan awal. Hasil awal membantu membangun fondasi dan 

menunjukkan komitmen organisasi (World Economic Forum, 2025). 

Fase 4-6 bulan mencakup desain program intervensi. Ini termasuk 

modul pelatihan reskilling/upskilling, program kesejahteraan mental, 

kebijakan kerja fleksibel, dan rencana peningkatan inklusi DEIB. HR 

mulai mengintegrasikan teknologi digital untuk mempermudah 

implementasi (Naoum et al., 2026). Fase 7-12 bulan fokus pada imple-

mentasi awal program dan monitoring indikator. Feedback rutin, 

coaching, dan evaluasi KPI memungkinkan organisasi menyesuaikan 

program agar sesuai dengan kebutuhan pekerja dan tujuan 

keberlanjutan (McKinsey & Company, 2023). Fase 13-24 bulan adalah 

penguatan dan ekspansi. Program yang berhasil diperluas ke unit lain, 

indikator dikalibrasi secara global, dan HR analytics digunakan untuk 

mengevaluasi dampak keberlanjutan program pada kinerja, retention, 

engagement, dan kontribusi ESG (Rodriguez & Chen, 2023). Fase 25-

36 bulan fokus pada integrasi penuh dan evaluasi jangka panjang. 

Sustainable HRM sudah menjadi bagian dari proses bisnis, indikator 

keberlanjutan diintegrasikan dalam reward, manajemen kinerja, dan 

perencanaan talenta. Data digunakan untuk continuous improvement 

dan adaptasi terhadap perubahan pasar dan regulasi (World Economic 

Forum, 2025). 

Sepanjang roadmap, komunikasi dan keterlibatan pemangku 

kepentingan menjadi kunci. Karyawan, manajer, serikat pekerja, dan 

vendor perlu dilibatkan dalam proses desain, implementasi, dan 

evaluasi agar program dapat diterima, adil, dan berdampak nyata 

(Deloitte, 2023). Evaluasi risiko dan mitigasi menjadi bagian dari 

setiap fase. HR perlu menilai potensi resistensi, beban kerja, risiko 

data, dan dampak terhadap budaya organisasi, kemudian merancang 

intervensi yang sesuai agar implementasi berjalan lancar (Naoum et 

al., 2026). 

Roadmap implementasi Sustainable HRM menyediakan panduan 

terstruktur dari diagnosis isu material hingga evaluasi jangka panjang. 

Dengan prioritas yang jelas, fase implementasi yang terukur, dan 
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monitoring berbasis data, organisasi dapat membangun HR yang 

inklusif, adil, adaptif, dan berkelanjutan. 

Peran top management dan HR business partner 

Top management memiliki peran krusial dalam implementasi 

Sustainable HRM. Dukungan pimpinan memberikan legitimasi, 

sumber daya, dan arah strategis yang memastikan program HR 

berkelanjutan tidak dianggap sekadar proyek administratif semata 

(Gonzalez et al., 2022). Tanpa keterlibatan top management, inisiatif 

HR cenderung tidak mendapatkan prioritas organisasi, sehingga sulit 

untuk mencapai perubahan yang berdampak luas. Dukungan 

pimpinan menjadi sinyal penting bagi manajer dan karyawan bahwa 

keberlanjutan human capital adalah fokus strategis (Deloitte, 2023). 

Top management harus memasukkan isu human capital dalam 

perencanaan strategi, rapat manajemen, risk register, dan balanced 

scorecard. Dengan cara ini, keberlanjutan HR menjadi bagian integral 

dari kinerja organisasi, bukan sekadar indikator HR terpisah (World 

Economic Forum, 2025). Selain aspek formal, top management perlu 

menunjukkan perilaku konsisten yang mendukung budaya ber-

kelanjutan, termasuk menghargai keselamatan kerja, praktik etis, 

inklusi, dan pembelajaran sepanjang karier. Kepemimpinan teladan 

ini memperkuat pesan strategi HR dan mendorong adopsi di seluruh 

organisasi (Rodriguez & Chen, 2023). 

Top management juga bertanggung jawab memastikan alokasi 

sumber daya yang memadai. Hal ini meliputi anggaran untuk 

pelatihan, pengembangan digital HR, program kesejahteraan, dan 

inisiatif DEIB yang berkelanjutan. Tanpa dukungan finansial, 

implementasi Sustainable HRM sulit berjalan efektif (McKinsey & 

Company, 2023). HR business partner (HRBP) menjadi penghubung 

antara strategi HR berkelanjutan dan unit bisnis. HRBP membantu 

manajer memahami dan menerjemahkan target ESG dan SDGs 

menjadi kebutuhan talenta, perilaku, program pelatihan, dan 

indikator kinerja yang relevan (Deloitte, 2023). 
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Peran HRBP meliputi identifikasi hambatan di lapangan, baik 

berupa resistensi manajer, ketimpangan akses talenta, maupun 

tantangan budaya. Dengan pemahaman konteks lokal, HRBP dapat 

menyesuaikan implementasi kebijakan global agar tetap efektif dan 

adil (Rodriguez & Chen, 2023). HRBP juga bertindak sebagai agen 

perubahan (change agent). Mereka membantu manajer mengelola 

transisi budaya, mengadopsi praktik baru, dan memastikan bahwa 

perubahan HR berkelanjutan diterima oleh karyawan secara luas 

(Gonzalez et al., 2022). Kompetensi HRBP perlu mencakup data 

literacy agar mampu menggunakan HR analytics dan people analytics 

dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Pemahaman ini 

membantu HRBP memonitor KPI keberlanjutan, mendeteksi risiko, 

dan mengevaluasi efektivitas intervensi (Naoum et al., 2026). 

Sustainability literacy menjadi kompetensi penting lainnya. HRBP 

harus memahami isu ESG, green skills, keberlanjutan bisnis, dan 

implikasinya terhadap human capital. Pengetahuan ini memungkin-

kan mereka menyelaraskan program HR dengan tujuan strategis 

organisasi (World Economic Forum, 2025). Consulting skills dan 

kemampuan komunikasi juga esensial. HRBP harus mampu mem-

berikan advis kepada manajer dengan cara yang persuasif, mem-

bimbing implementasi strategi HR, dan membangun dukungan 

internal untuk inisiatif berkelanjutan (Deloitte, 2023). 

Kombinasi dukungan top management dan peran strategis HRBP 

menjadi fondasi keberhasilan Sustainable HRM. Pimpinan menyedia-

kan legitimasi, sumber daya, dan teladan perilaku, sementara HRBP 

menerjemahkan strategi menjadi program nyata, memastikan 

kebijakan diterapkan secara kontekstual, dan membantu organisasi 

membangun human capital yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. 

Pengukuran efektivitas Sustainable HRM 

Pengukuran efektivitas Sustainable HRM menjadi kunci untuk 

memastikan bahwa strategi HR tidak hanya berjalan, tetapi mem-

berikan dampak nyata bagi karyawan dan organisasi. Pengukuran 

dilakukan pada berbagai level untuk menangkap seluruh spektrum 
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kontribusi HR, dari input hingga outcome (World Economic Forum, 

2025). Level input mencakup sumber daya yang dialokasikan untuk 

program HR, termasuk anggaran, kebijakan, sistem, platform digital, 

dan jumlah pelatihan yang diselenggarakan. Analisis level ini 

memberikan gambaran apakah organisasi memiliki fondasi yang 

memadai untuk implementasi Sustainable HRM (Deloitte, 2023). 

Level proses menilai bagaimana program dijalankan. Ini men-

cakup partisipasi karyawan, kualitas implementasi, kepatuhan ter-

hadap kebijakan, dan pengalaman peserta dalam mengikuti program. 

Level ini memastikan bahwa proses HR berkelanjutan benar-benar 

diterapkan secara efektif di lapangan (Rodriguez & Chen, 2023). Level 

output menilai hasil langsung dari intervensi HR. Contohnya per-

ubahan perilaku karyawan, peningkatan keterampilan, engagement, 

kepuasan, atau penurunan keluhan. Output ini mencerminkan apakah 

program memberikan efek nyata bagi karyawan, bukan sekadar 

aktivitas administratif (Gonzalez et al., 2022). 

Level outcome menilai dampak jangka menengah hingga panjang 

dari Sustainable HRM terhadap organisasi. Ini mencakup pengaruh 

pada turnover, produktivitas, keselamatan kerja, kesetaraan dan 

inklusi (DEI), reputasi perusahaan, dan kinerja keberlanjutan secara 

keseluruhan (World Economic Forum, 2025). Pengukuran harus 

menghindari vanity metrics, yaitu metrik yang terlihat bagus tetapi 

tidak mencerminkan perubahan nyata. Contohnya jumlah peserta 

pelatihan tidak cukup bila tidak ada peningkatan kompetensi atau 

kemampuan yang diukur secara konkret (McKinsey & Company, 

2023). 

Jumlah kampanye DEI tidak cukup untuk menunjukkan 

efektivitas jika promosi dan reward masih tidak adil. Jumlah ide hijau 

juga tidak cukup bila implementasinya terbatas dan tidak 

mempengaruhi proses bisnis atau dampak lingkungan (Rodriguez & 

Chen, 2023). HR perlu menggabungkan metrik kuantitatif dengan 

bukti kualitatif, seperti survei pengalaman karyawan, wawancara, 

studi kasus, dan observasi perilaku. Pendekatan ini memberikan 
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gambaran yang lebih holistik mengenai efektivitas program (Deloitte, 

2023). 

Evaluasi dampak menjadi tahap penting. HR harus meng-

hubungkan intervensi dengan hasil nyata pada KPI organisasi, seperti 

penurunan turnover, peningkatan produktivitas, perbaikan kese-

lamatan kerja, dan peningkatan skor engagement. Ini menunjukkan 

kontribusi HR terhadap strategi keberlanjutan perusahaan (World 

Economic Forum, 2025). People analytics dan digital HR menjadi alat 

bantu untuk mengukur efektivitas. Dengan dashboard dan analitik 

data, HR dapat melacak partisipasi, kinerja, progres keterampilan, dan 

dampak perilaku secara real-time, sehingga pengambilan keputusan 

berbasis bukti menjadi lebih mudah (Naoum et al., 2026). 

Transparansi pengukuran juga penting. Karyawan perlu me-

ngetahui indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas program 

HR, bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana hasil evaluasi 

digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Hal ini meningkatkan 

kepercayaan dan partisipasi aktif karyawan (Gonzalez et al., 2022). 

Pengukuran efektivitas Sustainable HRM yang baik mencakup 

level input, proses, output, dan outcome. Dengan kombinasi metrik 

kuantitatif, bukti kualitatif, dan evaluasi dampak, organisasi dapat 

memastikan bahwa investasi HR berkelanjutan menghasilkan 

perubahan nyata bagi karyawan, budaya organisasi, dan kinerja jangka 

panjang. 

Human capital reporting dan sustainability reporting 

Human capital reporting adalah proses sistematis untuk meng-

ungkapkan informasi terkait tenaga kerja, kapabilitas manusia, dan 

praktik HR kepada pemangku kepentingan. Laporan ini mencakup 

data tentang jumlah karyawan, komposisi demografis, keterampilan, 

pelatihan, keselamatan, engagement, dan praktik keberlanjutan HR 

(Gonzalez et al., 2022). 

Dalam konteks sustainability reporting, human capital menjadi 

bagian dari isu sosial dan tata kelola. Data pekerja digunakan untuk 
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menilai kontribusi organisasi terhadap SDGs, ESG, dan keberlanjutan 

jangka panjang. Informasi ini memungkinkan investor, regulator, dan 

masyarakat menilai dampak sosial perusahaan (World Economic 

Forum, 2025). Standar internasional seperti IFRS S1, GRI Standards, 

dan ESRS menekankan pentingnya disclosure human capital dalam 

laporan keberlanjutan. Peningkatan regulasi menunjukkan bahwa 

informasi tenaga kerja bukan hanya pelengkap, tetapi elemen material 

dalam pengambilan keputusan stakeholder (GRI, 2021; IFRS 

Foundation, 2023; EFRAG, 2023). 

Pelaporan yang efektif harus bersifat material, artinya hanya 

mengungkapkan isu yang signifikan bagi strategi dan risiko organisasi. 

HR perlu menilai isu human capital yang paling relevan, misalnya 

kesenjangan keterampilan, turnover, kesetaraan gender, atau 

kesehatan mental (Deloitte, 2023). Akurasinya menjadi kunci. Data 

HR harus valid, lengkap, dan diperiksa secara internal sebelum 

dipublikasikan. Kesalahan atau data yang tidak konsisten dapat 

merusak kredibilitas laporan dan menurunkan kepercayaan 

stakeholder (Rodriguez & Chen, 2023). 

Keseimbangan juga diperlukan dalam pelaporan. Laporan HR 

tidak hanya menyoroti keberhasilan, tetapi juga tantangan, risiko, dan 

rencana perbaikan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen 

perusahaan terhadap continuous improvement dan transparansi 

(McKinsey & Company, 2023). Kemampuan untuk membandingkan 

data antar periode atau dengan industri sejenis membantu 

stakeholder menilai kinerja relatif organisasi. HR perlu menyediakan 

indikator kuantitatif dan kualitatif yang memadai agar laporan 

meaningful dan actionable (Naoum et al., 2026). Ketepatan waktu juga 

penting agar informasi relevan dan dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan. Pelaporan HR harus selaras dengan jadwal 

sustainability reporting dan siklus bisnis agar data tetap aktual dan 

berdampak (World Economic Forum, 2025). 

Pelaporan yang baik menghindari social washing. Bila perusahaan 

mengklaim peduli inklusi atau keberlanjutan, tetapi tidak menyajikan 

data konkret atau tindakan nyata, kredibilitas laporan akan rendah 
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dan berpotensi merusak reputasi organisasi (Gonzalez et al., 2022). 

Human capital reporting juga mendukung akuntabilitas internal. 

Laporan dapat digunakan oleh manajemen untuk menilai efektivitas 

program HR, kesenjangan kompetensi, dan dampak intervensi 

terhadap tujuan strategis dan ESG (Rodriguez & Chen, 2023). 

Integrasi human capital data ke dalam sustainability reporting 

mempermudah organisasi menunjukkan hubungan antara kinerja 

tenaga kerja dengan hasil bisnis dan target keberlanjutan. Contohnya, 

pelatihan green skills dapat dihubungkan dengan kontribusi ESG, 

sementara indikator engagement dapat dikaitkan dengan 

produktivitas dan retensi (World Economic Forum, 2025). 

Human capital reporting yang terintegrasi dengan sustainability 

reporting memungkinkan organisasi memberikan informasi yang 

material, akurat, seimbang, dapat dibandingkan, dan tepat waktu. 

Dengan pendekatan ini, HR tidak hanya mendukung operasional, 

tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas 

organisasi di mata stakeholder global. 

Tantangan implementasi lintas negara 

Implementasi Sustainable HRM lintas negara menghadirkan 

tantangan yang kompleks karena perbedaan regulasi, kualitas data, 

kapabilitas HR lokal, budaya kerja, sistem payroll, dan sensitivitas 

politik atas isu tertentu. Hal ini membuat penerapan program HR yang 

berkelanjutan harus disesuaikan secara kontekstual agar efektif dan 

adil (World Economic Forum, 2025). Perbedaan regulasi ketenaga-

kerjaan antarnegara memengaruhi kebijakan rekrutmen, kompensasi, 

cuti, dan kesehatan serta keselamatan kerja. Apa yang diperbolehkan 

di satu negara mungkin dilarang di negara lain, sehingga HR harus 

memahami batasan hukum dan kepatuhan lokal (Deloitte, 2023). 

Kualitas data HR juga bervariasi. Beberapa negara memiliki sistem 

digital canggih yang memungkinkan pengumpulan data real-time, 

sementara negara lain masih mengandalkan proses manual. Hal ini 

memengaruhi akurasi, kecepatan, dan konsistensi analisis HR lintas 

negara (Gartner, 2022). 
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Kapabilitas HR lokal berbeda-beda, baik dari sisi kompetensi 

teknis maupun pemahaman Sustainable HRM. HR global perlu 

memberikan pelatihan, coaching, dan dukungan bagi tim lokal agar 

mereka mampu menerapkan standar global secara efektif (McKinsey 

& Company, 2023). Budaya kerja juga memengaruhi implementasi. 

Nilai, norma komunikasi, praktik manajemen, dan persepsi tentang 

work-life balance, hierarki, atau inklusi berbeda di tiap negara. HR 

harus memahami konteks budaya agar kebijakan diterima dan 

program berhasil (Gonzalez et al., 2022). 

Sistem payroll dan kompensasi bervariasi antarnegara. Perbedaan 

mata uang, inflasi, standar upah minimum, dan struktur benefit 

memengaruhi desain sustainable compensation dan living wage. HR 

perlu menyesuaikan kebijakan agar tetap adil dan kompetitif di setiap 

lokasi (ILO, 2024b). Sensitivitas politik dan sosial juga menjadi 

tantangan. Isu seperti gender, migran, pekerja kontrak, atau hak-hak 

serikat pekerja dapat menimbulkan risiko jika tidak ditangani dengan 

hati-hati. HR perlu memahami konteks lokal dan melibatkan 

pemangku kepentingan untuk mitigasi risiko (Rodriguez & Chen, 

2023). 

Prioritas material berbeda di tiap negara. Beberapa negara 

menghadapi risiko keselamatan tinggi, beberapa mengalami 

kekurangan keterampilan digital, dan beberapa memiliki isu DEIB 

atau pekerja migran. HR harus menilai isu paling material di setiap 

lokasi untuk menentukan program prioritas (World Economic Forum, 

2025). Pendekatan yang disarankan adalah global principles, local 

execution. Organisasi menetapkan standar minimum global, indikator 

inti, dan mekanisme pelaporan, sementara unit lokal menyesuaikan 

cara implementasi dengan regulasi, budaya, dan konteks operasional 

setempat (Deloitte, 2023). 

Audit dan peer learning menjadi mekanisme penting untuk 

menjaga konsistensi. Audit memastikan kepatuhan terhadap standar 

global, sementara peer learning memungkinkan pertukaran praktik 

terbaik antar lokasi tanpa mengabaikan konteks lokal (McKinsey & 

Company, 2023). HR global juga perlu memantau hasil dan 
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menyesuaikan strategi. Dashboard global, analitik HR, dan reporting 

rutin membantu mengevaluasi efektivitas, kesenjangan, dan 

kebutuhan adaptasi di tiap negara, sehingga program tetap relevan 

dan berdampak (Naoum et al., 2026). 

Secara keseluruhan, tantangan implementasi lintas negara 

menuntut keseimbangan antara standar global dan fleksibilitas lokal. 

Dengan prinsip global, eksekusi lokal yang kontekstual, audit, peer 

learning, dan monitoring berbasis data, organisasi dapat memastikan 

Sustainable HRM diterapkan secara adil, efektif, dan berkelanjutan di 

seluruh negara tempat beroperasi. 

Model evaluasi berkelanjutan 

Model evaluasi berkelanjutan dalam Sustainable HRM me-

mungkinkan organisasi menilai efektivitas program HR secara 

sistematis dan adaptif. Salah satu pendekatan yang efektif adalah 

siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA), yang mendukung continuous 

improvement dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan organisasi 

(World Economic Forum, 2025). 

Tahap Plan mencakup penetapan isu material, target strategis, 

indikator kinerja, dan program prioritas. HR perlu memetakan risiko 

dan peluang human capital, seperti keterampilan, kesehatan mental, 

keselamatan, DEIB, upah, dan kontribusi keberlanjutan, untuk 

menentukan fokus intervensi (Deloitte, 2023). 

Tahap Do mencakup implementasi program HR berkelanjutan 

sesuai perencanaan. Contohnya adalah pelaksanaan pelatihan 

reskilling, inisiatif kesehatan mental, program reward berbasis ESG, 

atau digitalisasi HR. Pelaksanaan harus didukung sumber daya, 

kepemimpinan, dan keterlibatan HRBP agar efektif (Rodriguez & 

Chen, 2023). 

Tahap Check berfokus pada pengukuran dan evaluasi efektivitas 

program. HR dapat menggunakan metrik kuantitatif seperti parti-

sipasi, keterampilan, engagement, dan outcome bisnis, serta audit 
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kepatuhan dan monitoring indikator ESG atau DEIB (Gonzalez et al., 

2022). 

Tahap Act mencakup tindakan perbaikan, scaling program yang 

berhasil, atau penghentian inisiatif yang tidak efektif. Pendekatan ini 

memastikan program HR terus diperbarui dan relevan dengan 

kebutuhan organisasi dan karyawan (McKinsey & Company, 2023). 

Siklus PDCA harus berjalan rutin dan terintegrasi dengan proses 

operasional, bukan hanya dijalankan saat penyusunan laporan 

tahunan. Evaluasi berkelanjutan memungkinkan organisasi 

merespons perubahan cepat di pasar, teknologi, dan regulasi (Naoum 

et al., 2026). Evaluasi juga perlu mencakup suara karyawan. Survei, 

focus group, forum karyawan, mekanisme pengaduan, dan wawancara 

exit dapat memberi insight yang tidak terlihat dari angka, seperti 

motivasi, kepuasan, atau hambatan implementasi program (World 

Economic Forum, 2025). 

Penting untuk memastikan suara kelompok rentan tidak 

tertutupi oleh mayoritas. Karyawan dari gender minoritas, disabilitas, 

migran, atau posisi non-remote harus memiliki mekanisme untuk 

menyuarakan pengalaman dan kebutuhan mereka (Rodriguez & Chen, 

2023). Data kualitatif membantu memahami alasan di balik perubahan 

indikator. Misalnya, jika engagement turun meski pelatihan 

dijalankan, wawancara atau forum dapat mengungkap penyebab, 

seperti beban kerja tinggi, budaya tidak mendukung, atau kurangnya 

akses bagi sebagian karyawan (Deloitte, 2023). 

Audit dan review internal mendukung validitas evaluasi. HR perlu 

memastikan data dikumpulkan secara konsisten, metodologi 

transparan, dan hasil dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan 

strategis (Gonzalez et al., 2022). Integrasi evaluasi berkelanjutan 

dengan sistem digital HR mempermudah pengumpulan, analisis, dan 

visualisasi data. Platform analytics memungkinkan monitoring KPI 

secara real-time, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan 

tepat sasaran (Naoum et al., 2026). 
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Model evaluasi berkelanjutan berbasis PDCA dan integrasi suara 

karyawan memungkinkan HR menilai efektivitas, mengidentifikasi 

gap, dan meningkatkan program secara adaptif. Pendekatan ini 

mendukung HR yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan, serta 

memastikan investasi human capital memberikan dampak nyata bagi 

organisasi dan pekerja. 
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Glosarium Istilah Sustainable HRM 

 

 

Istilah Definisi Ringkas 

Ability, Motivation, 

Opportunity (AMO) 

Kerangka yang menjelaskan bahwa 

perilaku kerja dipengaruhi kemampuan, 

motivasi, dan kesempatan untuk bertindak. 

AI Ethics in HR Prinsip penggunaan kecerdasan buatan 

dalam HR secara adil, transparan, aman, 

dapat dijelaskan, dan diawasi manusia. 

Belonging Rasa diterima, dihargai, dan dapat menjadi 

diri sendiri dalam lingkungan kerja. 

DEI Diversity, Equity, and Inclusion: 

keberagaman, keadilan akses/proses/hasil, 

dan keterlibatan inklusif. 

Employer Branding 

Berkelanjutan 

Reputasi organisasi sebagai tempat kerja 

yang bertanggung jawab terhadap pekerja, 

masyarakat, dan lingkungan. 

ESG Environmental, Social, and Governance: 

kerangka untuk menilai kinerja dan risiko 

keberlanjutan organisasi. 

Green HRM Praktik HR yang mendukung tujuan 

lingkungan melalui rekrutmen, pelatihan, 

kinerja, reward, dan budaya hijau. 

Green Skills Keterampilan teknis dan nonteknis untuk 

mendukung pekerjaan, proses, dan inovasi 

yang ramah lingkungan. 

Human Capital 

Reporting 

Pelaporan informasi terkait tenaga kerja, 

kapabilitas, risiko, dan nilai manusia dalam 

organisasi. 

Human Rights Due Proses mengidentifikasi, mencegah, 
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Istilah Definisi Ringkas 

Diligence memitigasi, memulihkan, dan melaporkan 

dampak organisasi terhadap hak asasi 

manusia. 

Just Transition Transisi menuju ekonomi hijau yang adil 

dan inklusif bagi pekerja, perusahaan, dan 

komunitas. 

Living Wage Upah yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup layak pekerja dan 

keluarganya sesuai konteks lokal. 

People Analytics Analisis data tenaga kerja untuk 

menghasilkan insight dan keputusan HR 

berbasis bukti. 

Psychological Safety Kondisi ketika orang merasa aman untuk 

berbicara, bertanya, melaporkan kesalahan, 

dan menyampaikan ide tanpa takut 

dipermalukan atau dihukum. 

SDGs Sustainable Development Goals: 17 tujuan 

pembangunan berkelanjutan yang 

disepakati komunitas global. 

Sustainable HRM Pendekatan HR yang mengintegrasikan 

kinerja organisasi, kesejahteraan pekerja, 

keadilan, etika, dan keberlanjutan 

lingkungan. 

Sustainable 

Performance 

Management 

Manajemen kinerja yang menyeimbangkan 

target bisnis dengan perilaku etis, 

kesejahteraan, keselamatan, dan dampak 

ESG. 

Sustainable Work 

Systems 

Sistem kerja yang produktif sekaligus 

menjaga kesehatan, employability, 

partisipasi, dan keberlanjutan jangka 

panjang. 

Workforce Planning 

Berbasis ESG 

Perencanaan kebutuhan tenaga kerja 

dengan mempertimbangkan risiko dan 

peluang lingkungan, sosial, dan tata kelola. 
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Lampiran A - Contoh KPI Sustainable HRM 

 

Contoh KPI berikut bersifat generik dan perlu disesuaikan dengan 

industri, negara operasi, regulasi, tingkat kematangan data, dan isu 

material organisasi. KPI sebaiknya memiliki baseline, target, pemilik 

data, dan mekanisme verifikasi. 

 

Dimensi KPI 
Formula/ 

Definisi 
Frekuensi Pemilik 

ESG-Sosial 
Voluntary 

turnover rate 

Jumlah 
pengunduran diri 

sukarela / rata-rata 
headcount x 100% 

Bulanan/ 

kuartalan 

HR 
Operations 

ESG-Sosial 
Employee 

engagement 
index 

Skor survei 
engagement 

berbasis 
metodologi 
konsisten 

Semesteran HRBP 

ESG-Sosial 
Training hours 
per employee 

Total jam 
pelatihan / rata-
rata headcount 

Kuartalan 
Learning & 

Development 

ESG-Sosial 
Green skills 

coverage 

Karyawan pada 
peran material 

yang 
menyelesaikan 
pelatihan green 
skills / populasi 

target x 100% 

Kuartalan 
L&D + 

Sustainability 

ESG-Sosial 
Internal 

mobility rate 

Perpindahan 
internal/promosi / 

total pengisian 
posisi x 100% 

Kuartalan 
Talent 

Management 

ESG-Sosial 
Lost time 

injury 
frequency rate 

Jumlah cedera 
kehilangan waktu 
kerja per jam kerja 

standar 

Bulanan HSE + HR 

ESG-Sosial 
Psychosocial 
risk action 

closure 

Tindakan 
perbaikan risiko 

psikososial selesai 
/ total tindakan x 

100% 

Kuartalan HR + HSE 

ESG-Sosial 
Gender 

representation 
in leadership 

Perempuan pada 
posisi pimpinan / 
total pimpinan x 

100% 

Kuartalan DEI Office 

ESG-Sosial Gender pay gap Selisih Tahunan Compensation 
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Dimensi KPI 
Formula/ 

Definisi 
Frekuensi Pemilik 

median/mean 
upah laki-laki dan 
perempuan pada 
kelompok jabatan 

sebanding 

& Benefit 

ESG-Sosial 
Harassment 

case resolution 
timeliness 

Kasus selesai 
sesuai SLA / total 

kasus x 100% 
Kuartalan 

Employee 
Relations 

ESG-Sosial 
Living wage 
gap closure 

Pekerja di bawah 
living wage 

benchmark yang 
sudah disesuaikan 
/ total gap x 100% 

Tahunan 
C&B + 

Finance 

ESG-
Lingkungan 

Employee 
green idea 

implementation 

Ide hijau yang 
diimplementasikan 

/ total ide 
tervalidasi x 100% 

Kuartalan 
HR + 

Operations 

ESG-
Lingkungan 

Green 
commuting 

participation 

Karyawan 
menggunakan opsi 

transportasi 
rendah emisi / 

populasi target x 
100% 

Semesteran HR + Facility 

ESG-
Lingkungan 

Digital paper 
reduction 

Penurunan 
penggunaan kertas 

proses HR 
dibanding baseline 

Kuartalan 
HR 

Operations 

ESG-Tata 
Kelola 

Ethics training 
completion 

Karyawan 
menyelesaikan 

pelatihan etika / 
populasi wajib x 

100% 

Tahunan 
Compliance + 

HR 

ESG-Tata 
Kelola 

AI HR audit 
completion 

Sistem AI HR yang 
diaudit / total 
sistem AI HR x 

100% 

Tahunan 
HR Tech + 

Legal 

ESG-Tata 
Kelola 

HR data quality 
score 

Persentase data 
HR inti yang 

lengkap, akurat, 
dan tepat waktu 

Bulanan HRIS 

ESG-Tata 
Kelola 

Grievance 
mechanism 
accessibility 

Lokasi/negara 
dengan kanal 

keluhan aktif dan 
tersosialisasi / 

total lokasi x 100% 

Semesteran 
Employee 
Relations 
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Lampiran B - Contoh Roadmap 

Implementasi HR Berkelanjutan 

 

Periode Fokus Aktivitas Utama Output 

0-3 bulan 
Diagnosis 

materialitas HR 

Audit data HR, 

wawancara stakeholder, 

pemetaan risiko ESG-HR, 

review kebijakan 

Daftar isu 

material, risk 

register HR, 

baseline awal 

0-3 bulan 
Governance dan 

tim kerja 

Bentuk steering 

committee, tetapkan 

sponsor, HRBP lead, 

sustainability focal point, 

dan data owner 

Struktur 

governance dan 

RACI 

4-6 bulan 
Desain strategi 

dan KPI 

Pilih prioritas, definisikan 

KPI, target, data 

dictionary, dan 

mekanisme pelaporan 

Scorecard 

Sustainable HRM 

4-6 bulan Quick wins 

Mulai 2-3 program awal 

seperti green onboarding, 

pelatihan anti-pelecehan, 

atau pulse survey well-

being 

Hasil awal dan 

pembelajaran 

7-12 bulan 
Integrasi siklus 

HR 

Masukkan keberlanjutan 

ke rekrutmen, learning, 

performance, reward, dan 

employee relations 

Kebijakan dan 

proses HR 

diperbarui 

7-12 bulan 
Penguatan data 

dan teknologi 

Perbaiki HRIS, 

integrasikan data 

HSE/LMS/ATS, bangun 

dashboard 

Dashboard 

human capital 

13-24 

bulan 

Scaling lintas 

negara 

Replikasi praktik efektif, 

adaptasi lokal, audit 

vendor, dan pelatihan 

manajer global 

Implementasi 

lintas lokasi 

13-24 

bulan 

Human capital 

reporting 

Sinkronisasi dengan 

sustainability reporting, 

assurance readiness, dan 

review narasi laporan 

Bagian human 

capital dalam 

laporan 

keberlanjutan 
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Periode Fokus Aktivitas Utama Output 

25-36 

bulan 
Evaluasi dampak 

Ukur outcome, lakukan 

audit efektivitas, hitung 

manfaat bisnis-sosial, dan 

revisi target 

Laporan dampak 

dan roadmap 

lanjutan 

25-36 

bulan 

Continuous 

improvement 

PDCA tahunan, peer 

learning, benchmarking, 

dan penguatan budaya 

Sistem 

Sustainable HRM 

berkelanjutan 

 

 

 

 

 




